S BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR %TAHUN 20 18 g

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA e

?{f:: DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA .
| - BUPATI KARANGANYAR o ;j‘: . Fa
: ._bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 78 ayat (3) ’
~ tentang Pengelolaan Keuangan Desa maka Peraturan
' Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2015 Tentang
., | v>tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa perlu d1 3
f‘cabut SR SO
" ‘.“-*”:’f’»'v_bahwa guna ketertlban Pengelolaan Keuangan Desa
fiperlu menetapkan Pedoman Pengelolaan Keuangan:_ "
: j:‘Desa, P A N N T |
¢ .bahwa berdasarkan pertunbangan sebaga;lmana-e i
© dimaksud dalam hursf a dan huruf b, perlu

" ‘.}v,xmenetapkan Pcraturan :_ Bupatltentang Pedoman
"";ﬁj:Pengelolaan Keuangan Desa, SR B

. Mengingat . : L Undang—Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang _'

‘.'ngkungan Propms1 Jawa 'I‘engah (Lcmbaran Negara‘v
Lo f;_‘;;;Repubhk Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); o
2 ] },"'i"Undang—Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa-

_' - ""’Nomor 7, Tambahan Lembaran ’ Negara Repubhk‘ e
SRR '_-.}':Indonesm Nomor 5495); IR - R

S s, ‘Undang-Undang Nomof 23 Tahun 2014 tentang o
; '_f“Pemermtahan Daerah (Lcmbaran Negara Repubhk“

i Indonema Ta.hun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran

T ff'}.,f'.Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 20 Tahun 2018 e

‘,E;{_Pembentukan : Daerah~Daerah Kabupalten ‘Dalam

3‘:‘7,,5::;_.;(Lembaran Negara Repubhk Indonesm Tahun 2014



. _  ;:.»:‘_:'V'Negara Repubhk Indoncs1a Nornor 5587) sebagannana»'>
A‘:_:’f':'ff.;_"‘telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang--
L ~Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua’ o
o . Atas Undang«Unda.ng Nomor 23 Tahun 2014 tentang o
ey vaemenntahan Daerah (Lembaran ‘Negara Republik
 Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, ’I‘ambahan Lembaran;';_ o
N ‘:;:lNegara Repubhk Indonesia Nomor 5679), e e
4., ‘:"Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang o
: Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
 Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42)  + . -
k _"' Peraturan Pemenntah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang,f'f- o
}Pendanaan Dan ‘ Pcngelolaan Bantuan Bcncanai 3
(Lcmbaran Negara chublxk Indonesm Tahun 2008
- :;:Nomor43),_,_.._v : e S o
, ;'_.,‘Pcraturan Pernenntah Nomor 43 Tahun 2014 tcntang'
: 'Peratura.n Pela.ksanaan Undang—Undang Nomor 6 Tahun o
B ) :""’2014 tentang Desa (Lcmbaran Negara Repubhk
~ Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, ‘Tambahan Lembaran
R iNegara Repubhk Indonesua Nomor 5539} bebagalmana o
- telah d1ubah dengan Peraturan Pemenntah Nomor 47"1;:" | |
SR ‘-_Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan;
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturani*‘: ‘
. .if-‘v‘j:.vvpelaksanaan Undang—Undang Nomor 6 Tahun 2014._‘_?1,
,v tentang Desa (Lembaran Negara Repubhk Indonesxa g __;ﬁ:» .
‘,>’V-v};3'-f.Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara}}},_..;v'
| },'}""':.v._j,Repubhk Indones1a Nomor 5717), e
Peraturan Pemermtah Nomor 60 Tahun 2014 tentang .
e _'Dana Desa yano Bersumb dm‘l Anggaran Pendapata_n -
. -f,’ _: dan BelanJa Negara (Lembaran Negara Repubhk‘_
I vlndones:a 'Iahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembarsn
}»Nego.ra Repubhk Indonesm Nomor 5558) ‘sebagaimana
. ];.L:telah dlubah beberapa kali terakhn' dengan Peraturan - |
: :}’;Pemenntah Nomor 8 Tahun 2016 tcntang Perubahan’f_
. :‘-‘:@l;Kedua atas Peraturan Pemermtah Nomor 60 Tahun o
o 12014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran_:'_%’ -
av‘:fﬁj‘:"Negara Repubhk Indonesm Tahun 2016 Nomor 57, o
- 'I‘ambahan Lembaran Negara Repubhk Indone31a Nomor
o 5864),, PRt . SR .



.
| ————— e~

| 10.

. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 1 14 Tahun 2014
- tcntang Pedoman Pcmbangunan Desa (Bcnta Negara-'
' Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); |
'Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 20 18
o tcntang Pengelolaan Keuangan Desa - (Benta Negarai},"

v Repubhk Indone31a Tahun 2018 Nomor 611); o
v Peraturan Kepala Lembaga Kebljakan Pengadaan o :
o 'Bara.ng/Jasa Pemermtah Nomor 13 Tahun 2013 tentang' oo

pedoman 'I‘ata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di 1 Desd o |
o (Bcnta Negara Repubhk Indonesia Tahun 2013 Nomor
L1367 sebagaxma.na teIah diubah dengan Peraturan -

- "v’Kepala Lembaga Kebx_]akan Pengadaan Barang/Jasa

,,-»Pemenntah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan o

o f._atas Peramran Kepala Lembaga Kebljakan Pengadaanf : -
| Barang/Jasa Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman -;j_.,'"’

B Tata Cara_ Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Bentai o

o ‘;,""',}v-'Negara Repubhk Indones1a Tahun 2015 Nomor 1506); -
1L

12,

;Peraturan Daerah Kabupaten ‘Karanganyar Nomor 25
- Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa
by (Benta Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006'  -
 Nomor 25); - _ = ' 3

}' Peraturan Bupatl Karanganyar Nomor 65 Tahun 2018

’ :tentang Dai'tar Kewcnangan Desa Berdasarkan Hak asal

o ‘usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di

| 1 Kabupaten Karanganyar (Berita Dacrah Kabupatcn )

o Karangenyar Tahun 2018 Nomor 65),

”I MEMUTUSKAN I

_ Menetapkan ;- PERA'I‘URAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN 5

| KEUANGAN DESA
| BABI::‘v
KETENTUAN UMUM
| - :' Baglan Kesatu |
‘ Pengertlan
o . R Pasall
o Dalam Peratm‘an Bupatt 1n1 yang dlmaksud dengan:' o

, .‘ 1. Daerah adalah habupaten Karanoanyar o
o 2. Pemermtah Daerah adalah . Pcmenntah Kabupaten
o Karanganyar o



Bupat1 adalah Bupat1 Karanganyar LR | -
i Sekretans Daerah adalah Sekretans Daerah Kabupaten
:V',-'Karanganyar . .,’ A o S

Camat adalah Camat d1 Kabupaten Karanganyar o :
. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mermhkl ‘ .
batab w1layah yang berwenang untuk mengatur dan ;
meﬁgurus urusan pemermtahan, kepentmgan masyarakat o
‘_setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak '» asal .‘ : o
‘_vvusul sdan/atau hak tradlslonal yang d1aku1 dan dlhormatl"; .
dalam 31stcm pcmenntahan Negara Kesatuan Repubhk o
".’5Indone31a - e T |
',Kepala Desa adalah pejabat Pemerlntah Desa yang';l?:
}: 'mempunyax wewewenang, tugas dan kewaglban untuk, s
.‘menyelenggarakan v rumah tangga Desanya dan  .
"’melaksanakan tugas dan Pemenntah dan Pemermtah .> e
;‘:J.:‘Daerah S . e
.:”'-::Pcrdngkdt Desa adalah unbur btdl ydmD mt,mbcmtu chala
 Desa dalam penyusunan kebljakan dan koordxnas1 yang o
dlwadahl dalam Sekretanat Desa, dan unsur pendukung
f‘vf‘“tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebgakan ‘yang "
}:dlwadahl dalam bentuk pelaksana tekms dan unsur?f-_} -
ﬂ.;“?vkewﬂayahan e __ Lo | :
TPemermtahan DeSé _ adalah penyelenggaraan ’ urusan
» 3 pemermtahan dan kepentlngan masyarakat setempét dalam i -
. sistem pemenntahan Negara Kesatuan Repubhk Indonesia. =

vllb(b)‘;»':‘Pemenntah Desa adalah Kepala Desa dlbantu perangkatb

. Desa scbaga1 unsur penyelenggara Pemermtahan Desa

o ;"'-f‘dan barang Yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan S

e Dduaﬂ Permusyawaratan Desa yang selanjutnya d1smgkat -
BPD adalah lembaga yang ' melaksanakan fungsL;.‘.'f -
» f;""pemenntahan yang anggotanya merupakan wak11 dari - =
j‘fpenduduk ch'l bcrdn%nrkan kctcrwnkllan Wﬂayah dan»g
. -f[‘ibdlteta‘pkan secara demokratxs o B L
: »1‘2‘.?;‘-: Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajlban Desa yang” o f
L f!dapat d1n11a1 dengan uang serta segala sesuatu berupa uang"_f‘:f -
o kewajlban Desa.

N 13. .:Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan keglatan?f-'

R yang tixehputl perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,

o pelaporan, dan pertanggun.awaban keuangan Desa »



»
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- 14.

Rencana Kerja Pemerintah Desa selan_]utnya disebut RKP

 Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan
- ‘Jangka Menengah Desa untuk Jangka waktu 1 (satu) tahun.

15.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selan_]utnya disebut

':"APB Desa, ‘adalah rencana keuangan tahunan pemenntahan

16.

17

. 180

Desa

_ Rekenxng Kas Desa adalah rekemng tempat menylmpan uang

Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerxmaan

: ‘Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran'
' Desa ‘dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.

Penenmaan Desa adalah uang yang masuk ke Rekemng Kas -
Desa.} ' ' '

Penge‘uaran Desa adalah uang g keluar dari Rekenmg |
" Kas Desa
19.
. tahun anggaran yang menjach hak Desa dan udak perlu

Pendapatan adalah semua penenmaan Desa dalam 1 (satu)

- :dlkembahkan oleh Desa.

- 20.
- kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak

21,
~ dibayar kembali dan/ atau pcngeluaran yang akan diterima
- kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan

22.

Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan

akan dltenma kembali oleh Desa. )
Pemblayaan Desa adalah semua pencrlmaan yang perlu

maupun pada tahun anggaran berlkutnya v
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Kcuangan Desa yang

- selanjutnya d1$1ngkat PKPKD, adalah Kepala Desa yang

24.

| - 26.

" karena ~ jabatannya mempunyai kewenangan
: : ' menyelenggarakan kescluruhan pengelolaan keuangan Desa. ,
23
' dlsxngkat PPKD, adalah Pcrangkat Desa yang melaksanakan
"pengelolaa.n keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selan_]utnya

Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD. o
Sekretans Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan
sebaga1 unsur punpman sekrctanat Desa yang menjalankan

'tugas sebaga1 koordinator PPKD
25.
Perangkat Desa yang berkedudukan scbagm unsur sts.f

Kepala Urusan, yang selanjutnya dxsebut Kaur, adalah

sekretanat Desa yang menjalankan tugas PPKD.

_' Kepala Seksx, yang selanjutnya disebut Ka81, adalah
 Perangkat Desa ‘yang berkedudukan sebagai pelaksana
' teknis yang menjalankan tugas PPKD.



. B -
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‘,Badan Usaha M111k Dcsa,}selanjutnya dlsebut BUM Desa, o

"{_adalah badan usaha yang seluruh atau sebaglan besar

B ‘;;‘.’_.f‘“,f,}'.‘_modalnya d1m111k1 oleh Desa melalul penyertaan secara
| "'f:',_-,_,._langsung yang berasal dan kekayaan Desa yang d;plsahkan

'guna mengelola aset, Jasa pelayanan dan usaha Iamnya,

untuk scbesar-besarnya keselahteraan masyarakat Desa

Danaz Cadangan - adalah ‘dana _yang  disisihkan guna

‘::"mendanal keglatan yang memerlukan dana relatlf besar yang'

. N pendapatan Desa dengan belanja Desa

,: SILPA adalah , sehslh leblh reahsasx penenmaan dani:‘i?‘j;‘»i}; f';v.

L "_f‘tldak dapat dlpenuhx dalam satu tahun anggaran

29 Surplus Anggaran ‘ Desa adalah 'SellSIh leblh antara fv}:.v

pendapatan Desa dengan belanJa Desa

,Deﬁsxt Anggaran Desa adalah sellslh kurang antara‘.-‘;._

: ‘Slsa Leblh Perhltungan Anggaran yang selanjutnya dlSCbL\ti o ‘

o Vpengeluaran anggaran selama satu perlode anggaran

B DPA adalah dokumen yang memuat rmcnan setlap keglatan L

Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya dlslngkat o

"’anggaran yang dlsed1akan, dan rencana penarlkan dana”__:.” _}
. _Kuntuk keglatan yang akan dllaksanakan berdasarkanl‘i-»"‘;

»keglatan yang telah dltetapkan dalam APB Desa

_selanjutnya d1smgkat DPPA adalah dokumen yang memuat‘.;_ Cr

; Dokumcn Pelaksanaan Perubahan Anggaran f; yang

perubahan rmc1an keglatan anggaran yang chsedxakan dan SV
rencana penankan dana untuk keglatan yang - akan o
,v .,ft:f_”dllaksanakan berdasarkan keglatan yang telah dxtetapkan:j_‘i':tf .
R {i'dalam | Perubahan APB Desa | dan/atau | Perubahan}.;

-_['Penjabaran APB Desa..

o 34
- :»J,;dxsmgkat DPAL adalah dokumen yang memuat keg1ata.n
- anggaran dan rencana penankan dana untuk keglatanf :
:vv‘lanjutan Yang anggaraanYa bcrasa] dan SxLPA tahun
A 'anggaran sebelumnya R |

:-Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya : -

Pengadaan barang/ Jasa Desa yang selanjutnya dlSCbut’f‘:‘
’.jdengan pengadaan barang/ jasa adalah keglatan untuk‘; o
‘,memperoleh Barang/Jasa oIeh Pemcrmtah Desa, balk

dilakukan melalm swakelola ) dan/ atau -,f penyedla : . o
'"'f}'ff:barang/Jasa L T e ,



ibRencana Anggaran Kas Desa Yang selanjumya dlsebut RAK'~

‘Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan

ams kas keluar yang dlgunakan mengatur penankan dana

dar1 rekenlng kas untuk mendanal pengeluaran~pengeluaran' .
f berdasarkan DPA yang telah dxsahkan oleh Kepala Desa. |

.:vSurat Pern:untaan Pembayaran yang selanjutnya dlsmgkat:' S
' SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendana1 keglatanf_:'f»;.j‘
co pengadaan barang dan Jasa ' . :

. 38 Aparat Pengawas Internal Pemenntah yang SelanjumYa:ff"""“

L 'dxsmgkat APIP adalah InSpektorat Inspektorat Daerah

Baglan Kedua ,}
Asas Pengelolaan Keuangan Desa S

- Pasa12

: Keuangan Desa dxkelola berdasarkan asas transparan o
]-akuntabel partls1pat1f serta dllakukan dengan tertlb dan' a
L “"‘dlslplm anggaran | L ', T T v‘ ,> o
'(2]' APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desafﬁf S
: ,dajam rnasa 1 (satu) tahun anggaran mu1a1 tanggal 1"-;

' Januarl sampa1 dengan tanggal 31 Descmber

. BaBn T
MAKSUD TUJUAN DAN RUANG LINGKUP B

40‘:

Pasal 3

. ) Maksud pengaturan Pengelolaan Keuangan Desa dalam' S
o :,v‘.’v:'v-'Peramran Bupatt ini untuk membenkan kepastlan hukum_ff o
}fdalam Pengelolaan Keuangan Desa v el
(2) :_,"'.'I‘uJuan pengaturan Pengelolaan Keuangan Desa dalam :“

o ;Peratl.lran Bupatl ini- untuk memberxkan pedoman dalam

' '-:,"Pengclolaan Keuangan Desa

Pasal 4

Ruang hngkup Pengelolaan Keuangan Desa dalam Peraturan»,
_'_Bupdtl 1m tt,rdxrldan S T s S
kekuasaan pengelolaan keuangan Desa ST
S .b.‘:"v::APBDesa, - o

4

pengelolaan dan

d. pembmaan dan pengawasan o




(1)

L vf‘menguasakan sebaglan kekuasaannya kepada Perangkat
’"_Desa selaku PPKD B

o ”:7‘ .f‘(4j_':::‘Pehmpahan scbaglan kekuasaan PKPKD kepada PPKD

",~v':,f"f'fDesa sebagalmana dlmaksud pada ayat (2), Kepala Desa

KEKUASAAN PEN(:ELOLAAN KEUAN(JAN DEbA

Baglan Kesatu

| Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa - o

AT PasalS R oL
Kepala Desa adalah PKPKD dan mewaklh Pemenntah Desa T

. f:dalam kepemlllkan kekayaan mlhk Desa yang dlplsahkan
‘fKepala Desa selaku PKPKD sebagalmana dlmaksud pada .Ef:";.;.
‘ _”]_ﬂ;"_ayat(l), mempunya1 kewenangan : R j _ 
e a. merletapkan kebgakan tentang pelaksanaan APB Desa, o ’
el b. ,_ menetapkan kebgakan tentang pengelolaan Barang M1hk ,
c. m elakukan tlndakan yang mengakxbatkan pengeluaran"
1 atas beban APB Desa v S o
menetapkan PPKD

.v'i_’; 'menyetuju1 DPA DPPA dan DPAL

d
‘ '}..f mc“)’“UJUI R/\K Dcsu dan
g

menyetu_]ul SPP

Dalam mclaksanakan kekuasaan Pengelolaan keuangan

[ ’dltetapkan dengan keputusan Kepala Desa -

SR v'»_.;:a bertugas scbaga1 koordmator PPKD

L @) »v.’:‘}Sekretans Desa sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)’

L Baglan Kedua T
L Pelaksana Pengelolaan Kcuangan Desa o

Pasal 6

" :jYPPKD scbagalmana dlmaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdm atas :f'

Sekretans Desa

.“‘f‘{._.Kaur dan Kasx, dan

S Kaur kcuangan R

Pasal 7

. mempunyal tugas -

a mengoordmamkan | penyusunan dan pelaksanaan -

kcbljakan APB Desa TR

_Sekretarls Desa sebagalrnana dlmaksud dalam Pasal 6 huruf



RIS bertugas sebaga1 pelaksana keglatan anggaran _
A 2) Kaur sebaga.tmana dlmaksud pada ayat (1) terdln atas
Ca. ' Kaur. tata usaha dan umum, » :

7v..ﬂ:»‘,"'lij)“.'-tf,}mengoordmas1kan penyusunan rancangan APB Desa danﬂ e

-»-;'-:x‘rancangan perubahan APB Desa

) *’c._'},m(.ngooxdlnualkun pcnyu'e.unun 1.mumg.,un puulmun'

" ‘Desa tentang APB. ‘Desa, - perubahan APB Desa, dan |

T d B mengoordmasﬂ{an penyusunan rancangan peraturan' o

‘A:*';"'pertanggung]awaban pelaksanaan APB Desa S

R "kepala Desa tentang PenJabaran APB Desa dan " i

""”:.fPerubahan Pen_]abaran APB Desa , S T
e. fimengoordmasxkan tugas perangkat Desa lam yang"‘

I 'i_l;{menjalankan tugas PPKD dan

' "",;._",i:vl:i"}.‘v.‘;_,’mengoordlnamkan penyusunan laporan keuangan Desa:"?;'r{‘ o
: "»,:‘."-fdalam rangka pertanggung]awaban pelaksanaan APB"

e 'f Desa

Selam tugas sebaga:mana dlmaksud pada ayat (2),

Sekretans Desa mempunyai tugas

e “a. . melakukan venﬁka81 terhadap DPA DPPA dan DPAL

b "melakukan venﬁkam terhadap RAK Desa, dan

- Cmelakukan venﬁka31 terhadap buktl penenmaan dan F'ff T":‘

'v,v,_f‘.}‘pengc]uaran APB Desa L

:"a}. - melakukan tmdakan yang mcngakxbatkan pcngeluaran:‘ .

Pasal 8

‘Kaur dan Ka31 sebagannana dlmaksud dalam Pasal 6 huruf b ; o

'.-?;b Kaur perencanaan SRR o
Ka31 scbaga1mana dlmaksud pada ayat (1) terdm atas
”"-‘a Kas1 pemenntahan I

b Ka31 kese_]ahteraan, dan R

Kasx pelayanan

f ‘_-}Kaur dan Ka31 sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)*.,,;-:‘:1:7:‘
'v';"-mempunyax tugas T e T

o atas beban anggaran belanja sesual bldang tugasnya,

o b -'_":_melaksanakan anggaran kcglatan sesua1 b1dang'»f‘:f':"

JR tugasnya,

o c mengendahkan keglatan sesual bldang tugasnya, Ly

S . ‘"menyusun DPA DPPA dan DPAL sesuai bldang’

'{ e :‘.vfmenandatahgam pezjanjlan kelja sama dengan penyedla‘
e atas pengadaan barang/gasa untuk keglatan yang berada

S @ ‘dajam bidang fugasnya; dan



.
—————— e =

f. tnenyusun lapOran pélaksénvazin kegiatavn’ sesuai bidang
tugmny’n untuk pvrtang;,un;,;uw.lhm pdnlwlmmn APB
Desa ‘

Pembaglan tugas Kaur dan Kasi pelaksana keglatan

3 anggaran sebagmmana dxmaksud pada ayat (4) dilakukan
berdasarkan bxdang tugas masmg-masmg dan dltetapkan
~ dalam RKP Desa | | -

(1)
" dimaksud dalam Pasal 8 ayat 4) dapat dlbantu oleh tim.yang
melaksanakan keglatan pengadaan barang/jasa yang karenai A
' sxfat dan j )emsnya tidak dapat dilakukan sendiri
@)
BN perangkat Desa, Iembaga kemasyarakatan Desa dan/ atau
: masyarakat yang terdiri atas | '

,,l

e
Cor
3

Pasal 9" ,
Kaur dan Ka31 dalam melaksanakan tugas sebagalmana '

;Tlm sebagalmana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur

a. ketua,
’b'. sekretans, dan

e

c.. ‘anggota.
(3)
— *pelaksana kewilayahan.
“4)

,Perangkat Desa sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) yaltu

Pembentukan tim sebagaxmana dlmaksud pada ayat (1)}
dlusulkan pada saat penyusunan RKP Desa

“Tin1 sebaga,lmana dimaksud pada ayat (4) dltetapkan melalul

keputusan Kepala Desa. _ .
Dalam hal tugas penandatanganan pexjanpan kerja sama
dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk} )

keglatan yang berada dalam- bidang tugasnya sebagalmana

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf e dllakukan oleh

A »Kaur dan del sesuai dcngan bidang tuga::nya ,

(1)
D o me]akqﬁnakan fungsi kebendaharann,
(2)

B T
=4

: Pasal 10 .
Kaur keuangan sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 6 huruf

Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),~

: mernpunya1 tugas

a. menyusun RAK Desa dan , ,
b ‘melakukan penatausahaan yang meliputi menerima .
- mcnylmpan menyetorkan/membayar, menatausahakan
dan mempertanggun’awabkan penenmaan pendapatan
Deésa dan pengcluaran dalam rang,kd pc]uksanaan APB
Desa ’



.
—————

@)

(1)

Kaur Keuangan dalam melaksanakan fung51 kebendaharaan
mermhkl Nomor Pokok Wa_ub Pajak Pemermtah Desa -

. . BABIV . -
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

- © Pasalll -
APB Desa terdiri dari:
a. Qpndapatan Désa;
b. Beianja Desa; dan

- c. pcmblayaan Desa,

(2)

(3)

@

Pendapatan Desa, ‘belanja Desa, dan pembiayaan Desa diberi kode

Pendapatan Desa sebagaimana dxmaksud pada ayat (1) huruf

a dxldasxﬁkas:kan menurut kelompok, Jems dan obJek.

pendapatan

Bel.mja Desa sebagau'nana dJmaksud pada ayat (1) huruf b
diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis
belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja. |

Pembiayaan sebagaxmana dimaksud pada ayat (i) huruf c
diklasifikasikan ~menurut kelompok, jenis dan objek

pembiayaan.”

. Pasal 12

rekening.

(1)

@

(1)

Bagian Kesatu |
Pendapatan Desa

Pasal 13

Pendapatan Desa sebagalma.na dimaksud dalam Pasal ll |

ayat (1) huruf a, ya:tu semua pencnmaan Desa dalam 1 (satu)

tahun anggaran yang menjadl hak Desa dan tidak perhi

dlkembahkan oleh Desa.

Pendapatan Desa sebagalmana dlmaksud pada ayat (1},-

terdiri’ atas kelompok v
a. penaapatan asli Desa, :
b transfer, dan

c. : pendapatan lain.

Pasal 14 | v
Kelompok pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud

'dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, terdm atas jenis:

a. hasil usaha,
b. has;l aset,




@

(3

@)

(5)

e ‘swadaya,'partisipasi‘ dan gotong royang; dan

- d. pcndapatan asli Desa lain. . .
Hasil usaha Desa sebagaunana dlmaksud pada ayat (1) hurull

' a, antara lain bag1 hasil BUM Desa.
‘Hasil aset sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf b, .

antara lam, tanah kas Desa, tanah bengkok, tambatan'
perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, Jarmgan :

- irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan

berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal bcrskala»
Desa. .
Swadaya, pa'.rtisipasi‘ ‘dan gotong royong sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah penerimaan yang
berasal dari sumbangan masyarakat Desa.

Pendapatan asli Desa lain sebagannana dlmaksud pada ayat

- (1) huruf d antara lain hasil pungutan Desa.

(1)

- :  Pasal 15 o -
Kelompok transfer sebagaimana. dxmaksud dalam Pasal 13
ayat ) huruf b, terdiri atas Jems - .

. a. danaDesa; . »
- b. bagian dari hasxl pajak daerah dan retnbum daerah

c. 'alokasi dana desa;

S d. 'bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan

(2)

' Bclanja Daerah Provinsi; dan

e . ‘bantuan kcuangan dari - Anggaran Pendapatan dan

Belarja Daerah Kabupaten. »
Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja.

Daerah Provinsi dan Daerah sebagaxmana dlmaksud pada

ayat (1) huruf d dan huruf e dapat bersifat umum dan

- khusua

@

Bantuan keuangan bersifat khusus sebagalmana dnnaksud
pada ayat (2) dikelola dalam APB Desa tetapi tidak dlterapkan

‘dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh,

puluh per saatus) dan palmg banyak 30% (tiga puluh ,)er'
seratus) '

Pasal 16

Kelompok pendapatan 1&1}1 sebagaimana dlmaksud dalam Pasal

13 ayat (2) huruf c, terdiri atas:

a.
b

penerimaan dari hasil kerja sama Desa ,
penemnaan darx bantuan perusahaan yang berlokasi dx Desa;




. RS E—
‘ .

(1)

. nenerlmaan darx hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
._korek31 kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang
‘ mengalubatkan penenmaan di kas Desa pada tahun

anggaran bex:la]an,

jbunga bank; dan

pendapatan lam Desa yang sah

Bagian Kedua
) Belanja o

. Pasal 17 .
Belanja Desa sebagalmana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) -
huruf b, yaltu semua pengeluaran yang merupakan '
kewajlban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tldak

 akan dlperoleh pembayarannya kembah oleh Desa.

@

Bela;_jja ‘Desa scbagaunana dxmaksud ‘pada ayat (1)
R . ' : ' ) ) ~ .
dipergunakan ~ untuk ~ mendanai,  penyelenggaraan.

- kewenangan Desa.

w

o p o o

B
L ‘Pasal 18 .
Kla31ﬁka31 bclanja Desa terdiri atas bidang:
a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
pelaksanaan pembangunan Desa;
. péfnbinaan kemasyarakatan Desa,
. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
'Avfpenanggulangan bcncana, keadaan darurat dan
mendesak Desa. - . |
Klasifikasi belanja sebagalmana dxmaksud pada ayat (1)
huruf a, sampai dengan huruf d dibagi dalam sub bidang

- dan kegiatan sesuai dcngan kebutuhan Desa yang telah

C

: dltuangkan dalam RKP Desa.

Klasxfikasx belanJa sebagaimana dxrnaksud ‘pada- ayat (1) o
huruf ‘€ dlbagl dalam sub bldang sesuai dengan kebutuhan
Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan

- mendesak ya}fig tetj'adi di Desa. -

.. Pasall9

Ao

K1a31ﬁka31 belanja scbagalmana dlmaksud dalam Pasal 18"” .

~ ayat (l) huruf a dibagi dalam sub bidang: - I )

- a. penyelenggaraan belanja penghasﬂan tetap, tun_]angan

- dan opcrasmnal pemenntahan Desa;

- b, saranadan prasarana pemerintahan Desa;

tf
w4,
-



(2)

(3)

4)

58
o ayat (1) huruf e dxbagl dalam sub bidang;:

.
—r——— e -

s'qdrﬂsv-fa-op‘"?

c. ,_adminiStrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik,

dan kears:pan,

d. tata praja pemenntahan, perencanaan, keuangan, dan v
~ pelaporan; dan ’ S

e pertanahan.

Klasifikasi belanja sebagaumana dxmak sud dalam Pasal 18

: ayat (1) huruf b dibagi dalam sub bidang;

- pendidikan;
kcschatan, :
: :pekeljaan umum dan penataan ruang,
kawasan permuk:man, o
kehutanan dan lingkungan hxdup,
: perhubungan, komunikasi dan mformatika; |
energi dan sumber daya mineral; dan
panmsata |
Klasﬁ'ikam belanja sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 13

~ayat (1) huruf ¢ dibagi dalam sub bidang;: .
a. ketentraman, ketertiban, dan pelmdungan masyarakat

b. kebudayaan dan keagamaan,

C. kepﬂmudaan dan olah raga; dan

d. - kelembagaan masyarakat.

Klasxﬁkam belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
ayat (1) huruf d dibagi dalam sub bidang:

a. kelautan dan perikanan; i

b. . ‘pe"taman dan peternakan;

c pemngkatan kapasitas aparatur Desa

d. ‘pcmbcrdayaan perempuan, perhndungan ‘anak dan.

keluarga; ' '

e. koperas1, uéaha mikro kecil dan menengah

f. dukungan penanaman modal; dan

g. perdagangan dan permdustnan - ,

Klasifikasi belanja sebagmmana dimaksud dalam Pasal 18

a. penanggulangan bencana;
b. keadaan darurat; dan

C. keadaan mendesak

(1)

(2)

o . Pasal 20 _ S
Sub bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)
sampai dengan ayat (4) dibagi dalam daftar kegiatan. '
Daftar kegiatan = sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan  bahasa Indonesia dan dapat disesuaikan

' dcngan bahasa daerah dengan kode rekening yang sama.



. .
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- Kepala Desa dan perangkat Desa dengan kode rekening 91
- sampai dengan 92 yang anggarannya dialokasikan dari hasil

Pemenntah Daerah menambahkan keglatan penenmaan 1a1n |

7;‘pcngclolaan tanah bcngkok dan/ atau bantuan khusus pada

(4)

sub b1dang sebagannana dnnaksud dalam Pasal 19 ayat (1)

' huruf a.

Penambahan keglatan sebagaxrnana dxmaksud pada ayat {(3) L
txdak diterapkan dalam ketentuan penggunaan palmg
banyak 30% (tiga puluh per seratus) sebagaimana dlatur

. ’dalam ketentuan peraturan perundang—undangan

(5)

Rincian Sub Bxdang yang dibagi dalam Keglatdn tercantum

}dalam Lampiran yang merupakan bag1an t1dak tcrplsahkan S

dan Peraturan Bupan ini.

1

Pasal 21

'.Jems Belanja sebagaxmana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (11,

terdiri atas:

‘ a.

b
c.
d

&

-2

(3)

@)

&)

vbelanja pegawal, .

. belanja barang/Jasa

belanja modal, dan.

belanja tak te'rdugé. n |

‘ Pasal 22
Belanja pcgawal sebagalmana dimaksud dalam Pasal 21 '
huruf a, _dllanggarkan untuk pengeluaran pcnghasﬂan tetap,
tunjangan, penerimaan lain, dan pc‘mbayaran jaminan sosial

~ bagi kcpala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD.

belan_]a pegawai .sebagaimana dxmaksud pada ayat (i)

-dianggarkan dalam bldang penyelenggaraan pemermtahan
Desa. |
"Belanja pegawa1 sebagaxmana dimaksud pada ayat (1)

pelaksanaannya d1bayarkan setiap bulan.
Pembayaran Jamman sos1al sebagaimana dimaksud pada

‘ayat v (1) sesuai dengan - ketentuan  peraturan

perundangundang&n dan kemampua’n APB Desa.

A o Pasal 23 _
Belanja barang/ jasa sebagannana dlmaksud dalam Pasal 21

: huruf b dlgunakan untuk pengeluaran bagi pengadasn

‘barang/j Jasa yang nilai manfaatnya kurang dan 12 (dua
- belas) bulan. :



(2) Belanja barang/Jasa sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)_-‘:,

e 'dlgundkdn dn(.dl'd 1am unluk

Coa operasmnal pemermtah Desa, o

- iC’ d1gunakan untuk pengeluardn pengadaan barang yang‘_:--

@
R »dlmaksud pada ayat (2) huriaf ¢ yaltu bantuan uang untuk
i operasmnal lembaga Rukun Tetangga/ Rukun Warga untu,{'_
[ . membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemenntahanf o

L b pernehharaan sarana prasarana Desa E

. c. v;’Keglatan sosxahsam /rapat / pelatxhan / blmbmganivf N

o :.}tekms

d operasmnal BPD ‘ S o
€. ;}.msentxf Rukun Tetangga/ Rukun Warga dan .
pembenan bar ang ’, pada masyarakat/ kelompok o

B 'masyarakat

perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertlban,
o serta pemberdayaan masyarakat Desa ' '
| vv“:}:‘sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) huruf f dllakukanv‘ vi C
o f"'v;'untuk menunjang pelaksanaan keglatan Desa | ' .

vPembenan barang pada masyarakat/ kelompok masyarakat Ce

Pasal 24

! Belanja modal sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 21 huruf T

o nilai - manfaatnya lcblh dan 12 (dua belas) bulan dan: o

W

- huru? d merupakan belanja untuk keglatan pada sub bidang - o

L ":f‘v,‘__b'menambah aset. PRI | . e
(}2).”‘Pengadaan barang sebaga,lmana dlmaksud pada ayat - (1) 
dlgunakan untuk keglatan penyelenggaraan kewenanganv'f’ :}v

Desa S

Pasal 25

Belanja tak terduga sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 21

penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaanf-”:
mendcsak yang bcrskala lokal Desu. '
)

'-t:‘:bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak" L

Belanja untuk keglatan pada sub bldang penanggulangan_'

 ":,,:"-'f:'.,;sebagmmana dlmaksud pada aYat (1) pahng sed1k1t"_'v'}v;?_‘v*

o f}f;: memcnuhl knterla sebalga1 benkut

a. bukan mcrupakan keglatan normal dan akt1v1tas“'
pemenntah Desa dan tldak dapat dlpredxksxkan 3
scbelumnya, UL ‘»



.
. s e

-~
¥

S

b, tidak diharapkan terjadi b'erulénjg,- dan

- -(3),-'

keglatan - pada sub bxdang penanggulangan bencana

)

L ('1)
()
(3)

L@

e

- (6)

" berada di luar kendali pemenntah Desa.

sebagaxmana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya

"tanggap darurat aklbat texjadmya bcncana alam dan
- oencana sosial. | |

chlatan pada sub. bldang keadaan damrat sebagaimana

:dxrnaksud pada ayat (1) merupakan upaya penanggulangan
E kcudaan darurat “karcna adanya - ker mnkun dan/atau |

terancamnya penyelesaxan pembangunan sarana dan

- prasarana akibat kena.lkan harga yang menyebabkan
’ terganggunya pelayanan dasar masyarakat

©

Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan

~ upaya pemenuhan kcbutuhan primer dan pelayanan dasar_
»masyarakat mlskm yang mengalaml kcdaruratan

Pasal 26

'Knterla bencana alam adalah bencana yang dxakxbatkan oleh

pensuwa atau serangkalan penstlwa yang disebabkan oleh

~alam. . .
, Bentuk bencana alam scbagaunana dxmaksud pada ayat_

satu (l) antara lain: berupa gempa bumi, tsunami, gunung
meletus, banjlr, kekermgan, angin topan, dan tanah longsor '
Knterxa bencana sosml adalah bencana yang d1ak1batkan
oleh pé'xstma atau scrangkalan penstlwa yang dlaktbatkan
oleh manusia. n

}Bencana sosial mehpuu konfhk sosml antar kelompok atdu '
'antar komunitas masyarakat dan teror. ‘

Kntena kegiatan yang dapat d1b1aya1 untuk penanggulangan
bencana : alam dan bencana sosial sebagmmana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (3) adalah kegiatan yang merupakan

’ upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan
" bencana sosial yang ditetapkan oleh Bupati.

Kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kCJadla'l

- bencana untuk menangam dampak buruk yang dmmbulkan, |

mchputl

a. kegiatan penyelamatan dan cvakuas1 korban dan harta

benda, -

}‘b,‘,-vpemenuhan kéﬁutuhan 'dasar,’ perlinduhgan dan ,

, pcngumsan pengungsi; dan :
c. penyclamatan}serta pcmuhhan prasarana dan sarana.. '



Pasal 27 EE

| (1) Knterxa kcadaan darurat antara lam :»‘;_ ._ i | -

Ca adanya xcerusakan dan/ atau terancamnya penyeles,,uan

pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan }>

N 'harga aklbat lmnnya yang menyebabkan‘ ﬁ’
f, ,terganggunya pelayanan dasar masyarakat dan FENTE t,
b kenaxkan harga yang mengakxbatkan t1dak dapat‘ R

sl dﬂakUkan Pembahan/Penyesualan anggaran untuk' -

cL menyelesmkan kegxatan yang ada IR .

(2

Kntena sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk :
»-masyarakat - adalah sarana dan ' prasarana - yang |

dlperuntukkan bag1 :
o a pendldlkan, o
kesehatan o
peker_]aan umum dan penataan ruang, : ,
perumahan rakyat dan kawasan permuklman, B SR
}ketentraman ketertlban umum dan perhndungan |

masyarakat dan sosial

R yang memerlukan penanganan segera
@)

‘Kondxsl keadaan keadaan darurat sebaga:lmana dlmaksud‘» ,
f pada ayat 1) dlscpakatl bersama dalam Musyawarah Deszi'i' e

' serta dltetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yangy

o

; '_ 'dxlaporkan kepada BupatJ melalul Camat

. . Pasal 23 SRR LTI A
Kntena keadaan mendesak adalah keadaan yang rnemaksa <
untuk segera dllakukan dxpenuh: dan dxselesalkannya

- ‘upaya pemcnuhan kebutuhan pnmer dan pelayanan dasar

- masyarakat mxskm yang mengalamx kedaruratan bcrupu o

@

kebutuhan pangan, sandang, perumahan kesehatan, D

o pendldxkan, peker_laan, dan/atau pelayanan sosial. B
.‘Kntena masyarakat mlskm yang meng,alarm kedaruratan
"~ adalah Warga Desa yang sama . sekah tidak mempunya1 .
- ;‘sumber mata pencahanan dan/ atau mempunya1 sumber o
mata pcncahanan tctapl tldak mcmpunyax kemarnpuan o
o memenuh1 kebutuhan dasar yang layak bag1 keh1dupan
d1r1nya dan/atau keluarganya [ A A
: Kondlsx keadaan mendesak sebagalmana dlmaksud pada’
o ayat ( 1] dan masyarakat mlskln yang mengalamx'
‘ g - :_‘: kedaruratan sebagalmana dnnaksud pada ayat (2) disepakati

B ber.aama dalam Musyawarah Desa serta dltctapka.n dengan



"'.,»}Keputusan Kepala Desa yang dllaporkan kepada Bupau '

: | (1)

. | keada'm mendesak yang bcrskala lokal Desa sebaga;mana,
- 'dlmakoud ‘dalam Pasal 25 ayat (1) adalah dengan L
o menggunakan Jems belanja tak terduga.

@

R penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan

- 'melalul Camat

. S Pasal 29 _ o
Tata cara penggunaan anggaran untuk keglatan pada sub: |

b1dang penanggulanga_n bencana keadaan darurat, dan‘ o

Belanja tak terduga untuk keglatan pada sub bldan .

‘mendesak yang berskala Ioka.l Desa sebagalmana dlmaksud T

: pada ayat (1) dapat dlanggarkan mela1u1 APB Desa dan/atau’ o

- B APB Desa Perubahan o . . . |
(3) : Dalam hal Belan_]a tak terduga sebagalmana dunaksud pada o
o ayat (2] dlanggarkan dalam APB Desa dan/ atau APB Desa .

o Perubahan maka uraian rencana anggaran blayanya dxbuat o

| .*:(4)-“

©

secara global tanpa dmnm S
Sumber pendanaan belan_]a tak terduga dapat dlambllkan' '

dari sumber pendapata.n yang dxanggarkan dalam APB DCSc\ /

APB Desa Perubahan v ,, _ |
Proses penca1ran anggaran sub bldang penanggulangan
bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak yang

., " .berskala lokal Df:sa dllakukan dengan tahapan sebagaiz. }’
benkut [ L . :

a Penetapan bencana alam dan bencana sos1a1 kond1st L

keadaan darurat kond131 keadaan mendesak dan -
masyara.kat rmskm . yang mengalam1 kedalfurat_an o
k ditetapkan dengan R |

’”-*1) bencana alam . dan bencana sosxal dxtetapkan Bupatl _ .

o atau,:*“f“

2 kOIldlSl keadaan darurat dxsepakau bersama antarq_
-,_’I&epala Desa dan BPD dalam Musyawarah Desa serta S

dltetapkan dengan chutusan Kepala Dcsa yang =

e d;lapor kan kepaaa Bupatx mclalul Camat atau; ‘
. 3) : kondls1 keadaan mendesak dan masyarakat mlskm’ :

'  :}yang mengalarm kedaxuratan dlsepakatl ‘bersama |

. N antara Kepala Desa dan BPD dalam Musyawarah Desa B
";_,;1-'.}serta dxtetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang,' .

R dﬂaporkan kepada Bupatl melalm Camat



b Pelaksana kegiatan 'anggéran'yang Sestiai dengan'bidaﬁg

tu;,asnya mengajukan rencana kcbutuhan belanja kepada
Kepala Desa sebagai PKPKD |

o c. Kepala Desa memenntahkan kepada Kaur Keuangan

©

'selaku Bendahara Desa ‘untuk memproses pencalran
anggaran sub bldang penanggulangan bencana keadaan A
darurat dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa -
sesuai rencana kebutuhan belanja. | |
d. Pelaksana- K(‘;,mum anggaran me Iukannukrm kcglatan
bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan :
keadaan ‘mendesak yang berskala lokal Desa sesuzu f
rencana kebutuhan belanja. '

Rcahsam Belanja Tak ’I‘crduga sebagaimana dlmaksud pada
Cayat  (2) dan ayat (3) dllaporkan sesuai denganv

o kuxtansx / pengeluaran / belanja yang dilakukan. -

(1)

’ Bagian Ketiga
Pc_inbiayaan_

PasalSO

: Pemblayaan Desa sebagaimana dxmaksud dalam Pasal 11 “
_ayat (1) huruf ¢ rnerupakan semua penerimaan yang perlu,v :

dlbayar kembah dan/atau pengeluaran yang akan diterima

W

(2)

" sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan

kembah baik. pada tahun -anggaran yang: bersangkutan

maupun pada tahun anggaran benkutnya 4
Pemblayaan ‘Desa - sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

‘ terdln atas kelompok v ,
a. ~penerimaan pemb1ayaan, dan
'b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 31

- Penerimaan pemblayaan sebaga.lmana dlmaksud dalam’ '

_ Pasal 30 ayat 2) huruf a, mehpuu

Ca SiLPA tahun sebelumnya;

| b pencalran dana cadangan dan » .
c. hasﬂ “penjualan kekayaan Desa yang dlplsahkan kecuah

tanah dan bangunan. :
SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pahng B

| ”-térhadap_::belanja, penghematan belanja, dan sisa dana

_kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.



(3) Pencmran da.na cadangan sebagalmana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dxgunakan untuk menganggarkan kebutuhan
" dana cadangan yang selanjutnya dxcatatkan dalam :
| penerimaan p\.mblayaan dalam APB Desa. ’ v
(4) - Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan '

o sebagaxmana dxmaksud pada ayat (1} huruf c dicatat dalam

pcnenmaan pemb1ayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang
- dlplsahkan

. Pasal 32
Pengeluaran pemblayaan sebagaxmana dimaksud dalam Pasal 30

‘ayat (2} huruf b, terdiri atas :

a. pembentukan dana cadangah; dan

b. pcnycrtaan modal.

Pasal 33 |
(1) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam
. Pasal 32 huruf a dilakukan untuk mendanaz kegiatan yan{,
penyedlaan dananya tidak dapat sekahgus dibebankan dalam
1 (satu} tahun anggaran ,
(2) Pembentukan dana cadangan sebagalmana dxmaksud pada
~ ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Desa.
(3) Peraturan Désa sebagannana dunaksud pada ayat (2} palmg
sedikit memuat:
a. penetapan tu_]uan pembentukan dana cadangan, :
b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana
‘ cadangan, .
" c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus
dianggarkan;
d. sumberdana cadangan, dan
-~ e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan :
4) Pembentukan - dana cadangan dapat bersumber  dari
’ peny1s1han atas penerimaan Desa, kecuali dari-penerimaan
 yang penggunaannya telah ditentukan secara khusuf
berdasarkan peraturan perundang-undangan. '

(S] Penganggaran dana cadangan tldak melebihi tahun akhlr

masa Jabatan kepala Desa.
i;

Pasal 34

(1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32

huruf b antara lain digunakan untuk menganggarkan
kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM
Desa untuk meningkatkan pcndapatan Desa atau pelayanan
kepada masyarakat. :



. .
it e

, »»(3)' :

Y

e

-

o

Penyertaan modal pada BUM Desa melalul proses anahmsvv’
kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang~undangan -
Modal BUMDesa secara . mayontas d1m1l1k1 - olch

' .,Desa - » o , o |
'Tata cara penyertaan modal BUM Desa akan dlatur dalam o ‘
'Peraturan Bupatl tersendm - S B

BABV

PENGELOLAAN
Bagxan Kesatu -
Umum :
S
B R Pasa135
o V'I'Pengelolaan keuangan Dcsa mehputl
| : *'perencanaan, o ’ ’
I pelaksanaan |
| 'i"vpenatausahaari,

: . pelaporan dan v
pertanggungawaban

Pasa136 o

\: Pengelolaan keuangan Desa sebagaxmana dxmaksud dalam -
e APasaI 35 dxlakukan dengan Basis Kas ’
@

. Basxs Kas sebagannana dlmaksud pada ayat (1) merupakan*f |

| pencatatan transaksi pada saat kas dltenma »ab,a‘,l S

Q)

o dlkeluarkan dari rekenmg kas Desa. -
@

' sxstem mformam yang dlkelola Kementenan Dalam Negen -

Pengelolaan keuangan Desa dllakukan dengan menggunakan

i
Baglan Kedua ’

Perencanaan

Pasal 37 o -

Pcrencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan "
perencanaan penenmaan dan pengeluaran pemerintahan

: 'Desa ‘pada- tahun anggaran berkenaan yang dlanggarkan'
'dalam APB Desa

Penycrtaan modal sebagmmana dxmaksud pada ayat (1) _'
o merupakan | kekayaan Desa yang dlpxsahkan yang |
. dlanggarkan dan pcngeluaran pembxayaan dalam APB Desa.
»Penyertaan modal sebagalmana dlrnaksud pada ayat (2),'
- --.v"dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan tldak dap'lt' o
@



W

| @

‘Rancangan APB Desa yang telah dlsusun merupakan bahan [

Pasal 38

'“Sekretans Desa menyampaﬂ{an Rancangan Pcraturan Desa
. tentang APB Desa kepada Kepala Desa SRR
'Rancangan Peraturan Desa tentang APB Dcsa sebagaxmana
R dimaksud pada ayat (1) dlsampalkan chala Desa kepadav : |
. BPD" untuk dzbahas dan d1sepakat1 bersama », ,»dal?lmf-v i
‘.,‘,""musyawarah BPD o Lo I e e Ty

I (3)

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagalmanae :
»dxmaksud pada ayat (2) dlsepakatl bersama pahng larnbat'{.’7‘";;,'::_,,‘v‘"'

o bulan Oktober tahun bex:;alan

| berkenaan dengan pengeluaran operasmnal penyelenggaraan‘,}‘f. L

o (1) ',Y'BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakailf‘?g-} '»i
~ rancangan Pcraturan Desa tcntang APB DCS& yang dla_]ukan:r:
'.,’,‘.‘KepalaDcsa R TR L ST
Pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa o
o sebagalmana dlmaksud pada aydt (1) dlselenggarakan oleh - : o
i ;“BPD dalam musyawarah BPD. o '

@

Dalam hal BPD tidak menyepakatl rancangan Peramran";v’
T _Desa tcntang APB Desa yang. dlS&Hlpalkan chala Desa,‘f"‘
. ."‘pemerlntah Desa hanya dapat melakukan kcglatan yang o

S pemcnntahan Desa dengan mcnggunakan pagu tahun;_f L

P .'.:f--}"sebelumnya o . o EERI

e dasar pelaksanaan keglatan scbaga:mdna dlmaksud pada;.v",';’
;_fl.’:f*ayat (4) e ’ B ' |

;Kepala Desa’ menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagm’:_.;" T‘,.,f -

Pasal 39

e t.ancangan Peraturan Desa dltenma oleh BPD

,:’,Pelaksanaan - pembahasan rancangan Per aturan Desa‘f

;,j'}}__-tentang APB Desa sebagalmana dlmaksud pada ‘ayat (1)

vv antara BPD dan Kepala Desa untuk pertama kali dxlakukan
S y..umb lama 30 (tlga puluh; _m.n s.v_lak pelaksanaan
o .musyawarah mtemal BPD i : :

*'.;J

Sekretans Desa mengoordmasﬂ{an penyusunan rancangan'};vj v?
:*APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan da'r}*"_:_ :
: : f-j‘fpedoman penyusunan APB Desa yang dlatur denganif . :
'f'.}Peraturan Bupati tersendiri. e o
)

o penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa R

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yangf,ﬂ.f:

e "dlusulkan Kt,pala Desa bcbag,dlmana dlmaksud padu ayat (1) :
= d1bahas terleblh dahulu dalam musyawarah mternal BPD‘
. -v.,.}fpalmg lambat 10 (sepuluh) ‘hari kerja terhxtung sejak



» .
A ey + =

T 'fj-.f(sy .
 Desa dilakukan pencatatan proses yang d1tuangkan dalar-x .
B Bcnta Acara musyawarah - . Sl

@

Setlap pembahasan rancangan Pcraturan Desa tentang APB

e

o () Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang
| APB D"sa antara BPD dan chala Desa udak mencapa1 kata o

f ”:sepakat musyawarah bersama tctap mengambll keputusan-‘{ -
‘ dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.’ o
~Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagalmaua,}‘ S
du'naksud pada ayat (1) dapat d1aJukan oleh Kepala Desa
:  ': kepada Bupatl mela1u1 Camat disertai catatan permasalahan‘ -
: yang tidak dxsepakatl paling lambat 7 (tu;uh) han sejak | .
: musyawarah pembahasan terakhir. - o
‘Camat. ‘melakukan pembmaan ‘untuk tjndaklanjut’ o
pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Desa j‘ .
o tentang APB Dcsa sebagalmana dlmakqud pada aynt 2 (dun),_'j -
- dan dltuangkan dalam Berita Acara. | L
@
- BPD ‘untuk <;.elrr_m.]utnya BPD memfa3111ta31 penyelenggaraan o
: | pembahasan ulang rancangan APBDesa dengan mengundan" o
- Camat : . S :

5

Kepala Desa Waij menyampa.lkan hasil pcmbmaan kepada S

‘.v‘Hasﬂ musyawarah desa sebagalrnana dunaksud pada ayat (4)
S d1tuangkan dalam Berlta Acara ‘
©
RS rancangan APBDesa dlproses sesuai ketentuan berlaku

'Apablla ‘ musyawarah desa mehéapai " sepakat ‘ maka

: Apablla musyawarah desa tidak mencapa1 kata sepakat makd o
A pembaha*;an dihentikan dan Kepala Desa melaksanakan S

APBDesa Tahun Anggaran sebelumnya untuk keg1atan yan!r“‘f“ )
bersxfdt rutm ERE . : R | S

(8) ,‘ Keputusan sebagaunana dlmaksud pada ayat (’7) dltuangkaxr N

’dalamBentaAcara R I

' sebagalmana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3), Kepala Desa
- menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengena, -

@

o Peraturan Kepala Desa sebagalmana dlmaksud pada ayat (1).

: Pasa.l41 ‘ o
Ata-‘ dabar kesepakatan bersama kepala Desa dan BPD .

‘penjabaranAPB Dcsa _ . - L
: Sekretans ‘Desa mengoordmamkan penyusunan Rancangan' S



. . . B
o —————

: (1) :

Pasal 42

o Camat alas nama Bupati melakukun cvaluasi I{zinéangétf-
. "_Peraturan Desa tentangAPB Desa o e s

Pasal 43

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagalmana:
S ’dlmaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dlsampaxkan chala Desa"}; .
o epada Bupatl melalui Camat palmg lambat 3 (tlga) han sejakf .

I jdlsepakau untuk dlevalua31 " : :
@

o -,panduan Evalua& Rancangan Peraturan Desa tentang APBV ; ‘

Camat dalam melakukan évaluam berpedoman dengan

S Desa.

CE
S 'sebagmmana dlmaksud pada ayat (1) d11engkap1 dengan S
o dokumen pahng sedlklt rnehputl ‘ . E

Penyampalan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

L a surat pengantar

b .rancangan peraturan kepala Desa mengenm pen_labarani_f,:. ‘1

d peraturan Desa mengenai kewena.ngan berdasarkan ha] B

o .

”APB Desa,

- peraturan Dcsa mcngenal RKP Desa, o

o asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa, -

| e | peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan o

R ]lka tersedla,

S peraturan DeSa mengenal penyertaan modal jikzi :

T dltuangkan ‘dalam ‘Keputusan Camat dan d1sampa1kan_]; o

tersedia; dan

o g 'benta acara hasﬂ musyawarah BPD

Pasal 44

L (1) ,""}Camat dapat mengundang kepala Desa dan/ atau aparat Des'{ -
o terkaxt dalam pelaksanaan evalua51 o oo .‘ﬁ . |
Hasxl ‘evaluasi sebagalmana dlmaksud pada ayat LSV

n : kepada chala Desa palmg lama 20 (dua puluh) han kerja )
L terhztung sejak d:tcnmanya rancangan dlmakSUd R v »
: Dalam hal Camat ‘tidak- membenkan has11 evalua31 dalam -
o ,batas waktu sebagaJmana dlmaksud pada ayat (2), rancangan R
' f'peraturan Desa dunaksud berlaku dengan sendmnya N o
| Dalam ha.l hasil evalua31 sebagannana dunaksud pada aya* R F
. ;   (2) telah sesual dcngan ketentuan peraturan pcrundang_,-;,
 undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP
- Desa, selanjutnya kepala Desa menstapkan menjadi
-:.;Peraturan Desa ) DU |



. .
—————

(5)
: ( ) tldak sesua1 dengan ketcntuan pcraturan pcrundang- ‘
. }undangan yan{r lebih. tmggl, kepentmgan urnum, dan RKP

Dalam hal hasxl evalua81 sebagaunana dlmaksud pada ayat’ -v

Desa, kepala Desa bersama BPD melakukan penyempumaan.,- -
: 'palmg Jama 20 (dua puluh) har1 ker_la terhltung se_;ak

o A

dltenmanya hasﬂ evaluasx I

S Pasal 45 : v
Apabxla has1l evalua31 sebagmmana dunaksud dalam Pasal 44

o ayat (5) tldak dltmdaklanjuu oleh Kepala Desa dan Kepala
- Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang
- APB Desa menjadx Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan

o Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa men;adx Peraturan o
o _Kepala Desa, maka Camat atas nama Bupatx mcmbatalka.n',

o peraturan dxmaksud dengan Keputusan Camat.

@

V'Kepala Desa memberhentlkan pelaksanaan Peraturan Desa; -
~dan Peratura.n Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja

setelah pembatalan sebagaxmana dlmaksud pada ayat (1) dan '

B selanjumya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan .

SR vaesa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud.
@
BRI Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap‘» o
o operasmnal penyelenggaraan pemenntahan Desa dengar o
B menggunakan ‘pagu  tahun sebelumnya N sampal

Dalam hal pembatalan sebagannana dlmaksud pada ayat (13{{-

o vpenyempumaan Rancangan Peraturan Desa tentang APE:;:':: ', : ,

o Desa dlsampaxkan dan mendapat persetu,;uan Camat

|
4

Pasal 46 s

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telahg -
L Y’d1eva1ua31 dltetapkan oleh kepala Desa menjach Peraturan e
| .DesatentangAPB Desa. ‘ .
2 Peramran Désa tentang APB Desa sebagaumana dlmaksua o |
o ’} ,‘pada ayat (1) dltetapkan pahng lambat tanggal 31 Dcsembez . |
o »-tahun anggaran sebelurnnya ' '

B tentang penyaoaran APB Desa sebaga1 peraturan pelaksana'
v © dari Peraturan Desa tentang APB Desa. o

{4)

" Desa dan Peramran Kepala Desa tentang pcnjabaran APB

?Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala DeSa S

chala Dcsa menyampa.lkan Peraturan Desa tentang API:‘ZI.?'

Desa kepada Bupatl palmg lama 7 (tuJuh) hari kerja setelah»

. dxtetapkan



B "'-v'kepada masyarakat rnelalul mecha lnformasz

e > (2) . Informa31 sebagalmana dxmaksud pada aYat (1) pa.hng sedlkltf o

- Pasal47 O - i
Kepala Desa menyampmkan xnforma31 mengenax APB Desa*’-‘ ’

o memuat

O re

a _TAPB DeQ.a’ . .‘f:f | e S Cn e

b, pelaksana keg1atan anggaran B dan t1m yang

i melaksanakan keglatan dan R S
o c. alamat pengaduan ’

Pemenntah Desa dapat melakukan pcrubahan APB Desav S

e ,_"apablla teljadl

f’j;"f:b,tlj-.}msa penghematan belan_;a dan sisa leblh perhltungan‘;',:;.v_f_

k Desa pada tahun anggaran bcr,]alan, N R

}Pembxayaan tahun beljalan yang aka_n dlgunakan dalam -

. tahunberkenaan; T
e 5, k eadaan yang menyebabkan harus dllakukan pergeseranvbvv
e a_ntar bxdang, antar sub b1dang, antar keglatan ddn |

N f,antarjemsbelan_]a,dan R

o . .' d ‘} keadaan yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya} .

* harus dlgunakan dalam tahun’ anggaran berjalan

I;Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kah'.:u
- g _dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuall dalam keadaan Iuax;;f'» : }’

o _,bldsa

Kntena keadaan luar blasa sebagalmana dlmaksud pada ayat}"' - -

| @etlan
o ar Ke_;adxan Iear blasa / waba.h/ bencana,

.
C e d——— e

R K

:»lb Tetjadmya perlstlwa khusus, sepertl krism pohtxk knsw
J ekonorm dan kerusuhan sosxal yang berkepanjangan e
Keadaan luar biasa sebagannana dimaksud pada ayat (3;:;; S

o . huruf a dan b dlputuskan melalux musyawarah desa. = '

BNCR !
o ‘}>'d1tetapkan dengan peraturan Desa mengenax perubahan APE -

Pembahan APB Desa sebagalmana dlmaksud pada ayat (1};}_ 

o E Desa dan tetap mempedomam RKP Desa

Pasal 49

‘Pemermtah Desa dapat melakukan perubahan terhadap

Pcraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB

| . Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahanv '
’APB Desa dltetapkan B ' o :



(2) Peramran Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APE
Desa sebagaimana dxmaksud pada ayat (1) dapat dlla.kukan B
apabila terjadi:
a penambzian dan/atau pengurangan dalam pendapatan»
- Desa pada tahun anggaran berjalun, ‘

b. keadaan yang menyebabkan harus scgera dllakukar
' pergeseran antar objek belanja; dan :
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya. '
e dan. rnenyebabkan SxLPA akan dilaksanakan dalam -
~ tahun anggaran berjalan.

(3) Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai

penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan
penjabaran APB Desa dan selanjutnya dlsampalkan kepade.
Bupati - melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan
Kepala Desa tentang pcruba.han penjabaran APB Desa.

?
Pasal 50

- 'I‘atacara Pe"xyucunan dan Penetapan Peraturan Desa mengena'
APBDesa berlaku mutatis dan muntadis dengan tatacara
- penyusunan ~dan Penetapan Peraturan Desa Perubahan

APBDesa.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 51 |
(1) Pelaksanaan pcngelolaan keuangan Desa merupakan

penenmaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan -

melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati.

~ (2) Rekening kas Desa sebagaJmana dlmaksud pada ayat (1}

dibuat oleh Pemerintah Desa dcngan spesimen tanda tangan
'kepala Desa dan Kaur Keuangan

Pasal 52

| (1) Nomor rekenmg kas Desa sebageumana dalam Pasal 51

dxlaporkan Kepala Desa kcpada Bupati melalui Camat.
(2) Bupatl melaporkan daftar nomor rekening kas Desa kepada ‘
Gubernur dengan tembusan Menteri melalui Du‘ektur
J enderal Bina Pemerintahan Desa. |
(3) Laporan sebagaimana dlmaksud pada ayat (2} dxgunakan '
untuk pengmdahan penyaluran dana transfer. ;o



o |
 jumlah palmg banyak Rp 10. 000.000, 00 (sepuluh juta rupxah] "

S Pasa153 L |
Bendahara Desa dapat meny:mpan uang tuna1 dengan

o untuk mementh kebutuhan operasmnal Pemermtah Desa. - ,' o

@t

anng tunax dl kaur keuangan yang dxmaksud pada ayat (1’
r'f} berasal dan R B "

‘a Pengembahan dan panjar dan

o b Slsa panjar

' Pasal 54

»Kepala Desa menugaskan Kaur dan Ka81 pelaksana keglatan
anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA pahng Iama 3 (tlga\ e
' han ker"a setelah Pcraturan Desa tentang APB Desa dan . .

_Peraturan Kepala Desa tentang Pcnjabaran APB Desa |

o d1tetapkan

. {2) 7-VDPA scbagaumana dunaksud pada ayat (1) terdln atas SR :

oa Rencana Keglatan dan Anggaran Desa;
b, Rencana Kexja Keglatan Desa dan '

) .

e 'rancangan DPA kepada Kepala Desa rnelalm Sekretans Dese S
" paling lama 6 (enam) hari - kexja setelah penugasan

T sebagmmana dunaksud pada ayat(l) R |

"~ c. Rencana Anggaran Blaya | e
(3 Rencana Keglatan dan Anggaran Desa sebagaJmana_ “
- 'dlmaksud pada’ ayat (2) huruf a mennc1 setiap keglatan |
anggaran yang dlsedxakan dan rencana penmkan dana.
D untuk keglatan yang telah dxanggarkan )
@

ayat (2) huruf b menncx loka31 volume, blaya, asaran, Waktl. -

Rencana Kerja Keglatan Desa sebagaJmana dunaksud pada

| ‘-’pelaksanaan keglatan pelaksana keglatan anggalan, dan tim -
I yangmelaksanakan kegiatan. '
B

Rencana Anggaran Blaya sebagalmana dlmaksud pada ayat, o
(2) huruf c mennc1 satuan harga untuk settap keg1atan '

Kaur dan Kas1 pela.ksana kegxatan anggaran menyerahkan e

Pasa155 B

:fSekretans Du.sa melakukan venﬁka31 ranca.ngan DPA pa.mg' o

lama 15 (lxma belas) ‘hari | kerja sejak Kaur dan Kasni-“.
| menyerahkan rancangan DPA '
@
v._;.',_dwenﬁkas1 oleh Sekretans Desa s

Kepala Desa menyetujui - rancangan DPA yang telah



T e e B

Pasal 56

(1) Dalam ha.l tCUadl perubahan Peraturan Desa tentang APH:'”'
o Desa dan/atau perubahan Peraturan Kepala Deoa tentang‘;_f’f
. Penjabaran 'APB ‘Desa - yang menyebabkan ter.;admyq%:f’
e ‘- perubahan anggaran dan/atau tCI]adl pPrubahan keglatan,' '
v. v:. Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksa.na keglatan
anggaran untuk menyusun rancangan DPPA B _
. (2) DPP A sebagmmana d1m aksud pada ayat (1) terdm atas B

. Rencana Kegxatan dan Anggaran Desa Perubahan dan ) SR
b Rem,ana Anggaran Biaya Perubahan | |

. . ’(3})‘ “.Kaur dan Ka31 pelaksana kchatan anggamn menycrahkan;}-"f? ”

R rancangan DPPA kepada Kepala Desa melalm Sekretans Desa"""‘:"

o o pahng lama 6 (enam) . han kerJa setelah penugasan ‘,

o sebagalmana dlmaksud pada ayat (1).

B (4) Sekretans Desa melakukan Venﬁka81 rancangan DPPA palm{" o
S f;,v'larna 15 (hma belas) han --__na sejak Kaur dan Kasi‘:vv,li.f .
‘v.,‘-:f,_..'_'»menycrahkan DPPA ,' ST :
l (5) erp ala D esa mcnyetujm rancangan DPPA yang telahﬁ-*f’:':.»

-' N d1vcnfikas1 olch Sekretans Desa

Pasal 57

o (1) '5:Kaur Keuangan menyusun RAK Desa berdasarkan DPA yang,..:j e
o “f‘ltelah dlsetu_]ul Kepala Desa B TN I :
- @ RAK Desa sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dlsampa.lkan o

| ::vkepada Kepala Desa melalm Sekretaris Desa

(3) Sekretanu Desa melakukan venﬁkasx terhadap RAK Desa;;‘: |

e yang dla_]ukan Kaur Keuangan

,(4) | »‘,Kepala Desa menyetujm RAK Desa yang telah dlvenﬁkas ET
e Sckreta“ls Desa o N

Pasal 58

‘ RAK Desa sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 57 memuat arus .
‘kas- masuk dan ‘arus- kas keluar -yang dlgunakan mengaturf" B

SRS ‘penankan dana dan rekemng kas untuk mendanau pengeluaran S
. berdasarkan DPA yang telah dlsahkan oleh Kepala Desa '

N Pasal 59

o (1) Arus kas masuk sebageumana dlmaksud dalam Pasal 57 :
" memuat - ‘semua pendapatan Desa yang berasal danf;:}_’g

Pendapatan Asli Desa, transfer dan pendapatan lain.

",”(2) Setiap pendapatan sebaga.tmana dimaksud pada ayat (1)
. dldukung oleh ouktl yang lengkap dan sah '



P rnemuat Semua pengeluaran belanja s beban 5 Dcsa
@
SR dldukung dengfm bu]‘t’ yang 1engkap dan -

Pa%al 60

Arus kas keluar sebagmmana dlmaksud dalam Pasal 57. E
Se’aap pengeluaran sebagazrnana dlrnaksud pada ayat (1)_;‘[ o

Buku sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) men dapat ,}
.persetUJuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung.‘_{,,_ v

i'} , Jawab atas kebenaran matenal yang tnnbul dan penggun aan:-’".;

; (2‘):»5

N fiv'materlal/ bahan darl w11ayah setempat dan’ gotong royong’_-"""-""’ .
R dengan mehbatkan pal‘tlSlpaSl masyarakat _ untuk
‘“_memperluas kesempatan : kex;;a . dan Pemberdayaan o

lperundang«undangan mengenal pengadaan barang/Jasa di
'Desa R S ‘ e

bukt1 tersebut L
o bertanggung]awab terhadap tmdakan c ,pengeluargnf‘ pay
o :vsebagalmana d1rnaksud pada ayat (1) BT
I buku pembantu keglatan untuk _mencatat semua‘.-f
o pengeluaran anggaran keglatan sesua1 dengan tugasnya o

Kaur dan K351 ‘Pelaksahai keglatan anggaran .

Kaur, dan Ka81 pelaksana keglatan anggaran menggunakan -

-‘Pelaksanaan keglatan sebagaxmana dlmaksud pada ayat (’?)'
DT dlutamakan melalw swakclola A .

Pengadaan melalm swakelola Sebagalmana dlmaksud pada,
' ayat (3) dllakukan dengan memaks1malkan Penggunaan i

masyarakat setempat S e
'Dalam hal pclaksanaan kcglatan tldak dapat d11aksanakan‘i j
o i "7 melalul swakelola, baik sebaglan maupun keseluruhan dapat} a
.'-_-_':fdllaksanakan oleh penyedla barang/ _]asa yang dlanggap"fv.v{}»"'
S mam pu dan memenuh1 persyaratan o g s
6 e
R keglatan pengadaan barang/ jasa d1 Desa sebagmmana]
_ dim aksu d pada: ayat (2) berpe doman pada peraturan?f:";\;

Ketentuan leblh lan}ut mengenal tata cara pelaksanaan:?; B

.,,5
R 4

Kaur dan Kam melaksanakan keglatan berdasarkan DPA"'.’;:‘."
. ) yang felah dlSCtuJUl Kepala Desa_ S ‘
:Pelaksanaan keglatan sebagalmana dlrnaksud pada ayat (1);
o dllakukan dengan pcngadaan rnelalul swakelola dan /atau ;: =
*penyedla barang/_]asa SR . , T



| ,_‘ff':_SPP dalam setlap pelaksanaan keglatan anggaran sesua:"'}“‘;,.,
e ':f;j"dengan penode yang tercantum dalam DPA dengan nommal e

Pasal 62

:Kaur dan Kas1 pelaksana keglatan anggaran mengajukan; e

B isama besar atau kurang dan yang tertera dalam DPA.

@ -

Pengajuan SPP wa_]lb menyertakan laporan perkembangan o

o : pelaksanaan keglata_n dan anggaran

o o 'scbagalmana dlmaksud dalam Pasal 62 untuk kegxatan';:

Pasal 63

:,Penggunaan anggaran yang dltenma dan pengajuan SPP

B iv;,}‘:'}PCngadaan bar ang/Jasa sccara swakelola tldak leblh darl 10 e

TR (sepuluh) harl kerja A

i ,'_dllakukan dalam Waktu 10 (sepuluh) hari kerja,. Kaur dan'.j'»_,,, e

- dana yang sudah dltenma kepada Kaur Keuangan thuk-{
- 'bd181mpan dalam kas Desa S . \

Dalam hal pembayaran pengadaan barang/]asa belurnf{‘;?v

o f'Kasx pelaksana keglatan anggaran wa_]lb mengembahkan'v

Kaur:; Keuangan rnencatat pengeluaran anggaran
o sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) ke dalam buku kas”fj}_ -

o "umum dan buku pembantu panjar..

- .dlmaksud pada ayat (1) berupa buku tranbakbl pcmbayaran:'f'; 2
'{‘i':pengadaan barang/ Jasa kepada Sckretans Desa .’ LD
o ‘pembayaran dengan | pertanggung}awaban }' pcncalranlvff}';v
' 'anggaran yang dxsampalkan oleh Kaur dan Ka31 pelaksana‘i; T
ST vkeglatan anggaran B S L

R 'barang/ Jasa leblh kecil darl Jumlah uang yang dlterlma, Kaur ,

Kaur dan Ka31 pelaksana keglatan anggaran menyampalkanif
L ;pertanggung]awaban penca1ran ‘ anggaran sebagalmana"_ e

»»?Sekrctans Desa memenksa kesesualan buktl transak

Dalam hal Jumlah I‘eahsas1 pengeluaran pembayaran o

o dan Kasi pelaksana keglatan anggaran mengembahkan smai :

- _uang ke kas Desa

dxlaksanakan : melalul penyedla barang/Jasa dllakukanff}:j“.‘”?’_'g_

e dllarnpm dengan

Pasal 64

Pengajuan SPP -untuk keglatan yang seluruhnyaf.v‘v o i )

“"'setelah barang/_lasa dxteruna i
Pengajuan SPP sebagalmana dlmaksud pada ayat (1} o

| a. pernyataan tanggung Jawab belan_]a dan

b buku penenmaan barang / gasa dx tempat



(3) Dalam setlap pengajuan SPP bebdgaxmana dxmaksud pada
ayat (1), Sekretarls Desa berkewapban untuk: . , ..
a. menehtl kelengkapan permmtaan pembayaran yang

_ dlajukan oleh Kaur dan Kasi .pelaksana keglatan'

anggar an

| b. mengu_u kebenaran perhitungan taglhan atas beban APB .

‘Desa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;

o .

~ d. menolak pengajuan permxntaan pembayaran oleh Kaur
' "dan Kasi pelaksana keglatan anggaran apab1la tldak
| memenuhx persyaratan yang dxtetapkan
(4) Kepala Desa menyetujux permintaan pembayaran sesuai
N dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Sekretans Desa..
5] Kaurs Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai

’dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah

mendapatkan persetu_]uan dan Kepala Desa

A."i '
i
“

1 Pasal 65

Kaur dan Kasi pelé.ksana kegiatan anggaran  wajib
‘menyampa.tkan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan

anggaran kepada Kepala Desa pahng lambat 7 (tl.ljuh) han sejak

' seluruh keglatan selesa1 .

bi Pasal 66

' ;'(1] Kaur dan /atau Kasi pelaksana kegxatan anggaran menyusun

RAB pelaksanaan dari anggaran belanja tak terduga yang
diusulkan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

'-"(2) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap RAB yang

diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Kepaia ~Desa melalui surat keputusan kepala 'Desé

‘ menyctujux RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak
terduga sesuai dengan venﬁka31 yang dllakukan oleh
Sekretaris Desa. ‘

- (4) Kepala Desa Inelaporkan pengeluaran anggaran belanja tak
‘ terdug,a kepada Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak

keputusan Kepala Desa dltetapkan

T

DI o PasalG?

(1) Setiap pengcluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas

: ,‘anggaran Belanja Desa dlkenakan pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan mengenm perpajakan
yang berlaku -

. menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dan |

A A At el b 3= 5




- .
——— e = -

| o

@)

| pajak yang. chpungut sesuai dengan ketentuan peraturan

Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan
pémot{)ngan pajak terh_adap pengeluaran kas Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). "

Pemotongan. pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

meliputi pengeluaran kas Desa atas beban belanja pegawai, -

barang/jasa, dan modal

Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan

perundang—undangan

- Pasal 68

Arus kas masuk dan arus kas keluar sebagannana dlmaksud

dalam Pasal 58 dari mekanisme pembiayaan sebagmmana

dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 dlanggarkan dalam APB

Desa.

()

(2)

(3)

(4)

| Pasal 69
Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya
scbagaxmana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a
dlgunakan untuk:

a. menutupi deﬁsxt anggaran apabila reahsasx pendapata.n v

lebih kecil daripada realisasi belanja; dan
b. mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan. -
SiLPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran

‘sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mefupakany
perhitungan  perkiraan pcnerimaan ‘dari pelampauan

pendapatan dan/atau penghematan belanja tahun
sebelumnya - yang digunakan = untuk  membiayai
kegiatankegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa
tahun anggaran berkenaan. |

3iLPA yang digunakan untuk mendanm kegiatan yang belum
- selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b merupakan perhitungan riil dari anggaran dan
kegiatan yang harus diselesaikan pada tahun anggaran
berikutriya.’ '

Kaur- dan/atau Kasi pelaksana kegiatan - anggaran
mengajukan kembali rancangan DPA untuk disetujui Kepala

Desa menjadi DPAL untuk mendanai kegiatan yang belum

selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b.




®)

(6)

(7)

Kaur dan/ atau Kasx pelaksana kegxatan anggaran dalam
mengajukan rancangan DPA sebagaxmana dimaksud pada

~ayat (4), terlebih dahulu menyampa.tkan laporan akhir

realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala

" Desa pahng lambat pcrtengahan bulan Desember tahun
~ anggaran begalan ' '

Sekretaris Desa menguji kesesuman jumlah anggaran dan
sisa keglatan yang akan dxsahkan dalam DPAL.

DPAL yang telah disetujui menjadi dasar penyelesman
kegiatan yang belum selesai atau lanjutan pada tahun

anggaran benkutnya.

m

(2)

(3)

(4)

®)

| Pasal 70 | D
Peni:airaﬁ dana cadangan 'se'bagaimana’ dimaksud dalam
Pasal 31 ayat (1) huruf b dan pembentukan dana cadangan
sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 32 huruf a dlcatatkan :
dalam Catatan atas Laporan Keuangan. o
Pencatatan pencairan dana cadangan sebagalmana dunaksud

pada ayat {I) ‘merupakan penyisihan anggaran dana

cadangan dalam rekening kas Desa. o
Pembentukan Dana Cadangan sebagaxmana dimaksud pad1 v
ayat (1) dilarang digunakan untuk membiayai program dan

“kegiatan lam diluar yang telah dltctapkan dalam Peraturan

Desa menge*mal ‘dana cadangan.
Program dan keglatan yang dltetapkan ‘berdasarkan
Peraturan Desa - sebagaimana dimaksud pada ayat __(3);
dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk
melaksanakan program dan kegiatan. :

Dana cadangan sebagaxmana dimaksud pada ayat (4)

 dianggarkan pada penenrnaan pembxayaan dalam APB Desa.

b

@

Pasal 71

" ‘Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
~huruf b dicatat pada pengeluaran pembiayaan.

Hasil keuntungan dari penyertaan modal sebagaxmand
dimaksud pada ayat (1) dimasukan sebagai pendapatan asli

" Desa.



. ———— e

.(1)

L ‘:: Baglan Keempat

o Penatausahaan

o Pasal 72 ‘ . v :
Penatausahaan keuangan dllakukan oleh Kaur Keuangan v
sebaga1 pelaksana fung81 kebendaharaan | ' :

Penatausahaan sebagannana dlmaksud pada ayat “(1')

| 'dllakukan dengan ‘mencatat  setiap penenmaan ‘dan

o pengeluaran dalam buku kas umum.

. 'pada ayat (2) d1tutup setlap akhlr bulan. -

oo

Pencatam pada buku kas umum sebagmmana dlmaksuclv SRR

Pasal 7 3

Kaur Keuangan Wajlb membuat buku pembantu kas umum

. yang terdm atas

- a. buku pernbantu bank;

-} ' (2) 

L © |
- huruf b merupakan catatan penenmaan potongan pajak dan R

- a

- b. buku pembantu paJak dan

c. buku pembantu panjar. | S -
Buku pcmbantu bank sebaga_lmana dlmaksud pada ayat ( l)‘ o

huruf a merupakan catatan penerlmaan dan pengeluaran N

melalm rekemng kas Desa

_Buku pembantu pajak sebagalmana d1maksud pada ayat (1) _
o 'pengeluaran setoran pajak
@

Buku pembantu panJar sebagannana dlmaksud pada ayat (1) -
- huruf ¢ merupakan | catatan pembenan  dan

s . pertanggung;awaban uang panjar

N Pasal 74

'Penenmaan Desa dxsetor ke rekenmg kaq Dcsa dengan cara

dlSCtOl‘ langsung ke bank oleh Pemenntah Pemenntah

. Prov1ns1 dan Pemcnntah Daerah Kabupaten, B
. "dlsetor melalux bank lam, - badan, lembaga keuangan u
" ‘vdan/atau kantor pos oleh plhak ket:ga, dan - R |
."f: K dxsetor oleh Kaur Keuangan untuk penenmaan yangv"
s dxperoleh dan pxhak ketxga | | B TR



(1)
' . sebagax pclaksana fungsi kebendaha:aan.

@

€ ‘ ~ Bagian Ketiga

PenataUsahann )

Pasal 72

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan‘

Penatal.isahaan' - sebagaimana dimakSud pada ayat (1)

dllakukan dengan mencatat setxap penenmaan dank

'pengeluaran dalam buku kas umum.

3)
. pada ayat (2) dltutup setlap akhlr buIan

(1) 1

Pencataan pada buku kas umum sebagaxmana d1maksud

Pasal 7 3

Kaur Keuangan Wajlb membuat buku pcmbantu kaq umum

" yang terdiri atas:

a. buku pembantu bank;

: }‘b buku pembantu pajak; dan

';(24_1‘

: -xhuruf a merupakan catatan pencnmaan dan pengeluaran ,

buku pembantu panjar. -

_Buku pembantu bank sebagalmana dimaksud pada ayat (1) |

o melaIm rekening kas Desa. .

@

: Buku pembantu pajak sebagmmana dlmaksud pada ayat (1)

e huruf b merupakan catatan penenmaan potongan pajak dan

@

~pengcluaran setoran pajak. -

Buku pembantu panjar sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) :
huruf merupakan ~catatan pemberlan ‘dan

pertanggun.awaban uang panjar '

Pasal 74

Penenmaan Desa disetor ke rekemng kas Desa dengan cara:

(1)

- Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupatcn,
(2)
- . . - dan/atau kantor pos oleh p1hak ket1ga dan -
B

:dlSCtOI‘ langsung ke bank oleh- Pemenntah Pemenntahi

disetor melalui bank lain, badan lembaga kcuanga.n'.

,dlsetor olch Kaur Keuangan untuk pcncmnaa.n yang
‘ Edlperoleh dari plhak ketxga -



o

(2

@) ,
dilakukan mela1u1 penyedia barang/jasa dlkcluarkan oleh

B Paéal 75 . o
Pengeluaran atas beban. APB Desa dllakukan berdasarkan _
RAK Desa yang telah dxsetqu oleh Kepala Desa. .
Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang -

: dllakukan secara swakelola dlkeluarkan oleh Kaur Keuangan o

kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas

‘dasar DPA dan SPP yang dlajukan serta telah disetujui oleh -

Kepala Desa. \ o
Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegxatan yang

Kaur- Keuangan langsung kepada penyedla atas dasar DPA |

~ dan SPP yang dla_]ukan -oleh Kasi pelaksana keglatanﬁ

o anggaran dan telah dxsetujm oleh Kepala Desa.

@

(5)
"pada ayat (2), ayat (3), dan ayat 4) dlbuktlkan dengan‘ |

6)

(1
sebagalmana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) dllaporkan: o
»oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat
, .tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

)

3

}'anallsls‘sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) dlsampalkan

Pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pcgawal,:‘

" dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan -'

diketahui oleh Kepala Desa.

.’Pengeluaran atas beban APB Desa sebagalmana dlmaksud

ku1tans1 pengcluaran dan kuitansi penenrnaan

Kuxtansx pengeluaran sebagaimana dxmaksud pada ayat (5) :

v dltandatangam oleh Kaur Keuangan.
(7)

" dltandatangam oleh penenma dana.

Kuitansi pcncnmaan %cbagalmnnn dtmnk%ud pada ayat ())L"-_

. | Pasal 76 : .
Buku kas umum’ yang dltutup setiap akhir bulan,

Sekretans Desa melakukan venﬁka31 evalua31 dan anahsxs

atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

_Sekretans Desa melaporkan hasil venﬁkasx evaluasi dan

- kepada Kepala Desa untuk disetujui.



i S B Baglan Kehma o

Pelaporan =

T Pasa177,,}:‘ S
(1) Kepala Desa menyampaJkan laporan pelaksanaan APB Desa
A ‘_ semester pertama kepada Bupatl melalul Camat , "
o '_ , (2) ,: Laporan sebagalmana dnnaksud pada ayat ( 1) terdm dan
o lapora.n pelaksanaan APB Desa, dan o
o ,b laporan reahsasx keglatan : v
N (3)' Kepala Desa menyusun laporan sebagaumana dxmaksud pada o
- . ' | '-"*ayat (2) dengan cara menggabuntrkan seluruh laporanf v
: L o sebagaunana dimaksud dalam Pasal 65 pahng lambat rrunggu o
o R -kedua bulan Juh tahun ber_;alan o .

Baglan Keenam o
Pcrtanggun'awaban

| , , Pasal 78 S S

- : (1)- 'Kepala Desa menyampalkan laporan pertanggun.awaban: B
o reahsas1 APB Desa kepada Bupat1 melalm Camat set1ap a.khu' .

@ }bLaporan pertanggun'awaban sebagalmana dnnaksud pada‘ o

‘ ;'ayat (1) dlsampalkan paling Iambat 3 (tlga) bulan setelah

: vakh1r tahun anggaran berkcnaan yang d1tetapkan dengan

_ ,V,APeraturan Desa D

e (3) g Peraturan Desa sebagmmana dlmaksud pada ayat (2) dxsertal o

R ’ "dengan B , .
| o a.‘}- laporan keuangan, terdxn atas

- 1 laporan reahsas1 APB Desa; dan '

2 catatan atas laporan keuangan
o b.u Iaporan reahsam keglatan dan ¢ .
. f c.".:_ da.ftar program scktoral program dacrah dan program",

’ -
P s e U

lamnya yang masuk ke Desa

. , , | Pasal 7 9 . 3
Laporan Pertanggun.awaban sebagaJmana dlmaksud dalaxn -
Pasal - 78 men‘pa].an baglan darl laporan penyclenggara.m

o Pemermtahan Da,sa akhu‘ tahun anggaran



Pasal 80

o 'v : '(1).}' _ Laporan sebagaxmana dlrnaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 7‘) = T
v ‘} : : ::v',‘i ‘j bvdlmformasxkan kepada masyarakat melalm medxa 1nforrnas1 o
o (2) nformas1 sebageumana dunaksud pada ayat ( 1) palmg Sedlkll.:‘-‘:_?t

memuat P : o o '

e a.;j} }laporan reahsa31 APB Desa T

.’v."‘-.}laporan reahsa31 keglatan o o
_: ) keglatan yang belum selesa1 dan / atau txdak terlaksana, _ |

. s1sa anggaran, dan R

ela o T

'";"}alamat pengaduan

Pasal 81

- :,Format Kode Rekemng, Maten Muatan Penyusunan Peraturan
o vBupatl tentang Penyusunan APB Dcsa, Pcraturan Desa tentang;
| o APB Desa, Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa,

| : Panduan Eva.lua51 Ranca.ngan Peraturan Desa tenta.ng APB Desa, }‘

| , Peraturan Desa t\,utang Perubahan APB Desa Peraturan Kepala

-’ }Desa tenta.ng PenJaba_ran Perubahan APB Desa, DPA DPPA RAI&, ‘_ |

P Desa, Buku Pembantu Keglatan Laporan ) Perkernbangan ;
Pelaksanaan Keglatan dan Anggaran, SPP, Laporan Akhl' -

o -Reahsa51 Pelaksanaan Kegxatan dan Anggaran, DPAL Peraturan -

Desa tentang Perubahan APB Desa, _ Peramran Kepala Des“‘_ijb','v’»
tentang Perubahan PenJabaran APB Desa, . Buku Kas Umum,
. Buku Pembantu Kas Umum Kuxtans:, Laporan Pelaksanaan APE

- - Desa Semester Pertama, dan Laporan Pertanggung]awaban B

o .V_tercantum dalam Lamplran yang merupakan bagxan txdal',: )

o | ‘_‘terp1sahkan dan Peraturan Bupatt 1n1 o

T ‘DEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasa182

”(1) Bupatx mcmbma dan mengawa81 pelaksanaan pengelolaan .

keuangan desa yang dlkoordmasxkan dcngan APIP Daerah 8
Kabupaten L o - '

B -'(2) Camat mcmbma dan mengawam pelaksanaan pengelolaan ‘

keuangan desa di Wllayah Kecamatan masmg-masmg



- BAB VII
' KETENTUAN LAIN-LAIN
‘Pasal 83
(1) Desa persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional dan
biaya lainnya yang ditetapkan dalam APB Desa induk

berdasarkan RKP Desa induk dengan besaran sesuai .

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan alokasi biaya | operasional dan biaya lainnya -
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dllaksanakan oleh o

penjabat Kepala Desa Persiapan. .
(3) Pelaporan dan pertanggungjawaban alokasi blaya operasional
| dan bxaya lainnya sebagmmana dlmaksud pada ayat (1)
dilaksanakan  sesuai dengan " ketentuan peraturanv

perundang-undangan

Pasal 84
Keruglan Desa yang texjadx ‘karena adanya pelanggaran
: admm;stratnf dan/atau pelanggaran pidana diselesaikan sesuai

~dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII |
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 85

- Pengelolaan keuangan Desa yang saat ini masih bel:]alan» o

berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun
2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tetap ‘berlaku

~ sampai tahun 2018 sepanjang tidak bertentangan dengan

Peraturan Bupat1 ini.
(2) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dlatur dalam

Peraturan Bupati ini mulau berlaku untuk APB Desa tahun
anggaran 2019.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 86 .
Dcngan berlakunya Peraturan Bupat1 ini, maka Peraturan Bupat1
v Karanganyar Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun
" 2015 Nomor 85) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Peraturan Bupatx ini mula1 berlaku pada tanggal dxundangkan

: Agar setiap orang mengetahumya, memermtahkan pengundangan ',
Peraturan Bupatl ini dengan penempatannya dalam Benta Daerah
;Kabupaten Ka.ranganyar ‘ '

nkan di Karanganyar

D paaatdaddhal 15 Nopember 2018
BEIPAZ) XARANGANYAR, '
| .Z*

JUETYATMONO

'Diundaxigkan di Karaﬁganyéf
D5 ggal 15 Nopember 2018
SERRBYARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

o ) ERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2018 NOMOR ?‘ 6



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR |
NOMOR 9{ TAHUN 2018 B

.~ TENTANG/PEDOMAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA

A FORMAT KODE REKENING

A 1. Daftar Kode Rckemng Bldang, Sub Bldang, dan Keg1atan

KODE REKENING 'URAIAN BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN
a b C '
1 | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
1 1 Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunj angan dan
; Operasional Pemerintahan Desa {(Maksimal 30 % untuk kegiatan 1-7)
1 |1 01 |Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
1 1| 02 [Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
1 1 .| 03 ([Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
S B I 04 |Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan
: o PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dmas/atnbut hstnk/telpon,
di)
1 -1 05 |Penyediaan Tunjangan BPD
1 1 06 |Penyediaan Operasional BPD (rapat-rapat ATK, makan-minum,
: perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan  dinas,
. : listrik /telpon, dll) - : ‘ '
-1 1 07 |Penyediaan Insentif/Operasional RT/ RW
1 1 90 [Pemberian Jasa Pengabdian kepada Aparat Pemerintah Desa
1 1 91 [Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa -
1 1 92 [Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa
1 2 : Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
1 2 01 |Penyediaan Sarana {aset tetap) Perkantoran/Pemerintahan
1 2 02 |Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa o
1 2 03 Pembangunan/Rehabmtasx/Pemngkatan Gedung/Prasarana - Kantor
: Desa
1 2 90 Pengelolaan Aset Desa;
1 3 Sub Bidang Adxmmstras1 Kependuduka.n Pencatatan Slpll Statxstlk dan
: Kearsipan
1 3 01 |Pelayanan adrmmstrasx umum dan kependudukan (Surat
Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)
1 .3 -|- 02 |Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa  (Profil
: B Kependudukan dan Potensi Desa) ' ’
1 3 03 [Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa
1 3: | 04 |Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan
: - Pencatatan Sipil :
1 3: 05 [|Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Parusxpanf
1 2 90 Penyelenggaraan Ar31p Desa,
1 4. Sub Bidang Tata Praja Pemermtahan, Perencanaan, Kcuangan dan
% - Pelaporan :
1 4 01 |Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes
5 {Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll, bersifat reguler)
1 4 02 {[Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga,
: dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)
1 4 03 [Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKFDes, dll)




1 04 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/
N LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait) o
1 4 | 05 |Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
1 | 4 | 06 |Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll dﬂuar dokumen
A '|Rencana Pembangunan/Keuangan) a X
1 | 4 | 07 |Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
o : (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan
keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
4 | 08 |Pengembangan Sistem Informasi Desa - ,
4 | 09 |Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan
. Pcmbangunan Dcsa (Antar Desa/ Kecamatan/ Kabupatcn, P1hak Ketxga,
.f dll) '
1 4 ‘| 10 |Dukungan Pelaksanaan dan Sosxahsasx Pilkades, Pemilihan Kepala
f ‘ Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa) :
1 [ 4 ;] 11 |Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengx.nman kontmgcn
E dalam mengikuti Lomba Desa
1 | 4] 90 [Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa; .
1 | 4 | 91 [Pembentukan orgamsasx Pemermtah Desa / lembaga kemasyarakatan
_ Desa; :
1 4 | 92 [Pengisian, penetapan, mutasi dan pemberhentian Perangkat Desa;
1 | 4 :| 93 |[Sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat Desa; v
1 5 Sub Bidang Pertanahan |
1 | 5| 01 |Sertifikasi Tanah Kas Desa v :
1 | S 02 |Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Reg;lstram
. I Agenda Pertanahan)
1 )} 5 :| 03 |[Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
1 | 5 | 04 [Mediasi Konflik Pertanahan
1 5 .{ 05 |Penyuluhan Pertanahan
1 S | 06 |Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
1 S5 | 07 |Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa
1 5 90 (Penyusunan tata ruang Desa dan peta Desa; v
2 BIDANG PEIAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA '
2 1 Sub Bidang Pendidikan
2 1 | 01 |Penyclenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik
L Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
2 1 02 |Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)
2 1 | 03 |Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat :
2 |1 04 |Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan /Taman Bacaan
- _ Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa
2 1 05 |Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
. : PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa
2 1 06 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan o
: ' |Sarana/Prasarana/ Alat Peraga Edukatif  (APE) PAUD/
- TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa _

2 1 07 |(Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana
: .| |Perpustakaan /Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa v
2 | 1 '] 08 |Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan,

. Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)
2 09 |Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
2 10

Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi




s Sub Bldang Kesehatan

2 | 2 | 01 |Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD) /Pohndes Mxhk Desa (Obat- o
| |obatan Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyed.laan S
|| - |Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst) ’

2 | 21 02 [Penyelenggaraan Posyandu (Makanan ’I‘ambahan, Kelas Ibu Ham.ll Kelas
) | T |Lansia, Insentif Kader Posyandu) LI ’
2 1.2+ 03 |[Penyuluhan dan Pelatihan. Bldang Kesehatan (untuk Masyarakat. o
| |~ |renaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll) SR :

"2 1 2: | 04  [Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan S

2 .1 2: 1 05 {Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tmgkat desa

2 | 2 | 06 |Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)

{1 2 ] 2:| 07 |Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan 'I‘radisional o

2 2 | 08  |Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD - ,

2 | 2 | 09 |Pembangunan/Rehabilitasi/ Penmgkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana
| ' |Posyandu/Polindes/PKD - :
o 2 1 9 0 Penyelenggaraan Pembmaan Kesehatan dan Gerakan Hldup Bers1h dan :
ol 21 7Y {Sehat ‘ .

2 | 21 91 Penanggulangan HIV Azds berskala desa
-2 B 3 T Sub Bldang Pekexjaan Umum dan Pcnataan Ruang '

‘2 | 3: | 01 |Pemeliharaan Jalan Desa A

218 | 02 [Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukzman/ Gang

| 2 | 3 | 03 |Pemeliharaan Jalan UsahaTani =~

2 | 3::|' 04 |Pemeliharaan Jembatan Milik Desa : SRR
~2 |2 3:+] 05 . |Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan Box/ Slab

|| - |Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) =~ .
2] 3. 06 [Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan N

2 | 3 | 07 |Pemeliharaan Pemakaman M111k Dcsa/Sltus BcrseJarah M.l].lk Desa/

| 1 |Petilasan Milik Desa , , , R

2 [ 3 | 08 {Pemeliharaan Embung Milik Desa _

2 [:3: | 09  (Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa S R

2 13 |1 10 Pembangunan/Rehabxhtam/Pcmngkatan/Pengerasan Jalan Desa I

2 3 | 11 |Pembangunan/ Rchabﬁltasxl Pemngkatan / Pengerasan Jalan ngkungan

e {Permukiman/Gang -
2 |3 12 - {Pembangunan /Rehabilitasi/ Pemngkatan / Pengerasan Jalan Usaha Tani
213 1 13 Pembangunan/Rehabﬂltam/ Pemngkatan/Pengerasan Jembatan M:hk
bl |Desa ¢

2 |13 | .14  |Pembangunan/ Rehab1htas1/ Penmgkatan Prasarana J alan Desa (Gorong-

1 |gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) -
2+ 1 8 | 18 Pembangunan/Rehabﬂltam/Pemngkatan - 'Balai R Desa/Balai
i | - . |Kemasyarakata = - ’ .
2 13 | 16 Pembangunan/Rehabﬂ1tas1/ Penmgkatan Pemakaman Mxhk Desa/ Sxtus_
L - - |Bersejarah Milik Desa/Petilasan :

2.1 3 17 |Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa

21 3 | 18 [Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
21 3 | 19 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa i
21 3 | 20 |Pembangunan/Rehabilitasi/ Pemngkatan Monumen/ Gapura/Batas Desav '
2 1 3 90 |Pembangunan Talud jalan desa =~ = = s
2 {3 | 91 Fasxhtam konsultasx perencanaan wﬂayah desa B

2 14 |- sub Bldang Kawasan Permukiman

2 1 4. | 01 [Dukungan pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab Rumah Txdak

. . {Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, vahdasx, dl]) : ,

2 14 | 02

Pcmchharaan Sumur Rcsapan Milik Desa -




03 Pemehharaan Sumber AlI' Bers1h Mﬂ]k Desa (Mata An'/Tandon
EEEEE IR PenampunganAn'HuJan/Sumur Bor, dll) .
2 | 4 | 04 |Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pzpamsas1, dli)
2 | 4:| 05 {Pemeliharaan Sanitasi Permuklman (Gorong-gorong, Selokan Pant dll :
o S diluar prasarana jalan): _
‘2] 4] 06 |Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/ MCK umum, dil .
©2 | 4.1 07 |Pemeliharaan Fasilitas = Pengelolaan Sampah Desa/Permuklman
o - |(Penampungan, Bank Sampah diy - . -
2 | 4 .| 08 [|Pemeliharaan Slstem Pembuangan Alr Lnnbah (Dramase, Au' hmbah
o o " [Rumah Tangga) '
2 14 ] 09  |Pemeliharaan Taman/'l‘aman Bermam Anak Mxhk Desa
2 | 4.} 10 [Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan :
2 | 4:| 11 [Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Mll]k Desa
- | «:| . |(Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dli) R
2. | 4| 12 |Pembangunan/Rehabilitasi/ Pemngkatan Sambungan Air Bersih ke
o ~+ |+ |Rumah Tangga (pipanisasi, dll} - .
2 4. 13- Pembangunan/Rehabﬂita&/Penmgkatan Samta31 Permuklman {(Gorong- { -
- 1. 1} - |gorong, Selokan, Parit, dll di luar Prasarana Jalan)
2141 14 Pembangunan/Rehablhtas/ Pemngkatan Fasﬂltas Jamban Umum/ MCK
1 1 |[Umum,dll
2 | 4:|. 15 |Pembangunan/ Rehablhtam/ Penmgkatan Fasﬂltas Pengelolaan Sampa.h
-~ i} . |Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll} =
‘2 | 4 .| 16 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan  Sistem Pembuangan Au"
- | %l |Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga) -
2 {417 Pembangunan/Rehablhtam/Penmgkatan Taman/Taman Bermam Anak
i |Milik Desa .
2 5.1 Sub Bldang Kehutanan dan ngkungan I—hdup
2 1.5 :] 01 |Pengelolaan Hutan Milik Desa - -
2.1 5 | 02 |Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa - R : N
2 | 5 | 03 [Pelatihan/Sosialisasi/ Penyuluhan/ Penyadaran tentang Lingkungan |
- |~ |Hidup dan Kehutanan = R
2 5 90 Pcnyelcnggaraan Program Kali Bersxh (Prokas1h)
2 6 |- . Sub Bldang Perhubungan, Komumkasn dan Informauka
2 | 6 [ Ol |Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa -~ o |
-2 1 6 | 02 |Penyelenggaraan - Informasi = Publik ' Desa (stal : Pembuatan
|- | . . |Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll) v
2.1 6| 03 |Pengelolaan dan Pcmbuatan Jarmgan/lnstalas1 Komumkas; dan |
" 1 | |InformasiLokalDesa - - . e R
2 | 6 90 - Pengembangan dan Pengelolaan Desa Pmtar
2 17 . Sub Bldang Energ1 dan Sumber Daya Mxneral : o
-2 |7 | 01 |Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tlngkat Desa
20702 Pembangunan/Rehabmtam/ Pemngkatan Sarana dan Prasarana Energl
|| . |Alternatif tingkat Desa : v. : AT :
N engadaan/pembangunan/pengembangan/pemehharaan sarana dan o
| il |prasarana energi/sumber ' daya = alam/pembangkit - - listrik tenagal
R T mlkromdro/pembangkxt listrik tenaga dJesel/pembangklt listrik tenagal
SR AR R matahan/pemehharaan , mstalam 1 blogas/_]anngan chstnbum tenagal
2 71 90 hstnk** L v v
-2 8 L Sub Bxdang Parnmsata ' : :
‘8. | 01. |Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pammsata M1hk Desa -



02
- . |Pariwisata Milik

Pembangunan/Rehabﬂltam/Penmgkatan Sa:ana-,,"' dan  Prasarana

03

Pengembangan Panmsata ’I‘mgkat Desa

B BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

. |Sub Bidang Ketenteraman, Ketertxban Umum, dan Pehndungan .
' Masyarakat C

o1

{Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamana.n Desa (pembangunan pos,_ g

" |pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dli)

02
- . |oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa) -

Penguatan dan Peningkatan Kapasitas 'l‘enaga Keamanan/Ketertlban

03 o
~ |Masyarakat (dengan masyarakat/ mstans1 pemenntah daerah dll) Skala |
- |Lokal Desa =~ , _

Koordinasi - Pembinaan Ketentraman, Ketertlban, dan Pehndungan‘

04

|Pelatihan Kesmpsxagaan / Tanggap Bencana Skala Lokal Desa .

05

Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa .

06

Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Mlskln

w|w|ww|

107
I dan Pc]mdunga.n Masyarakat

Pelatihan /Penyuluhan/ Sos1ahsa31 kepada Masyarakat d1 Bldang Hukum e

- Sub Bldang Kebudayaan dan Keagamaan ’

wlw| | -

o1

Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Txngkat Desa

w

N

02

Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaanv ”

- |(perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa

o4

- |Pemeliharaan. - Sarana - dan vPrasarana Kebudayaan/Rumah
- {Adat/ Keagamaan Milik Desa - o

- 05 -
- |Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa

Pembangunan /Rehabilitasi/ Penmgkatan Saranav dan Prasarana

- 90

Pembmaan Kerukunan Umat Bragama d

: Sub Bldang Kepemudaan dan Olah Raga

- 01
© [di tingkat Kecamatan dan Kabupaten -

Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagm Wak:l Desa

0z

.|Penyelenggaraan -pelatihan kepemudaan (chemudaan, Penyadaraan .

Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa

03 i

Penyelenggaraan Feshval/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tmgkat

© ‘{Desa -

104

Pemehharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Mxhk |
Desa =

‘Pcmbanguna.n/Rehabﬂ1tas1/Penmgkatan . Sarana dan : Prasarana'
Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa** - o _ S

wl

06

Pembmaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan/ Klub Olah raga -

i Sub B1dang Kelembagaa.n Masyarakat

Pembinaan Lembaga Adat

02

[ 03"

Pembinaan LKMD / LPM/ LPMD
Pembinaan PKK :

1 04

Pelatihan Pembmaan Lembaga Kemasyarakatan

wiw| w| wl el

IESESESESENISE

. 90 .

PembmaanRT/RW T

Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan: chudayaan sebaga1 Wakll' o
' |Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten '




BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

03

4
4 1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
4 1. 01 |Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Mlllk Desa
4 1 02 |Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
4 1 [ 03 [Pembangunan/Rehabilitasi / Penmgkatan Karamba/ Kolam  Perikanan
S Darat Milik Desa v
4 | 1. | 04 |Pembangunan/Rehabilitasi/ Penmgkatan Pelabuhan Perikanan
1 Sungai/Kecil Milik Desa :
4 1| 05 [Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)
4 1 | 06 [|Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan
- |Darat/Nelayan o o : ’
4 2 - |Sub B1dang Pertanian dan Peternakan
4 2 01 |[Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produkm dan pengolahan
~ |pertanian, penggilingan Padi/jagung, dli)
4 | 2| 02 |Peningkatan Produksi ‘Peternakan (Alat Produksx dan pengolahan
|| - |peternakan, kandang, d]l)
4 2. 03 {Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa. (Lumbung Desa, dll)
4 | 2. 04 |Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
4 | 2 05 |Pelatihan/Bimtek/Pengenalan 'I‘ekonolog1 Tepat Guna untuk
- |Pertanian/Peternakan - '
4 2 f 90 Dukung_ pelaksanaan program rumah pangan lestari /
4 | 3. Sub Bidang Pemngkatan Kapa31tas Aparatur Desa
4 3 01 |Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
4 3. 02 |Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
4 | 3 03  |Peningkatan Kapasitas BPD
4 4 Sub - Bidang Pcmberdayaan Percmpuan, Pcrhndungan Anak dan
o Keluarga ’
4 4 01 |Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
4 4 02 [Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
4 | 4 | 03 [Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
4 4. 90 |Fasilitasi sarana prasarana tempat layak anak -~
4 | 5 : Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
4 5 01 |Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM
4 [ &5 02 |Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecﬂ dan Menengah
: N serta Koperasi
4 |5 03 |Pengadaan Teknologl Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonorm
o Pedesaan Non- Pertanian ,
4 S 90 |Fasilitasi pengemba.ngan dan pengelolaan potensi/produk unggulan desa
4 6 Sub Bldang Dukungan Penanaman Modal
4 | 6 01 [Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)
4 16 02 |Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelauhan yang dﬂaksanakan oleh
B ' Desa) _ ,
4 7. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
4 |7 01 |Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa
4 7 02 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios nnhk Desa
4 7

Pengembangan Industri Kecil level Desa




4 17 04 Pembenmkan/FaSJhtaSI/Pelatman/ Pendampmgan , kelompok usaha A

NI 1.t | jekonomi produktlf (pengrajm, pedagang, industri ruma.h tangga, dlj) -

~—|BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA KEADAAN DARURAT DAN -
MENDESAK

~|Sub Bidang Penanggulangan Bencana
- 00 ° |Penanggulangan Bencana - o

~ |Sub Bidang Keadaan Darurat -

‘I 00 . |[Keadaan Darurat

[Sub Bidang Keadaan Mendesak

ol o af ol enjen| o
B ESIE IR o I B

00 |Keadaan Mendesak -

' Penjelasan
| oL Keterangan kolom : AR

- (a) menunjukan B1dang, S T
~ (b) menunjukan Sub Bldang, dan v S
v R (+ ] menunjukan Kegiatan. - e T . ST
S '»_,.:2 Bldang Penyelenggaraan Pemenntahan Desa ber181 sub b1dang dan keglatan

Desa

3 Pada Sub Bxdang Penyelenggaraan Bela.nJa Penghasﬂan Tetap, 'I‘un_]angan da.n .
' Operasional Pemerintahan Desa, maks1mal 30 % dar1 total belan_;a Desa untuk
keglatan 1 sampau dengan 7. - |

- yang dlgunakan untuk mendukung terselenggaranya fung51 pemel‘lntahan‘:v

 ' }4 Bldang Pelaksanaan Pembangunan Desa ber131 sub bldang dan keg1atan dalam .
' pembangunan “pendidikan, kesehatan, peketjaan umum, dan lain-lain. -

Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga C ol

| : terkaxt dengan pernbangunan non fisik seper’a pengembangan dan pembmaan -
o 5 Bxdang pembmaan kemasyarakatan ben31 ‘sub b1dang dan keg1atan untuk'v

meningkatkan = peran  serta dan . kesadaran - masyarakat/ lembaga»

kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa. -

| 6 Bldang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bldang dan keglatan yang L

CEe el " diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapas1tas masyarakat da.lam
e memngkatkan kese_;ahteraan masyarakat I

S ~digunakan. untuk keglatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan' S
mendesak ' . T § o .

7 Bldang Pcnanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak Desa o



A.2. Daftar Kode Rekening Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

" KODE REKENING URAIAN
calblc] d .
4 - PENDAPATAN
4 1 Pendapatan Asli Desa
4 1 1 : Hasil Usaha :
4 1 1 | 01 Bagi Hasil BUMDes
4 |1 [1 90 Lain-lain 7 '
4 1 [ 2 | Hasil Aset
4 1 2 01 Pengelolaan Tanah Kas Desa
4 |1 |2 02 Tambatan Perahu
4 1 2 - 03 Pasar Desa
4 1 |2 04 Tempat Pemandian Umum -
4 1 |2 05 Jaringan Irigasi Desa
4 11 |2 06 Pelelangan lkan Milik Desa
4 1 2 07 ' Kios Milik Desa
4 1 [ 2 08 Pemanfaatan Lapangan/Prasarana Olah raga Milik Desa
1 4 1 2 90 Pemanfaatan Gedung milik Desa -~ '
4 1 2 91 Lain-lain -~ '
4 1 |3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Rovong
4 1 3 01 Swadaya, partisipasi dan gotong royong
14 |1 {3 90 Lain-lain Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong -~
4 1 |4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa
4 |1 | 4 01 Hasil Pungutan Desa
4 1 [ 4 90 Lain-lain -
4 |2 B ’ Transfer
4 | 2 1 | Dana Desa
4 |2 |1 01 Dana Desa
4 (2 |2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten
4 [2 |2 01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Dacrah Kabupaten
4 |12 |3 Alokasi Dana Desa .
4 |2 |3 01 Alokasi Dana Desa
4 |12 |4 Bantuan Keuangan Provinsi
4 2 14 | 01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
4 12 |4 [90-99 Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi -~
4 |2 |5 B Bantuan Keuangan APBD Kabupaten
4 |2 |5 01 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten -
4 12 15 190-99 Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Kabupatcn 4
4 | 3 Pendapatan Lain-lain »
4 |3 1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa
4 3 1 01 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa
4 |3 |2 : Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
4 |3 |2 01 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
4 {3 |3 ‘ Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa
4 |3 3 01 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berloka31 di
Y Desa
4 13 |4 Hibah dan sumbangan dari Plhak Ket1ga :
4 {3 |4 01 Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
| Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya)
4 1 3 5 yang mengakibatkan penenmaan di kas Desa pada tahun

anggaran berjalan

- s B g e iy



'KODE REKENING |

URAIAN

-.}a b c d

o1 |

Korek51 kesalahan belanJa tahun-tahun

___pada tahun anggaran bchalan o

“anggaran|

: sebelurnnya yang mengakibatkan penenmaan d1 kas Desa

Bunga Bank

Bunga Bank =~

- 01

ENENENFN
Nolwjwlel o
Telelalal o

T 90

Lain-lain pendapatan Desa yang sah
‘ Lam-laln pendapatan Desa yang sah Ve

—|BELANJA

|Belanja Pegawm

Penghasﬂan ‘Tetap dan Tunjangan Kepala Desa _ ‘

01 |

- Penghasilan Tetap Kepala Desa

02 |

50

Tunjangan Kepala Desa -~
‘Jasa Pengabdian = =~ -~

91

- Tunjangan Kepala Désa dan tanah bengkok

aijar{aefania (oo

pot [t [t |yt [t ] -

'I‘unjangan THR Kepala Desa

I e e e I G L

- Penghasilan Tetap Perangkat Desa

Penghasﬁan Te tap dan 'I‘unJangan Perangkat Desa o

490

“Tunjangan Perangkat Desa -
- Jasa Pengabdian : '

ajafa|a|aial
U Uy PUY DS U N

p—t.-a’.ut\)w[o

91

Tunjangan Perangkat desa darl tanah bengkok R

92

o ’I‘un_]angan THR Kepala Desa

Jaxmnan Sosml Kepala Desa dan Perangkat Desa R

oL

~Jaminan Kesehatan Kepala Desa

02

‘Jaminan Kesehatan Perangkat Desa

03 -

_Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa

ajafafajal
[Srg PPy P PRPS VY

|wiwlw|wiw]|

04

Jamman Ketenagakexjaan Perangkat Desa R

oy

’I‘unjangan BPD

T o1

|
LG 8.3 N

302'1

Tunjangan Kedudukan/ Kehormatan BPD
'I‘un_]angan Kmexja BPD ' :

g Belanja Barang dan Jasa ’

Belanja Barang Perlengkapan

01

Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos :

02 -

Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik

N OININININ

T ]

s

‘dan Bahan Kebersihan

-Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/ Peralatan

4]
[y

" Pemadam Kebakaran

04 | . Belanja Bahan Bakar Mmyak/Gas/131 Ulang ’I‘abung

B Cetak dan Penggandaan

~ Belanja Perlengkapan Cetak/ Penggandaan Belan_]a Barang ':} -

| o6

Belanja Barang Konsumsi =~

-Belanja Perlengkapan Barang Konsums1 (Makan/ mmum) -

07

- Belanja Bahan/Material

|- 08

"~ Belanja Bendera/ Umbul-umbill / Spanduk

09

. Belanja Pakaian Dinas / Seragam / Atnbut

- Belanja Obat-obatan

ajoiaia|af a [ o [ o

b |t [ bt s | s :

Slelsls[ & [

11

Belanja Pakan chan/ Ikan Obat—obatan Hewan




KODE REKENING o ) URAIAN
al b | ¢ d
512 |1 12 BelanJa Pupuk/Obat-obatan Pertaman
5 [2 V1 90 Belanja perlengkapan kantor <
512 |2 Belanja Jasa Honoranum v :
512 |2 01 Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Keglatan
5|12 {2 02 ‘Belanja Jasa Honoranum Pembantu Tugas Umum
' Desa/Operator
5 12 2 03 - -Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelaxanan Desa.
S |12 {2 04 Belanja Jasa Honorarium =
| Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber_
S [ 2 12 05 Belanja Jasa Honorarium Petugas
S |2 |2 99 Belanja Jasa Honorarium Lainnya -~
5 12 [3 Belanja Perjalanan Dmas
5 ([2 |3 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten
5 {2 [3 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten
512 |3 03 Belanja Kursus /Pelatihan
S |2 |4 Belanja Jasa Sewa
512 |4 01 Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/ Ruang
S 12 14 02 | Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan
S |2 |4 03 - Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas
S 12 |5 > Belanja Operasional Perkantoran
512 1|5 01 Belanja Jasa Langganan Listrik
S 12 |5 02 Belanja Jasa Langganan Air Bersih
S {2 |5 03 Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar
S |2 |5 04 _Belanja Jasa Langganan Telepon ‘
5 [2 |5 05 Belanja Jasa Langganan Internet
S |2 [5 ] 06 Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro -
S|[2 |5 07 _Belanja Jasa Perpanjangan ljin/Pajak
S |2 {5 90 Belanja admin/ pajak bunga bank
S5 12 16 Belanja Pemeliharaan -
S |12 | 6 01 __Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat
S |2 |6 02  Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
5 12 |6 03 Belanja Pemeliharaan Peralatan
S |2 |6 04 Belanja Pemeliharaan Bangunan
S |2 |6 05 Belanja Pemeliharaan Jalan
5 |2 16 06 Belanja Pemeliharaan Jembatan ’
5 12 |6 07 Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran SungaJ/ Embung/Au*
v Bersih, jaringan Air Limbah, Persampahan, dll)
5 2 |6 08 ~ Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik,
' ' Telepon, Internet, Komumkas;, dll)
5 10 |7 o Bela.nja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada
v : Masyarakat
5 2 |7 01 Belanja Bahan Perlengkapan yang Dlserahkan ke
» S masyarakat
s 12 |7 ] o2 Belanja Bantuan Mesin/ Kendaraaan bermotor/Peralatan|
‘yang diserahkan ke masyarakat

el




KODE REKENING URAIAN -
“al| b c d: '
5 |2 |7 03 Belanja Bantuan Bangunan yang dlserahkan ke
v masyarakat
5 |2 17 04 Belanja Beasiswa Berprestasi/ Masyarakat Miskin
5 |2 17 05 ‘Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/lkan
513 Belanja Modal
5 |3 |1 Belanja Modal Pengadaan Tanah
5 (3 {1 01 " Belanja Modal Pembebasan/ Pembehan Tanah
5 {3 |1 02 Belanja Modal Pembayaran Honorarium Tim Tanah
’ N : Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat
5 (13 |1 03 Tanah
513 |1 04 Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah
513 |1 05 - Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah
5 |3 |1 90 Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya
5 |3 |2 Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat
5 |3 |2 01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5 {3 (2 02 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio
5 |3 {2 03 Belanja Modal Peralatan Komputer
513 [2 ]| 04 Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan
5 |3 |2 05 Belanja Modal Peralatan Dapur :
5 {3 |2 06 Belanja Modal Peralatan Alat Ukur
5 13 |2 | 07 Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu /Patok Tanah
5413 |2 08 Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan »
1513 |2 09 §elan_)=i1 Mo_qlalt Peralatan khusus
S A B 3 Pertanian /Perikanan/Peternakan
5 |3 |2 10 . Belanja Modal Mesin
5 {3 |2 11 ' Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat
5 13 |2 90 Belanja modal alat komunikasi
15 {3 |3 Belanja Modal Kendaraan ~ ’
5 |3 |3 01 _Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegxatan
513 1|3 02 Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor
5 13 |'3 03 - Belanja Modal Angkutan Darat Tidak Bermotor
5 |3 ['3 04 Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor
1S |3 |3 | 05 | 1 Belanja Modal | Angkutan Air Tidak Bermotor
15 {3 | 4 Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman
5 13 |4 | 01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Keg1atan
513 |4 02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5|3 |4 03 Belanja Modal Bahan Baku '
5 (3 14 04 Belanja Modal Sewa Peralatan
5|13 15 | Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan
5 [3 15 01 ~Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Keglatan
5 |3 |5 02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
513 |5 03 Belanja Modal Bahan Baku -
S |3 195 04 Belanja Modal Sewa Peralatan
53 |6 Belanja Modal Jembatan L
5 {316 01 __Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Keglatan
5 [3 |6 02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
S [3 ]6 | 03 Belanja Modal Bahan Baku '
513 1|6 04 Belanja Modal Sewa Peralatan



. | KODEREKENING |-~ = " " URAIAN

S

e . Belan;a Modal Inga31/ Embung/Alr SungaJ/ Dra1nase/A1r S
Limbah/Persampahan. - .

i Oi - Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Keglatan HE ..

02 | Belanja Modal Upah Tenaga Kerja -
03| . Belanja Modal Bahan Baku =~ =

04 - Belanja Modal Sewa Peralatan
5 Belanja Modal Jaringan/Instalasi

- 01 { . Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanaka.n Keglatan v
02 | Belanja Modal Upah Tenaga Kerja - -

- 03 | Belanja Modal Bahan Baku/Matenal
04 | Belanja Modal Sewa Peralatan L

| Belanja Modal lainnya

| 01 ~ Belanja Modal khusus Pend1d1kan dan Perpustakaan '
-02 | Belanja Modal khusus Olahraga ' '

03 '| - Belanja Modal khusus Kesenian/ Kebudayaan/ Keagamaan
- 04 Belanja Modal 'I‘urnbuhan/Tanaman o B

- 05 |  Belanja Modal Hewan

o |afa|o|a|a|alala|alalalajalalal ol |
2 C S I R R N S TR ) TG )
o |o|o|o]ololvlnlm|mlo]m|w|<iNiN <

1 90| ‘Belanja Modal Pengadaan penerangan Jalan, taman dan
T V-hngkungan , v TS

Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga - J T

w|n|n
FENENES
[ary

1 ] 01 Belarga Tak Terduga

» PEMBIAYAAN

-]

|Penerimaan Pemb1 ayaan =

~SiLPA Tahun Sebelumya -~

-
3N
SN

1 01 | = SiLPA Tahun Sebelumnyé.'

| _Pencairan Dana Cadangan

- 01 _Pencairan Dana Cadangan B
| - Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dxpxsahkan

01 - Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dxpxsahkan L
S Penerimaan Pembiayaan Lainnya -

wlolw|win|ol-|~]

90 | = Penerimaan Pembiayaan Lamnya )
- {Pengeluaran Pembiayaan -

Pembentukan Dana Cadangan —

01 | - Pembentukan Dana Cadangan .
| -Penyertaan Modal Desa . =~ - .

01|~ Penyertaan Modal Desa

Pengeluaran Pembiayaan lainnya

loo|o|olo|olo|o]o|o|o|aja|aloala]
B 1Y 151/ 107 1 1Y 11C] TN U0 PRI P FOY PO

Tolols|ble]a]

- 01 | ° Pengeluaran Pembiayaan lainnya =




B. FORMAT PERATURAN DESA TENTANG APB DESA

A Menimb@ng

Mengingat

 KEPALA DESA ..... {Nama Desa)

KABUPATEN..." ..... (Nama Kabupaten)

PERATURAN DESA (Nama Dcsa)
- NOMOR.. TAHUN

TENTAN G

v‘ ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN AN GGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa),

. a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa "

~ sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa
dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung -
jawab untuk = sebesar-besarnya kemakmuran

-~ masyarakat Desa; - | o
.- bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Tahun Anggaran ...... termuat dalam  Peraturan
Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa Tahun Anggaran ..... yang disusun sesuai
dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan
Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi,
berkeadilan,  berkelanjutan,  berwawasan
lingkungan, ¥ dan  kemandirian sehingga
menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan

‘pemerintahan  dan  pembangunan menuju
~masyarakat yang adil, makmur, dan seJahtera,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

< dan seteru'snya;'



Dengan Kesepakatan Bersama

. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .. (Nama Desa)
KEPALA DESA ... (Nama Desa)

 MEMUTUSKAN

tapkan : PERATURAN  DESA TENTANG ANGGA
M-ene P " PENDAPATAN DAN BELANJA DESA....... TAHUN
: ANGGARAN v '

‘Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

...... dengan perincian sebagai berikut: ,

1. Pendapatan Desa o 34 o TR

2. Belanja Desa - | 24 s T :
Surplus/Defisit  RPeeerrerreerennenenes o

3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan RpPiveririveniernnennes ‘
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.ccvererrneens A
Selisih Pembiayaan (a—b) 24 o RN -

Sisa  Lebih .Pembiayaan
(SILPA)  Tahun  Berjalan

 (Surplus/(Defisit) + Sehs1h o ,
Pemblayaan) , _ RP.cceeerrennnens o

" Pasal 2

’Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari

Peraturan Desa ini.
'Pésal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
APB Desa;
daftar penyertaan modal jika tersedla,
daftar dana cadangan, jika tersedia; dan -
daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun

‘ anggaran sebelumnya, jxka ada. . a2

po o



- Pasal4

Kepalét‘Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

sebagai landasan operasional p¢laksanaap APBDe§'9..

: Pasai$v~'

(1) Pemerintah Desa aapat melaksanakan kegiatan untuk

penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan
mendesak.

(2) Pendanaan kegiatan éebagaimana dirnak§ud pada ayat
(1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

. (3) Pemerintah ~ Desa  dapat  melakukan kegiatan

penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan
mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang
selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa
tentang perubahan APB Desa. ‘

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi Kriteria: - '
a. . bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas
-pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi
sebelumnya; ’ .
tidak diharapkan terjadi secara berulang;
berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah
Desa; - : o
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran
‘dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh
kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan
sosial; dan o
€. berskala lokal Desa.

oo

. Pasal 6
Dalam hal terjadi: ’
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam penda
Desa pada tahun berjalan; i patan

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan
pergeseran antar objek belanja; dan .

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya
dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan ‘dalam
tahun berjalan.

kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa
dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa

tentang Penjabaran APB Desa dan i
kepada BPD. o _ membentahukannya



Diundangkan di ...

Pasal 7

* Peraturan Desa ini mulai berlaku pada  tanggal

diundangkan. o : v

Agar setiap _orang dapat vmengetahui, memerintahkan

pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa...

.... (Nama Desa). - ' -
| | Ditetapkan di «..v.eversveereens’
pada tanggal ......cccceneernennes
KEPALA DESA ..(Nama Desa)
‘tanda tangan

. NAMA

pada tanggal ...

'SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

‘ ta1f1da tangan v

NAMA

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...




’ LAMPIRAN -

B }PERATURAN DESA _ NOMOR ..

| " TAHUN ...... TENTANG ANGGARAN |
. PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
o | _[ TAHUN . ANGGARAN ....... -

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

~ PEMERINTAH DESA .....c...

TAHUN ANGGARAN B T

' KODE REKENING |

ANGGARAN

- SUMBER

DANA

2

— 5 |

S bic .

PENDAPATAN

Pendapatan Ash Desa S
‘Transfer : '

R

Jeo o=

Pendapatan lam-lam -

» J UMLAH PENDAPATAN

BELANJA

| BIDANG PENYELENGGARAAN -
| PEMERINTAHAN DESA |

-"Penghasxlan ~ Tetap, 'I‘un_jangan dan
Operasional Pemerintahan Desa " :

| Sub Bidang Penyclenggaraan Belanga o

‘| Penyediaan - -Penghasilan - Tetap danv ‘:

‘Tunjangan Kepala Desa =~
,Belanja Pegawa1 -

Adrmmstrasx Kependudukan Pencatatan_

Sipil, Statistik dan Kearsxpan

| sfor|

Pelayanan = administrasi-- umum . dan

o kependudukan ;,:'_ o (Surat o

Pengantar/Pelayanan KTP Akta

‘Kelahiran, Kartu Keluar: _ga, diy

301

Belanja Barang dan Jasa

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN —

DESA -

Sub Bldang Pendldlkan

Pembangunan/ Rehab111ta31/ Pemngkatan e
~Sarana Prasarana Perpustakaan/ Taman

1[04

Bacaan Desa/. Sanggar Bclajar e

Belanja Modal

dst ..... .

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN




KODE REKENING

- URAIAN

ANGGARAN

Rp.

SUMBER
DANA

3

5

1 2

DESA _

Sub Bidang Ketenteraman. Ketertiban
Umum, dan Pelindungan Masyarakat '

Pengadaan/Penyelenggaraan - Pos
Keamanan Desa (pembangunan  pos,
pengawasan pclaksanaan ~ jadwal

'|ronda/patroli dll)

Belanja Barang dan Jasa

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA

Sub Bidang Kelautan dan Penkanan

1 |01

Dl b B S
[y

Pemeliharaan Karamba/ Kolam Penkanan
Darat Milik Desa

1 |01|5 [2

Belanja Barang dan Jasa

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA,
KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK

Sub Bidang Penanggulangan Bencana '

00

Penanggulangan Bencana

00[5 |4

Belanja Tak terduga

Sub Bidang Keadaan Darurat

ulofen|ailen|a] o

00

DO NN [ bt | 4t [ s

Keadaan Darurat

0015 14

Belanja Tak terduga

JUMLAH BELANJA

SURPLUS /(DEFISIT)

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan

SELISIH PEMBIAYAAN

Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun

- |Berjalan {(Surplus/ (Deﬁsn) + Sel1sxh

Pembiayaan)

- KEPALA DESA .

tanda tangan

NAMA

oooooooooooo

ooooooooo

.(Nama Désa)




Keterangang Cara Pengisian :

Kolom 1

Kolom 2

~Kolom 3 :

Kolom 4
- Kolom 5

diisi berdasarkan kla31ﬁka31 Bldang Kegiatan:
a.bidang;

b.sub bidang; dan

c.kegiatan

diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan:
- Bagian pendapatan diisi: '
a.pendapatan; dan
b.kelompok pendapatan.
- 'Bagian Belanja diisi:
a. belanja, dan '
b.jenis belanja (dlsesualkan dengan _]ems keglatan)
- Bagian Pembiayaan diisi: :
a.Pembiayaan;
b. Kelompok pembiayaan.
diisi uraian Pendapatan, Belanja dan Pemblayaan

~ (nomenklatur dan kode rekemng lihat Lampiran Peraturan

Bupati ini)

:  diisi dengan Jumlah anggaran yang dltetapkan

diisi sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang
digunakan dalam kegiatan (kolom 1.c) terkait



© C. FORMAT PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN APB DESA

-KEPALA DESA ..... (Nama Desa)
- KABUPATEN KARANGANYAR

TENTANG

- PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

. Menifnbang

- Mengingat

Menetapkan

TAHUN ANGGARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
'KEPALA DESA... (Nama Desa),

: bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan

Desa Nomor....... Tahun ...... tentang Anggaran Pendapatan
- dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... ,. maka perlu
menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belan_]a Desa ..... (Nama Desa)
Tahun Anggaran pied , '

1.

21 e} | |

K FER dan seterusnya;

'~ MEMUTUSKAN

PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN

- ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ...... TAHUN

ANGGARAN .....

Pasal lv

‘Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

Anggaran ...... terdiri dari: . .

1. Pendapatan Desa - o } o :
a. Pendapatan Asli Desa =~ - RpPvecreiensnnnncns
b. Transfer - . " Rp

oooooooooooooooooo

et e i+ e i s 8



c. Pendapatan Lain-lain . C Rpecineennnnnnne
Jumlah Pendapatan " Rpeeeeeceennn

2. Belanja Desa
~ a. Bidang Penyelenggaraan Pemenntah

Desa o Rpicviiviinninnias
b. Bidang Pelaksanaan Pemba.ngunan ' o
: Desa . © RPscersscsncorsenses ‘
. ¢. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan o
Desa = 35 14« T
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat :
Desa Rp..ooreees cossenses
e. Bidang Penanggulangan Bencana, o
Darurat, dan Mendesak Desa ‘ 3 o TR
Jumlah Belanja _ ~ Rpicicniininine.
Surplus / (Deﬁsxt)

3. Pemblayaan Desa
a. Penerimaan Pembxayaan
b. Pengeluaran Pembiayaan

| Selisih Pembiayaan ( a- b" )

Slsa Leb1h Pembxayaan (SILPA) Tahun ‘
Berjalan (Surplus/ (Deﬁs1t) + Selisih
Pembiayaan) ,

Rp ..ooeezeeeeenns

Pasal 2

" Uraian lebih lanjut Penjabai'an Anggaran Pendapatan }dan
Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terplsahkan dari

Peramran Kepala Desa ini.

Pasa.l 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan BelanJa Desa
yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa ini dituangkan
lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang
disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi selaku pelaksana
kegiatan anggaran ' ,

. Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal

‘diundangkan.

Agar setiap orang dapat v’ mengetahui, memeriritahkan ‘
pengundangan  Peraturan Kepala Desa ini dengan

. penempatannya dalam Berita Desa ........ ’(Nama Desa)




EE

" Diundangkan di ...
- pada tanggal ..,

| SEKRE’I‘ARIS DESA ... (Nama Desa),
. tandatangan .

' NAMA |

~ BERITA DESA ... (Nama Desa) TAHUN

Ditetapkan di ce.eeesseecesienneee
. padatanggal.......‘..; ...........

KEPALA DESA (Nama Desa)
tanda tangan

" NAMA

... NOMOR ...



" LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA
'NOMOR .... TAHUN
PENJABARAN
PENDAPATAN

LXXTXY teres

TENTANG
ANGGARAN

. DAN BELANJA DESA

PENJABARAN AN GGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Contoh Format :

PEMERINTAH DESA
_TAHUN ANGGARAN ...

ooooooooooooooo

*resntrcee

DESA .

KODE REKENING

- URAIAN

KELUARAN

OUTPUT

ANGGARAN

SUMBER
DANA

1

2

3

VOLUME
4

SATUAN

S

7

a b

b

c

PENDAPATAN

1

PADesa

1

Hasil Usaha"

DIn|H|b[@

.. |<Objek Pendapatan>

dst...

Transfer

Dana Desa

HIDID]

NINN

<Objek Pendagatan>

dst...

|Pendapatan lain-lain

Penerimaan dari Hasil:
Kerjasama Antar Desa "

<0Objek Pendapatan>

dst...

JUMLAH PENDAPATAN

_|BELANJA

BIDANG

- |PENYELENGGARAAN
. |PEMERINTAHANDESA

Sub Bidang
Penyelenggaraan Belanja

 |Penghasilan Tetap,
. [Tunjangan dan

Operasional
Pemerintahan Desa

01

- {Penyediaan Penghasilan

Tetap dan Tunjangan
Kepala Desa

01

Belanja Pegawai

01

Penghasilan Tetap & -

|Tunjangan Kepala Desa

01

<Rincian Obyek Belanja>

Administrasi
Kependudukan,

. [Pencatatan Sipil,

Statistik dan Kearsipan

01

Pelayanan administrasi




~ KODE REKENING

URAIAN

TKELUARAN

OUTPUT

VOLUME

SATUAN

AN GGARAN

SUMBER
- DANA

1

2

3

7

umum dan
kependudukan (Surat
Pengantar/Pelayanan
KTP, Kartu Keluarga, dli)

5

01

Belanja Barang dan Jasa

01

Belanja Jasa Honorarium

<Rincian Obyek Belanja>

dst...

. dst..

BIDANG PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DESA

Sub Bidang Pendidikan

05} .

Pembangunan/
Rehabilitasi/Peningkatan
Sarana Prasarana -
Perpustakaan/Taman
Bacaan Desa/ Sanggar
Belajar

05

Belanja Modal

05

Belanja Modal Gedung
dan, Bangunan dan o
Taman

05

<Rincian Obyek Belan3a>

dst..

dst...

BIDANG PEMBINAAN
KEMASYARAKATAN
DESA _ '

Sub Bidang
Ketenteraman,
Ketertiban Umum, dan
Pelindungan
Masyarakat

01

Pengadaan/
Penyelenggaraan Pos
Keamanan Desa
(pembangunan pos,
pengawasan
pelaksanaan jadwal
ronda/patroli dll)

01

Belanja Barang dan -
Jasa -

01

Belanja Barang
Perlengkapan

01

<Rincian Obyek Belanja>

dst...

dst...

BIDANG
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA

Sub Bidang Kelautan -
dan Perikanan

01|

Pemeliharaan
Karamba /Kolam
Perikanan Darat Milik
Desa - -

01

Belanja Barang dan
Jasa

01

Belanja Barang
Perlengkapan

01

<Rincian Obyek Belama>




KODE REKENING KELUARAN/ OUTPUT ANGGARAN SUMBER

 URAIAN

VOLUME| SATUAN Rp DANA

1 | 2 » 3 C 9

dst...

dst...

Penanggulangan
Bencana, Keadaan

‘{Darurat dan Mendesak

Penanggulangan
Bencana '

00

Penanggulangan
Bencana

Qo0

Belanja Tak Terduga

00

ENENFEN

00

Belanja Tak Terduga

afnjen] o |

|t | ]

00

tijer|ang -

00

00

Belanja Tak Terduga

dst...

st...

JUMLAH BELANJA

|[SURPLUS /{DEFISIT) _

IPEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan

..h;

SiLLPA Tahun

- {Sebelumnya

SiLPA Tahun
Sebelumnya

Pengeluaran Pembiayaan

Pembentukan Dana
Cadangan

O VI OO VO]

NN N =

Pembentukan Dana
Cadangan

dst...

dst...

SELISIH PEMBIAYAAN

Sisa Lebih Pembiayaan

Selisih Pembiayaan)

{SILPA) Tahun Berjalan
" |(Surplus/(Defisit) + -

essescncens veuny

KEPALA DESA .......

) Tai';da tangan

NAMA

Sesevvresnssnee



Keterangan Cara Peng181an ‘

Kolom 1

Kolom;’z n

B Kolbrr:l? 3

Kolom%‘} »
- Kolome

Kolom 6

i Kolom 7

diisi berdasarkan klasﬁikam Bldang Keglatan

a. - bidang; v
b. sub bidang; dan
o kegxatan

Kode rekening diisi berdasarkan Klasifikasi ekonoml terdiri
dari Pendapatan, Belanja dan Pemblayaan
- Bagian pendapatan diisi:
~a. Pendapatan: .
b. kelompok pendapatan
c. jenis pendapatan; dan
d. obyek pendapatan
- Bagian Belanja diisi:
a. bclanja,
- b. jenis belanja (dlsesualkan dengan jenis keglatan),
c. obyek belanja: dan - v o
d. rincian obyek belanja.
- Bagian Pembiayaan dus1
-a. pembiayaan;
b. kelompok pemblayaan, dan
c. jems pembiayaan.

Uraian Pendapatan Belanja dan Pemblayaan (Lihat
Lampiran Peraturan Bupati ini).

: Volume diisi dengan volume (jumlah) output keglatan_
(Kolom 1.c) dan volume (jumlah) input pada rincian obyek

belanja (Kolom 2.d).

Satuan diisi dengan satuan output (paket, unit, km, Ha)
kegiatan dan satuan (paket umt) mput pada rincian obyek'
belanja.

: Anggaran dllSl dcngan Jurrﬂah anggaran yang ditetapkan.

Sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang d1gunakan
dalam keglatan (kolom 1.c) terkait. ’



 D. PANDUAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APB

DESA/ PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN APBDESA -

A O PANDUANEVALUASI SRR
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA/ PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

S | DESA S

A DASAR PEMIKIRAN B v ey S o
1. Anggaran Pendapatan dan BelanJa Desa (APB Desa) merupakan

- wujud dari pengelolaan keuangan Desa yang dibahas dan disepakati -~ -

.- oleh’ Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ~
" secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya
. kemakmuran masyarakat Desa yang dltctapkan setlap tahun dengan e

' Peraturan Desa. o
~'2." APB Desa disusun sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan Desa o

S ‘berdasarkan asas transparan, akuntable, partls1pat1f serta tertlb dan
' disiplin anggaran.

: {, 1: . Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa yang telah
. disepakati bersama antara - Pemerintah Desa dengan Badan

S 'dlevaluas1 sebelum dltetapkan menjadl Per aturan Desa

,{fBl}:MAKSUD DANTUJUAN - s o
- 1. Maksud dlkeluarkannya panduan ini - adalah untuk menjamln -

. b tercapainya - ‘kepatuhan, keselarasan, keseimbangan dan kejelasan |
L pengelolaan - keuangan Desa  dalam membiayaj . peny°16nggaraan ;
© . “pemerintahan, pelaksanaan pembangunan Desa, Pemberdayaan :

masyarakat, dan ‘pembinaan kemasyarakatan  berdasarkan. ,
kewenangan Desa yang mengutamakan kepentmgan umum dan'v'

o “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang—undangan

2. Tujuan dikeluarkannya panduan ini adalah untuk memberikan .

. 'acuan kepada para Camat dalam rangka melaksanakan evaluasi
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan/atau Rancanganv;
.Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa : R

. SASARAN EVALUASI

e Sasaran pelaksanaan evalua31 yaltu o '
-‘-."i;‘f»,z{li.‘i‘Dlperoleh data dan informasi yang akan menjadl dasar untukv
-+ memberikan penilaian  kepada Desa dalam kaitannya dengan

tentang APB Desa dan/atau Rancangan Peraturan Desa tentang -
AR J‘EPerubahan APB Desa.
.. 2., Diperoleh data dan: 1nforrnas1 yang ‘akan - menjadl dasar untuk“

o ' memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan‘vﬂv.”.

“ substansi dan materi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa -
L dan /atau Rancangan Peraturan Desa tentang Peruba.han APB Desa

. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan/atau;:- o

v Permusyawaratan Desa (BPD) dlsampalkan ‘kepada- Camat untuk : C

- kepatuhan penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Desa o



D RUANG LINGKUP EVALUASI
~ Ruang lingkup pelaksanaan evaluasi yaitu :

1.

Aspek administrasi yang meliputi 1dent1ﬁkas1‘kelengkapan data dan
informasi terkait dokumen pendukung dalam = penyusunan
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan/atau Rancangan
Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peratl.lran-peraturan yang
melandasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa dimaksud. .
Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan
materi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPIM
Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

. Aspek Aspek substansi anggaran dalam struktur APB Desa yang

mellpun pendapatan, belanJa dan pemblayaan

E. EVALUASI § :
1. PERSIAPAN EVALUASI , :
- a. Langkah yang perlu disiapkan dalam pelaksanaan evalua31 yaltu

1) Pembentukan Tim Evaluasi oleh Camat. |
~ 2) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) terdiri dari:
a. Ketua : Camat
b. Sekretaris : Kepala Seksx pada Kecamatan yang membidangi
pemerintahan atau pemberdayaan .
c. Anggota : Kepala Seksi pada Kecamatan ‘dan UPI‘ di
Kecamatan yang terkait.
3) Anggota Tim Evaluasi dimaksud adalah Pejabat dan/atau staf
yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya dari unsur terkait
untuk melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang

APB Desa dan/atau Rancangan Peraturan Desa tentang
Perubahan APB Desa

b. Dokumen Evaluasx
1) Dokumen Utama '
a} Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah
. dxsepakau bcrsama antara Pemerintah Desa dan BPD;
dan/atau. 3
b) Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa
yang telah dxsepakatl bersama antara Pemerintah Desa dan
BPD. :
2) Dokumen Penunjang (alat venﬁka31)
a) D1s1apkan oleh Desa
: . Keputusan Musyawarah BPD tentang kesepakatan -
. rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (untuk
evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desay;
- Keputusan Musyawarah BPD tentang kesepakatan
 rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa
(untuk evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang
Perubahan APB Desa);
- RPJM Desa;
-~ RKP Desa tahun berkenaan,
- Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban
‘ Realisasi pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran
~ Sebelumnya (sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku), '



s " Rancangan Peraturan Desa tentang Penjabaran APB Desa

" tahun berkenaan (untuk evalua51 Rancangan Peraturan IRTAPINY

| - Desa tentang APB Desa); | . |
© - Rancangan  Peraturan- Desa tentang Penjaba:an,
" Perubahan APB Desa tahun berkenaan (untuk evaluasi

By Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB' L

' Desa); .
- = Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak
© ¢ asal usul dan kcwenangan Iokal berskala Desa (ukav' "
,,f;;,sudahada),; o
" = Dokumen lain yang relevan mxsalnya Peraturan Desa
- tentang pembentukan Dana Cadangan, Peraturan Desa
. tentang - pendirian BUMDesa, hasﬂ u_}l kelayakan .
'~ penyertaan modal BUMDesa, dll. - :
b) D1s1apkan oleh Tim Evaluasi =~ =

Peraturan. Bupati tentang Pedoman | Pengclolaan C

.Keuangan Desa _ : . o

- Peraturan  Bupati tentang Pedoman Pengadaan ."
L 'Barang/Jasa di Desa, o ' L
- Peraturan Bupati yang mengatur mengenal Dana Desa,

- Alokasi Dana Desa (ADD), Baglan dan Hasﬂ Pajak Daerah» :

) _dan Retribusi Daerah;

- Peraturan Bupati tentang kewenangan berdasarkan hak S

asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa; -
- Besaran pagu . indikatif dan/atau - Keputusan Bupatl

- terkait Penetapan Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), -~ -

. 'Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

_; Satuan Pekexj aan.

2 PELAKSANAAN EVALUASI S T ETL .
v ;Proses evaluasi dllaksanakan dengan menempuh 2 (dua) tahapan R
 yaitu ' o

a. Pemenksaan kelengkapan dokurnen evalua31 admmmtram dan
-'legahtas S

_ Evaluasi admlmatram dan Iegahtas ini menelm beberapa halsz"f o

“antara lain :

) Kepatuhan atas kelengkapan penyampman dokumen evalua31, S
. 2) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam rancangan S
i Peraturan Desa yang akan dievaluasi; o

b 3) Konsistensi penggunaan dokumen dan 1nformas1 dQM’ o

rancangan Peraturan Desa yang akan dievaluasi;

4) Kesesuaian rancangan Peraturan Desa yang akan d1evaluasx

dengan tekms penyusunan Peraturan Desa

,' B ”‘3._»:Langkah—Langkah Eva.luasx admmlstra31 dan Iegahtas mehputl
- 1) Pengumpulan dokumen evaluasi; - .
T ".,2) Pencatatan nomor, tanggal dan kelengkapan lamplran semua

‘dokumen;

i',f>3) Penelitian dan penganallslsan nomor, tanggal dan kelengkapan s
.~ lampiran semua dokumen;

~ 4) Pembandingan tanggal penyampalan semua dokumen dengan o
ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaJan, ,
dokumen, dan D e S

. - Standar Satuan’ Harga Kabupatcn dan Anahsm Harga



- 5) Kesunpulan secara narasi tentang hasil langkah 1) s.d 4) di
atas. ,

Catatan Jlka dari hasil pemenksaan kelengkapan dokumen
tidak terpenuhi sesuai ketentuan, Tim Evaluasi meminta
- kepada Pemerintah Desa untuk melengkapinya. Waktu
pelaksanaan evaluasi d1h1tung kembali setelah dokumen
 diterima secara lengkap.

b Evaluasi kebijakan dan struktur APB Desa dan/atau perubahan
~ APB Desa. Langkah-langkah evaluas1 kebljakan dan struktur
tertuang dalam lembar kexja .

. HASIL EVALUASI

.Setelah selesai malaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa .
“tentang APB Desa atau perubahan APB Desa, Tim Evaluasi
~menyusun Laporan Hasil Evaluasi yang dltuangkan dalam Surat

- :Hasil Evaluasi Camat.

.Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampalkan temuan
- analisis terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau
:Perubahan APB Desa sebagai umpan balik kepada Pemerintah Desa
‘untuk melakukan penyempurnaan dan/atau persetujuan terhadap
.Rancangan Peraturan Desa dimaksud.:

: Laporan Hasil Evaluasi (LHE) tersebut secara garis besar menyajlkan
;mformam mengenai:

‘a.. evaluasi atas sistem APB Desa atau Perubahan APB Desa, dan
'b. evaluasi atas substansi APB Desa atau Perubahan APB Desa.

Camat bertanggung jawab terhadap hasil evaluasi dimaksud. Camat
‘akan bertanggung jawab apabila terdapat implikasi hukum dan/atau
‘kelemahan dalam implementasi APB Desa, akibat proses evaluasi

~ yang tidak dilakukan dengan baik dan benar.

- Laporan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
atau Perubahan APB Desa didistribusikan kepada :

~a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan
, b Inspektur Kabupaten

. PENUTUP

Dalam melaksanakan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Desa
" tentang APB Desa dan/atau Perubahan APB Desa agar selektif dan
‘sistematis dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-
undangan v yang _ berlaku.



FORMAT LEMBAR KERJA EVALUASI APB DESA / PERUBAHAN APB DESA

Lembar Kerja Evaluasi APB Desa/Perubahan APB Desa

Kabupaten  -: KARANGANYAR
Kecamatan
Desa - :
NO ASP}EKIY/ KOMPONEN PERIKSA KESESUAIAN ALA |
' | ' YA | TIDAK T VERIFIKASI KETERANGAN
1 | Aspek Administrasi dan Legalitas o
1.1 Apakah semua dokumen evaluasi telah

diterima dari Desa secara lengkap

1.2 Apakah pengajuan Rancangan Perdes | Berita Acara hasil musyawarah . SRS ‘ .
tentang APB Desa atau Rancangan BPD terkait Pembahas);n dan Eee:::;:ka;er:&u: o ]53 hari setelah disepakati
Perdes tentang Perubahan APB Desa | Penyepakatan Peraturan Desa | Perubahan APR eg: e;a tentang APB Desa/
dilakukan tepat waktu ‘ tentang APB Desa/Perubahan | Camat untuk dieval €sa harus diajukan kepada

' APB  Desa (lihat tanggal uast ‘

- - v ' keputusan) ) S

1.3 Apakah BPD telah menyepakati Berita Acara hasil M — .

~ |Rancangan  Perdes fentang APB BPD terkait Pembahlzx?;?lwaéi g?ga‘sarkan ketentuan ‘yang - mengatur tentang

Desa/Rancangan  Perdes  tentang Penyepakatan Peraturan Desa |
Perubahan APBDesa ' tentang APB Desa/Perubahan |

| APB Desa

Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:

2 | Aspek Kebijakan dan Struktur APB Desa/Perubahan APB Desa -
2.1 Umum | ' _
2.1.1 Apakah Rancangan Perdes tentang APB RKP Desa atau RKP Désa Perubahan t ahun

L‘l._

e ———— L



Des/Perubahan APB Desa dlsusunk IR
‘| berdasarkan = RKP Dcsa/RKP Desa

Perubahan tahun berkenaan L

,berk_gnaiag R

2.1.2

Apakah pendapata.n pos Pendapatan

telah '~ sesuai  ‘dengan . peraturan | o

Pemndang—undangan LT

| Permendagri Nomor 20 Tahun 2018|
| tentang Pengelolaan Keuangan Desa’ dan
- Peraturan Bupati Kudus tentang Pedoman

:.i ersirﬁpuiaji pénilajan aspek' Kebijakaﬁ Umum o R

Pengelolaan Keuangan Desa .

Pendapatan 5

221

Apakah estlmam pendapatan ras1ona1
dan reahstls ' :

222

Apakah est1mas1 pendapatan Desa yang |

bersumber dari Pendapatan Asli Desa

| rasional dan realistis, serta didapatkan | o
-~ | secara legal dan telah dJatur dala.m
| Peraturan Desa - - } ’

R Pcré.fﬁf_éﬁ Desa terkait PADe‘sabf_;

|223

Apakah estimasi pendapatan Desa yang N o
- | bersumber dari Dana Transfer rasxonal S
| dan realistis S :

C Mehhat Pagu Indikatif Desa dan/atau i
: Pendapatan pada tahun sebelumnya

Kesimpulan pcmlalan Struktu; APB Des /Perubaha;i APB Desa bégian Pendapatan '_ v 1‘




2.3

Belanja

23.1

Apakah penempatan pos belanja sesuai
dengan peraturan Perundang-undangan

.| Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan
Peraturan Bupati Kudus tentang Pedoman

23.2

Semua kegiatan Belanja Desa telah
sesuai dengan Kewenangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa

2.3.3

Apakah ada progfam/kcgiatah yang |

dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun
anggaran (multiyean

2.3.4

Apakah Belanja Desa yang ditetapkan

dalam APB Desa paling banyak 30%

dipergunakan untuk:

1.Penghasilan tetap dan tunjangan
Kepala Desa dan Perangkat desa;

2.0Operasional pemerintahan Desa;

3.Tunjangan dan operasional BPD; dan

‘{4.Insentif rukun tetangga dan rukun

warga.

235

Penghasilan tetap, tunjangan dan
operasional untuk Kepala Desa dan
Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan
dalam Peraturan Bupati '

Peraturan Bupati tentang ADD, pengaturan

‘mengenai penghasilan tetap Kepala Desa

dan Perangkat Desa -

2.3.6

| Besaran tunjangan dan operasional

untuk Anggota BPD, serta insentif
RT/RW dianggarkan sesuai yang
ditetapkan dalam peraturan Bupati

Peraturan Bupati tentang ADD, pengaturan
mengenai penghasilan tetap Kepala Desa
dan Perangkat Desa, pengaturan mengenai
besaran tunjangan dan operasional BPD




Standar Satuan Harga Kabupaten

2.3.7 Alokasi belanja dengan output yang
akan dihasilkan logis karena telah
memperhitungkan . tmgkat kelemahan

) dan goegrafis -
2.3.7 Penggunaan Dana Desa masuk dalam

skala prioritas, jika diluar prioritas
sudah ada proses permohonan ijin
kepada Camat saat evaluasi dan ada
pertimbangan teknisnya

Peraturan yang menyangkut Dana Desa
dan penggunaan Dana Desa serta
penentuan tipologi Desa

Kesimpulan penilaian Struktur APB Des/Perubahan APB Des bagian Belanja

pembiayaan untuk penycrtaan modal
pada BUMDesa :

24.1 Apakah penempatan pos pembiayaan
telah sesuai dengan  peraturan
) Perundang-undangan e
2.4.2 Apakah  ada  pos - pengeluaran
pembiayaan untuk pembentukan Dana
Cadangan - '
2.4.3 Apakah Pembentukan Dana Cadangan Peraturan Desa tentang Dana Cadangan
telah ditetapkan dengan Peraturan Desa R o a
2.4.4 Apakah ada  pos  pengeluaran |




2.4.5 | Apakah penyertaan modal pada Peraturan Desa tentang Pembentukan
’ BUMDesa, telah sesuai dengan| , BUMDesa dan/atan hasi uji kelayakan
peraturan Perundang-undangan dan ' ' usaha
ditetapkan melalui Peraturan Desa dan
'| memenuhi nilai kelayakan usaha

2.4.6 Pada evaluasi Perubahan APB Desa, ' - . —
pada pos penerimaan pembiayaan : : ' ‘ -

terdapat SilPA tahun  anggaran
sebelumnya .
2.4.7 Pada evaluasi Perubahan APB Desa, . o . o . S — —
o ‘| apakah SilPA tahun sebelumnya telah | S : o e R S -
digunakan seluruhnya.

‘ Kesimpuian penilaian Struktur APB Des/Perubahan APB Desa bagian Pembiayaan = o P ——— |

Kesimpulan umum hasil evaluasi

Evaluasi dxlakukan tanggal ............. Tanda tangan Ketua Tim Evaluas1
Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai)*:

 Untuk d1setu_1u1 / Untuk d1perba1k1 Desa *

Tanda Tangan
NAMA




E. FORMAT PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN APB DESA

KEPALA DESA ..... (Nama Desa) -
KABUPATEN KARANGANYAR

'PERATURAN DESA ... (Nama Desa)

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Menimbang

Mengingat .

TAHUN ANGGAR.AN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA (Nama Desa),

. d Bahwa sehubungan terjadi. perkembangan yang
~ tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah

ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan

~ Belanja Desa, karena adanya perubahan
- pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu

dilakukan perubahan Anggaran Pcndapatan dan

- Belanja Desa Tahun Anggaran ..

. bahwa berdasarkan pemmbangan sebagaJmana
~dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
. Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran
'Pendapatan dan Belan_}a Desa Tahun Anggaran,

3. ......dan seterusnya;



Menetapkan

- Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
: dan

KEPALA DESA ...

(Nama Desa)
(Nama Desa)
' MEMUTUSKAN

: - PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN

- PENDAPATAN DAN BELANJA DESA....... TAHUN
ANGGARAN ..... : :
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belan_;a Desa Tahun Anggaran et
semula berjumlah Rp..... K3 (e rupiah) sehingga menjadi Rp
C ereees 3= (oeeres rupiah) dengan rincian sebagai benkut
- 1. Pendapatan Desa _ 4 _ ‘ _.
a. semula = 7 Rpeeerreervenieee.
b. bertambah/(berkurang) - Rpeererinnas
Jumlah pendapatan setelah 3
perubahan o _ : 33« T
. 2.BelanjaDesa B - | Rp ......
~a. semula s 1 33's HUUUERO
b. bertambah/(berkurang) : R 3 - S
‘Jumlah belanja setelah perubahan Rp.ccveiicerenenes
Surplus/ (Deﬁsxt) setelah perubahan} " RpPeceevrricrvicnanns
3. Pemblayaan Desa. , v o
3.1 Penerimaan Pcmbxayaan ‘ RPuiviiriccinsnsnncens
-a, semula " Rpiiieeersrenns weerens
b. bertambah/ (berkurang) 133 o TR
Jumlah penenmaan setelah ’ o
perubahan |  Rpen, .
3 2 Pengeluaran Pemblayaan ~ 33« TSRO e
a. semula RP.evierireeracenaenns .

b bertambah / (berkurang) B 33 JPRUUUOOR



Dlundangkan di...

pada tanggal

| Jumlah pengeluaran setelah - S i
perubaha.n _ o | 33 s TR :

- Selisih pemb1ayaén setelah -
~ perubahan 0 Rpennininn

Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA)

Tahun Berjalan setelah perubahan

{Surplus/{Defisit) + ‘Selisih . o
“Pembiayaan) L | Rpiviiinireeinncnna,

' Pasa.l 2

Uralan Iebxh lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan .
Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan baglan tak terplsahkan dan

Peraturan Desa ini. -

| Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan
APBDesa. ' S : .

E Pasal 4

Peraturan Desa ini mu1a1 berlaku pada tanggal dxundangkan '

Agar setiap ‘orang dapat mengetahul, memenntahkan
pengundanga.n Peraturan Dcsa ini dalam Lembaran Desa
(nama Desa). o -

 Ditetapkan di «...overeeerrvnen. |
- pada tanggal ......ccoiuiennnne.

KEPALA DESA ..... (Nama Desa)
tanda tangan -
NAMA - ,

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan
NAMA

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...



~Contoh:

. PERATURAN DESA
" NOMOR....

' LAMPIRAN

uuuuuu

‘ BELANJA DESA

...... (Nama Desa)
TAHUN.......... R T
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN MR

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
' PEMERINTAH DESA..............
TAHUN ANGGARAN eie )

ooooooooooooooo

- KODE

 REKENING

SEMULA

MENJADI

~BERTAMBAH /

T RN

L ANGGARAN

? URAIAN S

ANGGARAN

(Rp )

| (BERKURANG) (Rp)

TR

Rp.)

8

albijc

,“sUMBERf.j”
~ DANA |

a

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

’I‘anda tangan |

KEPALA DESA ..(NamaDesa




o ,'Cara penglslan
© Kolom2:
. Kolom3:
- . Kolom 4 :
. Kolom 5 :
~ Kolom 6 :
"ilKolom 7
~ Kolom 8:

: diisi dengén kode rekenmg berdasarkan klas:ﬁka& bldang kcglatan L |

- diisi dengan kode rekemng berdasarkan lda31ﬁkas11 ekonom1 o
diisi dengan seluruh uraian sebelum perubahan S
diisi dengan anggaran sebelum perubahan

diisi dengan seluruh uraian setelah perubahan S

diisi dengan anggaran setelah perubahan

diisi dengan besaran jumlah anggaran yang berubah

dns1 dengan sumber dana L e




F. FORMAT PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN |

PERUBAHAN APB DESA
" KEPALA DESA ..... (Nama Desa)
KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN KEPALA DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ..

‘ TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
. TAHUN ANGGARAN ve——.
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA... (Nama Desa),

Menimbang ': bahwa sébaga.i " peléksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan

Desa Nomor....... Tahun ...... tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... , maka -

perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja - Desa
,....(Nama Desa) Tahun Anggaran ...... ;

Mengingat  : 1....;

2. .00

3. ......dan seterusnya;

 MEMUTUSKAN

»Men'etapkan» . PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DESA....;.. TAHUN ANGGARAN .....

~ Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan BelanJa Desa Tabun Anggaran ,
...... - semula  berjumlah Rp ... (... rupiah)
bertambah/berkurang se_]umlah Rp  ...u. (P ruplah) .
sehingga menjadi Rp ...... N (TS p1ah) dengan rincian
sebagai berikut : :

1. Pendapatan Desa
1.1 Pendapatan Ash Desa

st gahe ke A

N

@i e, i a4



‘a. Semula R A »
Lo b bertambah/ (berkurang)
-~ Jumlah Pendapatan Ash Desa setelah

o perubahan LT T Rp ......

L 1 2’I‘ransfer |
B a. Semula . |
b bertambah/ {berkurang) o
~Jumlah Pendapatan Transfer setela.h o
perubahan IR FL

1 3 Pcndapatan La1n 1a1n
- a/Semula -

b. bertambah/ (berkurang) . Rbawmee.

Jumlah Pendapatan Lam lam setelah . R
perubahan e e ';_Rp..‘-.‘.‘:.“.‘..‘..‘.}‘.:‘.,..‘_

| ”2 Belanja Desa N ) ' ’
2.1 Bldang Penyelcnggaraan Pemerlntah
Desa -

2 2 Bldang Pelaksanaan Pembangunan ,
Desaj,ﬁf’ s C '
 1 a. Semula L P
b. bertambah/ (berkurang)

2 3 B1dang Pembmaan Kemasyarakatan o
Desa L

- ‘Jumlah Pendapata.n sctelah perubahan Rp S o

a Semula Rp
b bertambah/(berkurang) . RDeeeeiieenin
Jumlah setclah perubahan RpPieeeeveeiin

- Jumlah setelah perubahan RPorerreirn

‘a. Semula e T Rpvereesveinieinne

- , Jumlah setelah perubahan _' © Rpiereeeeennl

2 4 Bldang Pemberdayaan Masyarakat" o
Desa - o
‘a. Semula 7 RPeveieieeienns

b, bertambah/(berkurang) 0 RDureessreresiioene

Jumlah setelah perubahan o © " Rpaiveieinnenna, .

2 SBldang Penanggulangan Bencana,
o ‘Darurat, dan Mendesak Desa o

b bertarnbah/(berkurang) " RPiiiiseeeseeisie: o

a. Semula - o Rp

b bertambah/(berkurang)  RPieerceiiniiee
Jumlah setelah perubahan - Rpeees

"Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp R

Surplus/(Deﬁsﬂ:) setelah Perubahan :

- 3 Pemblayaan Desa L
o 3 1 Penerlmaan Pemblayaa.n



a. Semula :
b. bertambah/(berkurang) -
Jumlah setelah perubahan’ E

- 3.2 Pengeluaran Pemblayaan
a. Semula
~ b. bertambah/ (berkurang) ‘
Jumlah setelah peruba.han

Selisih Pemb1ayaan setelah perubahan

Sisa Leblh Pembxayaan (SILPA) Tahun ’
Berjalan (Surplus/(Defisit) + Selisih
Pembiayaan) setelah perubahan.

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
‘tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
‘Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa
‘ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala

Urusan dan Kepala Seksi selaku pelaksana kegiatan
anggaran. v o

Pasal 4

. Peraturan Kepala Desa ini mu1a1 berlaku pada tanggal'

dlundangkan

Agar setiap orang : dapat mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan
penempatannya dalam Berita Desa ........ (Nama Desa)

~ Ditetapkan di ....c.oee...
- pada tanggal .....ccccorinninnias

- KEPALA DESA ... (Nama Desa)
- tanda tangan ' o
‘NAMA

-‘ Diundangkan di .

pada tanggal

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan
NAMA

BERITA DESA ...

(Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...



© Contoh Format:

».1 -

N »{

.-.f.;jf»LAMPIRAN e
o PERATURAN KEPALA DESA ..... NOMOR

.\.ff..'.’I‘AHUN

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

~ PEMERINTAH DESA.
»;;'- - - TAHUN ANGGARAN ...

ooooooo

ooooooooo

e PENJABARAN
e "PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPA’I‘AN e
~ DAN BELANJA DESA g, | L

 KODE REKENING

T MENJADI |

~RELUARANJ/OUTPUT _

ANGGARAN

KELUARAN/OUTPUT

ANGGARAN

BERTAMBAH/

SUMBER |
- .DANA

I

. URAIAN  [TVOLUME | SATUAN

" (Rp) -

 URAIAN

|[VOLUME | SATUAN

(R_p} -

(BERKURANG)

A a] o

3.

4

5

%

C

ooooooooooooooooooooo Jessacssencsesasarse

Kepala Desa, ...... (Nama Desa)

‘ Tanda tangan
. NAMA




Keterangan vCara Peng1s1an

Kolom 1

- Kolon;} 2

v Kol_orii 3

Kolom 4

- Kolom 5 '

Kolbm 6

‘diisi berdasérkan kiasxﬁkasx Bldang Kegiatan:

d. bidang;
e. . sub bidang; dan
f kegiatan. :

Kode rekening diisi berdasarkan klasifikasi ekonorm terdm .

-dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan:
- Bagian pendapatan dllSl

a. Pendapatan:

b. kelompok pendapatan:

c. jenis pendapatan; dan

 d. obyek pendapatan
- Bagian Belanja diisi:

a. belanja,
b. jenis belanja (dlsesua.lkan dengan jenis keglatan),
c. obyek belanja: dan

- d. rincian obyek belanja.

- Bagian Pembiayaan diisi:

- a. pembiayaan; -
b. kelompok pembiayaan; dan
c. jenis pemblayaan '

- merupakan anggaran pada saat sebelum perubahan

APBDesa

- Uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (Llhat

~ Lampiran Peraturan Bupati ini).

- Volume diisi dengan volume (jumlah) output keglatan

(Kolom 1l.c) dan volume (jumlah) 1nput pada rincian
obyek belanja (Kolom 2.d). :

_ ;- ~Satuan diisi dengan satuan output (paket unit, km, Ha) v
- kegiatan dan satuan (paket, unit) mput pada rincian

- obyek belanja.
- Anggaran diisi dengan jumlah anggaran yang
ditetapkan. ’ ’ ’

Co- merupakan anggaran pada ‘saat setelah Perubahan

APBDesa v
- Uraian Pendapatan, Belanja dan Pemblayaan (Lihat
- Lampiran Peraturan Bupati ini).

- Volume diisi dengan volume (jumlah) output kegxatan -

(Kolom 1l.c}) dan volume (mmlah) input pada rincian
obyek belanja (Kolom 2.d).
- Satuan diisi dengan satuan output (paket unit, km, Ha)

- kegiatan dan satuan (pakct unit) input pada rincian

obyek belanja.

- Anggaran diisi dengan Junﬂah. anggaran yang

- ditetapkan.

: diisi dehgan besaran jurnlah anggaran yang berubah

: Sumber Dana dum dengan Sumber Dana yang dlgunakan

dalam keglatan (kolom 1.¢) terkalt



G.DPA

G.1 FORMAT RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN .....
DESA -
- KECAMATAN
KABUPATEN
- PROVINSI )
KODE REKENING URAIAN |  ANGGARAN - RENCANA PENARIKAN ANGGARAN (Rp) | suMLAH ®)
: v ' : -~ Jumlah vSurgber‘ Jan IFcb—I Mar | Apr| Mei | JunIJu!I AgtlSepI Okthop]Des B
1 2 3 4 ’ 1

alblclialbjcld

Di';rexifikasi oleh:

Sekretaris Deéé,

Tanda tangan

NAMA

Disetujui »oleh:

Kepala Desa

Tanda tangan

NAMA




- Ketcrangan c%nra pengisian: |

"Kolom 1,2, 3,4dan 5 : diisi sebagaimanél yang tercantum dalam Penjabaran APB

Desa sesuai tugas yang dilaksanakan oleh masmg-masmg
Kaur/Kasi Pelaksana Keglatan Anggaran

‘K_olom_67' | : .diisi dengan:

- Pendapatan diisi sesuai rencana waktu penenmaan
pendapatan baik yang berasal dan 1nformas1 resmi
~ maupun estimasi waktu , :

- Belanja diisi sesuai rencana pengeluaran berdasarkan
DPA yang diajukan oleh Kaur/Kasi Pelaksana
Kegiatan Anggaran maupun rencana .- pengeluaran
penghasilan  tetap, untuk belanja tunjangan

operasional aparatur Desa

- Pembiayaan diisi sesuai rencana penenmaan dan

o . - pengeluaran pembiayaan. :
Kolom 7 _— : diisi jumlah penenmaan dan pengeluaran masmg—masmg

’ ' ’ 1tem o



G.2 FORMAT RENCANA KERJA KEGIATAN DESA

' RENCANA KERJA KEGIATAN DESA*

| - TAHUN ....
- DESA | v
KECAMATAN D eeenenees
KABUPATEN : KARANGANYAR
"PROVINSI C : JAWA TENGAH
o Bidang/ UbBldaSI‘ll!lz) Ke Ziatan Lokasi | Volume | Satu Biaya Sasaran Waktu Pelaksanaan Pelasksana Tim Yang
Bidang Sub. | yeoiatan % | "Rp) | Jumlah | 29" A- [ - | Kegaiatan
Bidang p) | Jum lakj | Perempuan Durasi | Mulai | Selesai | ', o2 Melaksanakan
: aki RTM Anggaran Kegiatan
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7
1 | Penyelenggaraan o 1
| Pemerintahan .
Desa

Jumlah Per Bidang 1

2 | Pelaksanaan
Pembangunan
Desa

Jumlah Per Bidang 2

3 Pembinaan
: Kemasyarakatan
Desa '

Jumlah Per Bidang 3

4 Pemberdayaan
Masyarakat
Desa




Bidang/ SubBidang Kegiatan

- ; s 3 | Biaya Sasaran Waktu Pelaksanaan Pelasksana Tim Yang
NO . Sub. . Lokasi | Volume | Satuan laki- A- . R . | Kegaiatan | Melaksanakan
Bidang Bidang Kegiatan s N | (Rp) | Jumlah laki Perempuan RTM Durasi | Mulai | Selesai | . Angg Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 il 12 13 14 15 16 17
Jumlah Per Bidang 4 - : . : - ‘ -
S Penanggulangan a
‘ bencana,
keadaan darurat
dan mendesak
Desa
Jumlah Per Bidang 5
. B _' oooooooo 49u900g SesessesnecesrasasIens e
KEPALA DESA ...... : Sekretans Desa .....
Tanda tangan : Tanda tangan
 NAMA ‘NAMA
Keterangan :

*) dokumen ini merupakan dokumen perencanaan yang dlsusun saat penyusunan RKP Desa

r iy e e g



H. FORMAT RENCANA ANGGARAN KAS -

RENCANA ANGGARANKASDESA

- Disetujui oleh:
Kepala Desa ....

Tanda tangan

NAMA

) ) TAHUN ANGGARAN“.‘.;.’O'Q;C".O' 000000
DESA ' :
KECAMATAN :©
KABUPATEN_ ot KARANGANYAR
PROVINSI : JAWA TENGAH
‘ » _ ANGGARAN PENERIMAAN/ PENGELUARAN (R ‘
KODE REKENING URAIAN (Rp.) » JUMLAH
— - -~ »(lip) Jan] Feb| Mar| Apr{ Mei| Jun] Jul] Agt]| Sep] Okt] Nop| Des| (Rp)
alblcla]jbjc] d ' : 5
Jumlah Total Penerimaan
Jumlah Total Pengeluaran
Selisih Penerimaan dan -
Pengeluaran
. Diverifikasi oleh: Ka ....... y coreetsttersiisnrraraesreanas
- Sekretaris Desa - . Ta::;f gxna;agnan,
Tanda tangan :
NAMA
NAMA




L

DPPA

I 1 RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN PERUBAHAN

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN PERUBAHAN

Tanda tangan

NAMA

_ TAHUN ANGGARAN .....
DESA o
KECAMATAN
KABUPATEN
EROVINE “SEMULA MENJADI — ’ :
B , o RENCANA PENARIKAN ANGG. N (R
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN _|._ANGGARAN N ANGGARAN (Rp) | JU(I‘éIL;‘\H
: Lo Jumlah | Sumber{ Jumlah | Sumber Jan{ Feb L MaT[ Apr | Meil Jun| Jul] AgtL Sep[ Okt] Nop| Des P
1 2 3 4 5 6 7 — o ;
atblclajbjcid :
: . i
Diverifikasi oleh: Tanda tangan
Sekretaris Desa, _ - NAMA
Tanda tangan s .
Disetujui oleh:
 NAMA -
. Kepala Desa......,




v Ketcrangah cara pehgisiéh' |

Kolom 1, 2, 8, 4, 5, 6: diisi sebagaumana yang tercantum dalam Penjabaran APB
: Desa sesuai tugas yang dilaksanakan oleh masmg-masmg
Kaur/Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran.

dan 7

Kolom 8

Kolom 9 -

: diisi dengan:

Pendapatan diisi sesuai rencana waktu penenmaan
pendapatan baik yang berasal dan 1nforrnas1 resmi
maupun estimasi waktu

Belanja diisi sesuai rencana pengeluaran berdasarkan

.DPA yang diajukan oleh Kaur/Kasi Pelaksana

Kegiatan Anggaran maupun rencana pengeluaran
pengahasilan  tetap, untuk belanja tunjangan
operasional aparatur Desa

Pembiayaan diisi sesuai rencana penenmaan dan‘
pengeluaran pemblayaan

: diisi jumlah penenmaan dan pengeluaran masing-masing
1tem ‘



J. DPA LANJUTAN .

*J.1 FORMAT RENCANA KEGIATAN DAN AN GGARAN LANJUTAN

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN LANJUTAN*

TAHUN ANGGARAN ......... eeresrenreasresaenns rerevenenes S '
DESA I cdiiiesensesesistenesisesantcies
KECAMATAN @ (iiiimctninnmsmmnsisnncsscees
KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH o
I - o | REALISASI TANJUTAN
KODE REKENING URAIAN  ANGGARAN | , Volume | Jumlah |  Waktu
' - ' o o ‘ 8 : kegiatan | Anggaran | Penyelesaian Penarikan Anggaran (Rp)
Jumlah Jumlah ~ = : . ) . -
! Rp_|S9™P| gy [ % Rp- hari | Jan | Feb | Mar | Jumlah
al bl c d .
Diverifikasi oleh: ’
Sekretaris Desa, Kaur /Kasi |
Tanda tangan Tanda tangas .
NAMA . - NAMA
- ‘Disetujui oleh: '
. Kepala Desa

Keterangan: *) Diisi untuk kegiatan yang dilanjutkan saja

NAMA




e e g

et et e et . e e o 1 e ittt S i

' K. BUKU PEMBANTU KEGIATAN

K 1 BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN

D_ESA.....;.;....... KECAMATAN.......
- TAHUN ANGGARAN......cvveeeremeaen. .
No. | Tanggal |. Nomor Uraian Penerimaan | Pengeluaran (Rp} Pengembalian | Saldo Kas
' 1 Bukti ' o dari Kas » ‘ ke Kas Desa (Rp.)
(Rp) - Belanja | Belanja (Rp) '
’ Barang Modal . .
dan Jasa -
1 2 3 4 5 6 7 8 9
'~ (Pindahan Jumlah | ’ “
dari halaman
sebelumnya
Jumlah
Total Penerimaan i {Total Pengeluaran
otal Pengeluaran + Saldo Kas
Kaur/Kasi....c.eseeveenarenene. resnsresraersransas
(..»'C‘ 00000 AR R R R Y Y qAvesvacsaset )
Cara pengisian: -
Kolom 1 1 diisi dengan nomor umt
Kolom 2 : diisi dengan tanggal transaksi.
Kolom 3 : diisi dengan nomor bukti transaksi.
Kolom 4 : diisi dengan uraian transaksi.
Kolom S : diisi dengan jumlah rupiah yang diterima dari kas Desa.
Kolom 8 - : diisi dengan jenis pengeluaran belanja/barang dan jasa.
Kolom 9 : diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal.
Kolom 10. : diisi dengan jumlah rupiah yang dlkenllbahkan ke Kas Desa
: diisi dengan Jumlah saldo kas dalam rupiah.

Kolom 11




K. 2 BUKU PEMBANT U KEGIATAN PENERIMAAN SWADAYA MASYARAKAT :

BUKU PEMBANT U KEGIATAN PENERIMAAN SWADAYA MASYARAKAT

Kolom _8

Kas Desa.

DESA..cciiverenese @CAMTAN eeene
- TAHUN ANGGARAN.........
 Nama Kegiatan: c.eersecrmmsrssssenes -
No.|Tanggal | Nomor Uraian Penerimaan Nomor |Saldo Kas
. ‘ Bukti : Uang (Rp) Barang/ [Bukti Setor| (Rp.)
Tenaga ke Kas v
b (Volume) ‘Desa
1 2 -3 4 6 7 8
Pindahan “
Jumlah dari
halaman
sebelumnya
Jumlah
Total
- Kaur/ Ka31
(oneemneneasseenensseraseess)
Cara pehgfsian:
Kolom 1 : diisi dengan nomor urut.
- Kolom 2- : diisi dengan tanggal transaksi.
- Kolom 3 : diisi dengan nomor bukti transaksi. - ‘

‘Kolom 4 : diisi nama/sumber pemberi/bantuan dan j Jems bantuan

Kolom 5 : diisi dengan jumlah uang yang berikan.

Kolom 6 : diisi dengan volume jenis b ang/ tenaga.

-Kolom 7 : diisi dengan nomer bukti se lor/ pemberitahuan kepada Bendahara.

: diisi dengan jumlah rupxah sebagau saldo yang harus dlkembahkan ke



L. FORMAT LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN

. LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN

NAMA

Bulan ......... Tahun TR
DESA ! cevecccsesennennns
KECAMATAN @ creiiieiennrncisninnsens
KABUPATEN : KARANGANYAR
PROVINSI : JAWA TENGAH
OUTPUT _ ‘ SUMBER DANA
) ' o : Rencana Realisasi Sampai Saat ini D - Alokasi .Lai : o
KODE REKENING URAIAN - : » : Dana " Dana n- , L
T AT ‘ An Ange Capai esa Desa Lain Bentuk Lain
{Volume | Satuan gg‘ a1 lYolume | Satuan - aran| Lapaian (Rp) . —(Rp)—+- (Rp) :
: (Rp) | Rpl_ | (%) 2
-1 3 4 5 6 7 8 9 - 10 11 12 13 14
al bl cla d ' ' - ,
Jumlah
Kaur/Kasi ......
Tanda tangan




: Ketérangan’ Cara Pengisian :
Kolom 1 dan 2

Kolom 3

Koloﬁi 4 -
Kolom 5

Kolom 6

: Kolom 7
Kolom 8 |
‘Kolom 9

- Kolom 10

Kolom 11

‘Kolom 12
Kolom 13

Kolom 14

: diisi satuan vol

: diisi dengan Kode Rekenmg :
: diisi dengan Bidang, Sub B1dang dan Jenis Kegiatan

sebagaimana yang tercantum dalam penjabara.n APB
Desa. _

. diisi volume keglatan yang dlrencanakan
. diisi satuan volume contoh '

Jembatan/bcmgunan/barang atau yang sejenis =
unit

- jalan/irigasif drainase atau yang sejen1s= M
- kegiatan non fisik - paket. '

. diisi jumlah anggaran yang direncanakan.

saat ini.

; diisi volume k::jrnatan yang terealisasi sampa1 dengan

me yang terealisasi sampai dengan saat
ini. . ' :

: diisi dengan junilah dana yang digunakan.
: diisi dengan prosentase capaian kegiatan dan anggaran

yang digunakan}

: diisi dengan penggunaan dana dari Dana Desa (DD).
: diisi dengan pe ggunaan dana dari Alokasi Dana Desa

(ADD).

: diisi dengan penggunaan dana dari sumber la.in selain

DD dan ADD.

: Diisi dengan penggunaan bantuan yang tidak berupa

uang.




" M. FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

SURAT PERMINTAZ

10. Kolom 7 : diisi dengan sisa anggaran.

aan dana sampai saat ini.

PEMBAYARAN { SPP)
DESA ..covvineee CAMATAN .....coveene
TAHUN ANGGARAN .........
Bidang e veteeveenedhe revereesneaee
Sub Bidang 3 sesavnenssansassnse sobeaseoass crerens
- Kegiatan ' - R SO S
. Waktu Pelaksanaan B T T TRPeP Y
. N PENCAIRAN ' JUMLAH
PAGU PERMINTAAN
NO URAIAN ANGGARAN | |S;D;YG | "SEKARANG SAMPI“;IISMT | SISA DAN/
' _(Rp) _(Rp) Rp)_ Rp.) (Rp)
1 2 3 4 S 6 7
— JUMLAH
elah dilakcukan venﬁkasx ................. , ................
- Sekretaris Desa, ' Kaur/ Kasi..........
Tanda tangan Tanda tangan
' NAMA NAMA
D1setuju1 untuk dlbayarkax Telah dibayar lunas
Kepala Desa, . - Kaur Keuangan, |
Tanda tangan Tanda tangan
'NAMA 'NAMA |
" Cara pengxsxan
1. Bidang diisi dengan nornenklatur dan kode rekening sesuai APB Desa. -
2. - Sub Bidang diisi dengan nomenklatur kode rekening sesuai APB Desa
3. Kegiatan diisi dengan nomenklatur kode rekemng sesuai APB Desa.
4. Kolom 1 : dengan nomor urut.
5. Kolom 2 : diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana keglatan
6. - Kolom 3 : diisi dengan rincian pagu da}‘na sesuai dengan rencana kegiatan,
7. Kolom 4 : diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya.
8. Kolom 5 : diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar.
9. Kolom 6 : diisi dengan jumlah permmtl

eyt e Sam—ap



N. FORMAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA'

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA

DESA ............ KECAMATAN ......ccovrnen.
- TAHUN ANGGARAN .........
o Bidang: - ............... ’
- SubBidang ... passessssnsessen
Kegiatan Deeerrenenns rrereeresarisisssasane
NOJ - PENERIMA i URAIAN JUMLAH
_ o _ (Rp.)
B . |
|
- - |
: JUMLAH (Rp.)
| ’ :

PNOO @R

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut di atas sebagai terlampir, untuk
kelengkapan :
Dexmklan surat pernyataan ini dlbuat dengan sebenarnya

Tanda tangan

NAMA

Cara pengisian: L
Bidang diisi dengan nomenklatur dan kode rcken.mg sesuai APB Desa.
Sub Bidang diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Desa.

- Kegiatan diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Desa.
Kolom 1 : diisi dengan nomor urut.

. Kolom 2 : diisi dengan penenma pembayaran yang ada di buktl belanja.

Kolom 3 : diisi dengan uraian kepcrlﬁan belanja

kolom 4 : diisi dengan jumlah belanja. -

baris jumlah diisi jumlah keseluruhan.




-

0. FORMAT LAPORAN AKHIR REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN

LAPORAN AKHIR REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN

Bulan:........ Tahun : ............
15) 1) (R SO
- KECAMATAN L reeieeensssscsecssanasesnsane
- KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI : JAWA TENGAH
OUTPUT . o - SUMBER DANA
. g Rencana Realisasi “ Alokasi . .
Dana . Lain-
KODE REKENING - URAIAN ‘ - » — p— Desa DDaerslaa , Bentuk Lai |
' | Volume [ Satuan |88 lyglume | Satuan [MB8RTAR(Capaian | ph | Ror (Rp) o
: {Rp) —(Rp)—|—{(%)—1 » .
1 2 3 | 4 ) 6 | 7 8 : 9 10 11 12 13 14
al bl cfa] bjc | d - v
Jumlah
Kaur/Kasi ......
Tanda tangan

NAMA




" Keterangan Cara‘Pengisian :

: Kdlom' 1 dan 2 : diisi dengan Kod¢ Rekemng R )
Kolom 3 . diisi dengan Bidang, Sub Bldang dan Jems Kegiatan
: ~ sebagaimana yang tercantum dalam penjabaran APB
N - Desa., '
Kolom 4 . diisi volume keglatan yang du‘encanakan
Kolom 5 : diisi satuan volume contoh:
" ” - jembatan/bangunan/ barang atau yang sejenis = unit
- jalan/irigasi/ drainase atau ‘yang sejems— M
_ - kegiatan non FSlk paket
Kolom6 = : diisi Jumlah anggaran yang dxrencanakan v
Kolom 7 : d1131 volume kegnatan yang terea.hsam sampai dengan |
; saat ini. . _
Kolom 8 ~ : diisi satuan volume yang terealisasi sampai dengan saat
' ' ini. B g - '
~Kolom9 = : diisi dengan jumlah dana yang digunakan. |
Kolom 10 @ diisi dengan prosentase capa.lan keglatan dan anggaran
' - yangdigunakan.| = - o
Kolom 1 1} . diisi dengan penggunaan dana dari Dana Desa (DD) |
 Kolom 12 ¢ diisi dengan penggunaan dana dari Alokasi Dana Desa
. (aDD. S
Kolom 13 ~ : diisi dengan pcnggunaan dana dari sumber lain selain
- .. . DDdanADD. , : .
Kolom 14 : DllSl dengan penggunaan bantuan yang udak berupa'

. uang




{

P. BUKU KAS UMUM, BUKU PEMBANTU KAS UMUM, KUITANSI

P.1 FORMAT BUKU KAS UMUM

KECAMATAN :

KABUPATEN : KARANGANYAR
PROVINSI  : JAWA TENGAH

\

" BUKU KAS UMUM

oooooooooooo

, : . o : o JUMLAH : ‘
| NOTGL KODE REKENING URAIAN PENERIMAAN { PENGELUARAN NOMOR PENGELUARAN |- SALDO
- (Rp) (Rp) BUKTI KOMULATIF (Rp)
112 | - 3 4 5 , 6 7 ( Bpl 9
1 2 . : -
al blcja | blc [ d
JUMLAH Rp __Rp Rp Rp
‘ Diverivikasi Oléh D ssereseercnserastesey sronnsssenssasanersns
~ Sekretaris Deéa Kaur Keuaﬁ
gan
Tanda tangan Tand
" NAMA » . Tanda tangan
Disetujui oleh :

- Kepala Desa,
- Tanda tangan

NAMA

NAMA




S .‘:‘Keterangan Cara pengtsxan

‘Kolom'1: diisi dengan nomor urut penenmaa.n atau pengeluaran
* _ Kolom 2 : ' diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran. : ‘
- - Kolom 3: du31 dengan kode rekening penenmaan dan pengeluaran sebagalmana tertera
T dalam Penjabara.n APB Desa. L '
~ Kolom 4; dusx ‘dengan uraian transaksi penerxmaan atau pengeluara.n sebagalmana
RSN S * tertera dalam penjabaran APB Desa. - - S
.. Kolom 5 : diisi dengan jumlah rupiah penerimaan.
' Kolom 6 : diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran. =
. Kolom 7 : diisi dengan nomor bukti transaksi. -~
" . Kolom 8 : ' diisi dengan netto transaksi.
S Kolom 9: dus1 dengan saldo kas ‘




P. 2 FORMAT BUKU PEMBANTU KAS UMUM

P2 1 FORMAT BUKU PEMBANTU BANK ff“{,’ o
T P T S BANK A
TZDESA";ua.KECAMATAN ....... A
' TAHUNANGGARAN ......... el N
R BULAN
'BANK CABANG = :

NO REKENING

SALDO

“PENGELUARAN (gp)

" PEMASUKAN (Rp]__

o vo |

TANGGAL

B
_ TRANSAKSI

" BUKTI

TRANSAKSI

 SETORAN

- BUNGA
- BANK

| PENARIKAN

PAJAK

BIAYA ADM

" FOTAL TRANSAKSI BULAN INI _

 TRANSAKSI

2 1 5 1 6 T 7 T T & T 9 5

[TOTAL TRANSAKSIKUMULATIF




Kolorn 1

. Bank
R Kolom 2

- 7;;.:1 Kolom 3
i pcngeluaran

S ‘Kolom 4
: ""Kolovm‘_s '

o K'oblo_i'n 6 diisi dengan pemasukan Jumlah bunga Bank

Kolom 7

- _‘:“",.F_Kolovm 8
" Kolom 9
S ':Kolom 10 dllSl dengan sa.ldo Bank

- ; Keterangan Cara peng131an

d11s1 dengan nomor urut pemasukan dan pengeluaran N a

dllSl dengan tanggal transaksu Bank ‘ ‘
d1131 dengan ureuan transak31 pemasukan dan

: d1131 dengan bukt1 transak31 _
: diisi dengan pemasukan _]umlah setoran -

,v':}‘dus1 dengan pengeluaran _]umlah penankan
: diisi dengan pengeluaran Jumlah pajak o
:vdusl dengan pengeluaran blaya admlnlstra51 PN



P 2 2 FORMAT BUKU KAS PEMBANTU PAJAK

" Kolom 2

Kolom 3

- Kolom 4

Kolom 5
 Kolom 6

Keterangan Cara penglsmn
- Kolom 1

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
DESA. ...... KECAMATAN ..
 TAHUN ANGGARAN .....

, R, ' - PEMOTONGAN | PENYETORAN SALDO
NO | TANGGAL URAIAN Re) (Rp) Rp)
1 2 3 ‘ 4 5 6
UMLAH

e
Tanda tangan
NAMA

: diisi dengan nomor urut penenmaan (dari pemotongan pajak) atau

‘pengeluaran (dari penyetoran pajak).

: diisi dengan tanggal penerlmaan atas pengeluaran -
: diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas

: diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.
: diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.
: diisi dengan saldo buku kas bendahara.




P23 F ORMAT BUKU PEMBANTU PANJAR

BUKU PEMBANTU PANJAR

DESA....ccccve.e. KECAMATAN ...covevenne
TAHUN ANGGARAN.....c...uun
v L : ' , Pemberian Pertanggung
No.| Tanggal |Nomor Bukti|  Uraian Penerima |  (Rp) jawaban Panjar [Saldo (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8

| 'Ko_lom 1
Kolom 2

Koiom 3
Kolorn 4

"Kolom 5

Kolorn 6

"Kolom 7

Kolom 8

Bendahara

Keterangan Cara pengisiari:

: diisi dengan nomor urut.
: diisi dengan tanggal transaksi.

dikembalikan ke Kas Desa

oooooooooooooooo

Kaur Keuangan ,
Tanda tangan

NAMA

: diisi dengan nomor bukti transaksi.

: diisi dengan Jumlah uang yang berikan. _
: diisi dengan volume j jenis barang/tenaga.

: diisi nama/ sumber pemben bantuan dan jenis bantuan.

: diisi dengan nomer bukti setor/ pembentahuan kepada

: diisi dengan Jumlah rupiah sebagai saldo yang harus




| P3CONTOH FORMATKUITANSL -

KANTORDESA ..., (nama dosa)

" | KECAMATAN  : ....... (nama kecama‘t’an)‘ R

KABUPATEN - KARANGANYAR : S
B ’I‘ANDA BUKTI PENGELUARAN UANG |

’,Telah tcnma dan Kaur Keuangan Desa creereen (Nama Desa)

- ?Uang sebesar ':' Rp ... (Jumlah dalam angka)
S ( Jumlahdalamhuruf J o f -

f Sebaga1 pembayaran ..... (Sebutkan 'I‘ujuan Pembayaran / Keglatan / Belanja) "

D Catatan Keuangan :
Yang mcmben, R Yang menerlma

~Kaur Keuangan .~ Tanda tangan
Tandatangan LT

RANTOR DESA ... (nama desa).
| KECAMATAN ':' Cveeent (nama kecamatan)
| KABUPATEN -.:j~  KARANGANYAR .

TANDA BUKTI PENERIMAAN UANG

N Telah tenma dan ...... (Nama pemben)

‘Uang sebesar - ..... . (Jumlah dalam angka)
( Jumlahdalamhuruf )

»j ff ‘fSebagal pembayaran (Scbutkan 'I‘uguan Pembayaran / Kegxatan/Belan_]a) R

Catatan Keuangan o

| Yang memben, . : f Yang menerima. R
.~ Tanda tangan .~ Kaur Keuangan Desa ... =
A Tandatangan '




' _'v.,.’v’-.CaI‘a penglslan R SR _
~ Kolom 1: diisi berdasarkan kla81ﬁka81 Bldang Keg],a,tan

| Q LAPORAN PELAKSANAAN APB DESA SEMESTER PERTAMA DAN

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Q 1 FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA SEMESTER PERTAMA R

s LAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

SEMESTER PERTAMA -~
 PEMERINTAH DESA.....,.»..;;;.'.- R
 TAHUN ANGGARAN....coeoe.

e Lot b o ) REALISAST
~ KODEREKENING ~ | -~ "URAIAN - . | ANGGARAN [ ANGGARAN | SUMBE}

b b me | e o | DaNa
alblclalbl clad R ~ : T B DR

cha.la Desa,
o ( ....... R ) L
.. a.bidang;

- b.Sub Bldang, dban
- c.kegiatan,

Lo Kolom 2 dus1 berdasarkan kla31ﬁkas1 ekonomx terdm dan Pcndapatan, L

Belanja dan Pembiayaan:
- Bagian pendapatan d11s1
- a.Pendapatan;
 b. kelompok pendapatan
c.jenis pendapatan; dan
d. obyek pendapatan.
" Bagian Belan_]a d1131
© * a.belanja; o N
. b.jenis bclanja (dlsesumkan dengan Jems kegxatan),
c.obyek belanja: dan v '
~ d.rincian obyek belanJa
- Bagian Pcmblayaan dn31
'~ a.Pembiayaan; - R
~ b. Kelompok pemblayaan dan T
c. Jems pemblayaa.n '

o : Kolom3 ;. diisi uraian Pendapatan, Belan_]a dan Pemb1ayaan (Llhat Lamplran A '} _" .

' Peraturan Bupati ini) -

- Koldi'n 4: diisi dengan jumlah anggaran yang dltetapkan
~ Kolom 5: diisi dengan realisasi anggaran yang dlgunakan .
- Kolom 6 diisi sumber Dana diisi dengan Sumbcr Dana yang d1gunakan dalam

o keglatan (kolom 1 c} terkalt '



Q.2 FORMAT LAPORAN AKHIR REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN SEMESTER PERTAMA

DESA

_ LAPORAN AKHIR REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN R

01 Januan s. d 30 Jum (SEMES’I‘ER PERTAMA) Tahun ............ v

- NAMA

KECAMATAN @ crirriicirercensriecrincenes
KABUPATEN : KARANGANYAR
- PROVINSI : JAWA TENGAH
OUTPUT SUMBER DANA
. ’ Rencana Realisasi Alokasi .
KODE REKENING URAIAN pana Dana Lain | Bentuk Lain
' Volume | Satuan Anggaran Volume| Satuan Anggaran) Capaian (Rp) I()lgsfv (Rp) :
. . (Rp) Rp) (%) | P |
— 3 4 5 6 7 8 9 | 10 | 1 12 13 14
bl cfa| bjc i d : , - - ,
Jumlah a
Kaur/Kasi
Tanda tangan




Keterahgan Cara Pengisian :

:-Kolorn 1 dan 2

~ Kolom 3

Kolom 4
| ‘. Koloz@ S

| Kolomi 6
“Kolom 7
,'.'vKo‘lom—iS :

Kolom 9

| Kolom 10

Kolom 11

fKoIom :1'2 ‘

Kolom ;13

v quom 14

+ diisi dcngan Kode Rckenmg , v
:'dxlsl dengan Bidang, Sub Bldang dan Jenis Kegiatan

sebaga.lmana yang tercantum dalam penjabaran APB Desa.

: diisi volume keglatan yang dlrencanakan
: d11$1 satuan volume contoh: ’

- Jembatan / bangunan/ barang atau yang sejenis = umt
_jalan/irigasi/ drainase atau yang sc_]ems= M
~ kegiatan non fisik - pakct '

: diisi jumlah anggaran yang dxrencanakan . ,
: ,d1131 volume kegiatan yang tereahsa31 sampai dengan saat

ini.

: diisi ‘satlia'n volume yang terealisasi sampai dengan saat ini.
: diisi dengan jumlah dana yang digunakan.
: diisi dengan prosentase capaxan keglatan dan anggaran yang

d1gunakan

: diisi dengan penggunaan dana dari Dana Desa (DD}, -
: diisi dengan penggunaan dana dari Alokasi Dana Desa

(ADD).

: }dusn dengan penggunaan dana dari sumber lam selam DD
dan ADD. -

: Diisi dengan penggunaan bantuan y‘ang tidak berupa uang.



Q.3 FORMAT RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APB DESA

KEPALA DESA ..... (Nama Desa)
KABUPATEN ........ (Narna Kabupaten)

PERATURAN DESA (Nama Desa)
'NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

. . LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
o o ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
- - TAHUN ANGGARAN ..

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
»KEPALA DESA (Nama Desa),

! ‘ Menimbang : f bahwa Anggaran Pendapatan dan BelanJa Desa

L - sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa

] v - dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung

L - S - . jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran
o . : masyarakat Desa, » :

'g. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

~Tahun Anggaran ...... termuat dalam Peraturan

- Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja -

Desa Tahun Anggaran ..... yang disusun sesuai

dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan

" Desa ~ perlu  dipertanggungjawabkan
pelaksanaannya; - _

“h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan
Pertanggungjawaban = Realisasi 'Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran ......; .

L Mengingéit o : S

3. ......dan 'seterusnya;




Menetapkan

| 'Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)
KEPALA DESA ... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN

: PERATURAN - DESA  TENTANG LAPORAN

- PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN

- ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN ........ . v .

Pasal 1
' Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran ...... dengan perincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Desa - Rpiccnininien, ,
2. Belanja Desa T RpPeeerrrriinnnnen
a. Bidang Penyelenggaraan ‘ .
Pemerintahan Desa 34 o HURURRRN
b. Bidang Pelaksanaan ,
Pembangunan Desa |34 « TN
c. Bidang Pembinaan
Kemasyarakatan Desa |33 o TN
d. Bidang Pemberdayaan _ ,
Masyarakat Desa SRS 24 « S

e. Bidang Penanggulangan
' Bencana, Darurat dan

Mendesak Desa  RPeeieiereniaraiineies
Jumlah Belanja o RPosierieiennisennnes
Surplus/Defisit ’ D 23 o TP

3. Pemblayaan Desa -
- a. Penerimaan Pemblayaan Rp.......
b. Pengeluaran Pembiayaan  Rp.......ccceeececeeens '

Selisih Pembiayaan (a-b) 23 0 JURROURRURRRN

Sisa ~ Lebih Perhitungan
Anggaran  (SiLPA) Tahun
Berjalan (Surplus/{Defisit) +
Selisih Pembiayaan) | 34 o OO

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan
 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana
- dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran

‘Peraturan Desa ini yang terdiri dari:

- a. LampiranI : Laporan Keuangan



b. LampiranIl  : Laporan Realisasi  kegiatan
B ‘periode 01 Januari -~ 31
» ' Desember Tahun Anggaran .... ,
c. Lampiran Il  : Daftar program sektoral, program
’ , daerah dan program lainnya yang
masuk ke Desa.

Pasal 3
Lampiran sebagaxmana dimaksud dalam Pasal 2
merupakan bag1an yang tidak terpxsahkan dari
Peraturan Desa ini. .

_ Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan. :

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran
Desa... .... (Nama Desa).
. N Ditetapkan di ceerrrcieenneneeanns
pada tanggal TR
KEPALA DESA ..(Nama Desa)
tax}da tarigan |
NAMA

. Diundangkan di ...

SEKRETARIS DESA . {Nama Desa),
v».tanda tangan

'NAMA

' LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...



'LAMPIRANI

'PERATURAN DESA ..... NOMOR

..... TAHUN ...... TEN’I‘ANG
LAPORAN

‘ PERTANGGUNGJAWABAN

REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN .......

- LAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH DESA ....
- KECAMATAN ..
KABUPATEN KARANGANYAR

TAHUN ANGGARAN .....

DAFTAR ISI

Lapgran Realisasi APBDesa

Halaman

Catatan Atas Laporan Keuangan

A. Informasi Umum

B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

C. Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran

Rekonsiliasi SilPA dan Kas

Pendapatan Asli Desa

Dana Desa

Bagian dari Hasil Pajak dan Retnbusx Daerah

Alokasi Dana Desa

Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi

Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten

Pendapatan Lain-lain

Belanja Bidang Penyelerlggaraan Pemerintahan Desa

Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan
Mendesak

B R B EELE

Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi _

Belanja Desa dalam Klas:ﬁkam Sub Bidang (fungsi)

Pembiayaan

Aset Desa

Penyertaan Modal Desa

19,

.. dst..

EEEIEEIETE

Lampiran

a. Lampiran | - Rincian Aset Tetap Desa

_b. La.rnLan Il - .... Dst..

§§




- LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA .....
KECAMATAN ....
KABUPATEN KARANGANYAR
- TAHUN ANGGARAN .....

o Ref Anggaran Realisasi %ﬂg/
ENDAPATAN
Pendapatan Asli Desa C.2 , XXX XXX AKX XXX X<
Pendapatan Transfer ) .
Dana Desa ' S c3 boode s JEENNED ¢ o & oo d .
Ragian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah c4 XXRXRX  RXRXXX .
Alokasi Dana Desa : c.5 o XEXXXX oKX ’
Bantuan Keuangan Propinsi ce6 ‘ KKK KKK | XXX h
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota (o KKK XKK - KX XK ,
Pendapatan Leain lain , C.8 - XOO0 XXX FOOK XKK
JUMLAH PENDAPATAN ' X JOK XXX X XK. XXX X.XXX]
BELANJA o | = _ |
Bidang Penyelenggaraan pemcnntahan Desa C9danCl5 - oKX XOOLXXX :
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa . C.10dan C15 CXEXXKK . XXKIOX :
' Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa . * C.11 dan C15 OXXKK KKK o oxd
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa C.12dan C15 - XXX XKX - XXKXXXK ' '
Bidang Penangulangan Bencana, Keadaan Darurat dan o . ' ’
Mendesak Desa . C.13dan C15 IO XKK | XXKXHK
JUMLAH BELANJA  C.14 : X.XXK.XXX X XXX XXX X.
SURPLUS/(DEFISIT} v ' XX XXX RXXXX XX
PEMBIAYAAN L cis S |
-Penerimaan Pembiayaan - : KK SOEX HXXXRK
. Pengeluaran Pembiayaan : : _XXX.XKX XXK. XXX
S PEMBIAYAAN NETTO XX XXX XX XXX XX
SILPA TAHUN BERJALAN XXX XXX AXX]

L1hat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan baglan yang tidak
tcrplsahkan dari laporan kcuangan -



" CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
" PEMERINTAH DESA ....
. KECAMATAN ...., |
KABUPATEN KARANGANYAR
~ TAHUN ANGGARAN ..... .

A Informasx Umum

- Pemerintah Desa ABC merupakan desa di Kecamatan KLM, Kabupaten XYZ. Sesuai dengan |
, Keputusan Bupati NO. cvoicveccrcrvicctrnnees . Tanggal ceeesenresineenne ., saat ini kepengurusan

- Pemerintahan Desa ABC
1. Kepala Desa : XXXXX

. 2, Sekretaris Desa : YYYYY

3. Bendahara Desa : ZZZZZ :

'Kantor Pemerintahan Desa beralamat di .....c.cvecessereressnsnssennss, Desa ABC, Kecamatan KLM, -
Kabupaten . . v :

B. Dasar Pcnyajian Laporan Keuéngan '
‘Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas dengan dasar harga

“ perolchan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Bela.n;a dicatat
- pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat deﬁmtzf. v v

C. Rmclan Pos Laporan Keuangan

1, Rekonsiliasi SILPA dan Kas

SILPA tahun anggaran 20x1

K.

Mutasi Potongan Pajak ’ ‘ ' » . :
- Saldo Awal Periode Potongan PaJak yg belum dzsetor ke Kas Nega.ra , XXX
. - Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan ‘ XXX
" - Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran bexjalan : XX)
- Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara '

Saldo Kas per 31 DCSCI.nbcr 20x1

2. Pendapatan Asli Desa -

Pendapatan Asli Desa terdiri dari:

’ ' e Lebih
: Anggaran Realisasi (kuraxzé
Pendapatan Asli Desa terdiri dari: ' ) ' '
a. Hasil Usaha XXRXEX . XKXKXX xxx
b. Hasil Aset : ’ ' | XXX.XKX . XXRKXX XXX
¢. Swadaya, partisipasi, dan Gotong Royong - XXX XXX KX KKK povd
 d. Lain-lain PADes yang sah - - XRXXXX XEX.KXX XXX

XXX.XXX XXX XXX

s

XXX

3. Dana Desa :
Dana Desa merupakan penenmaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penenmaan
Dana Desa selama tahun anggaran 20x1 adalah sebagaa benkut

‘ ' . : " Anggaran Realisasi ' %‘:ﬁé
Tahap 1 I T E - XKX.XXX | XXX.XXX XXX
Tahap 2 ‘ ) L XXX XXX XXX XXX XXX

HXX XXX XXX XXX

4. Baglan dari hasil pajak dan Retnbusx Daerah : ’
Penerimaan Desa yang berasal dari Bag1an dari hasil pajak dan Rctnbusx Dacrah adalah
sebagai .

Anggaran Reahsasx_ - {Lebih)/



TAahaplb ,‘ , | ‘ . XXX.XXX

" Tahap 2 : ‘ KXX.XXX XXX XXX . XXX
5. Alokasi Dana Desa (ADD)
Penenmaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai bcxkut.
» | Anggaran Realisasi glc‘uc?algz ' |
Tahapl S | XXLXXX XXX XXX XXX
" Tahap2 ' . : v RXX.XKX RXKXKX XXX
Bantuan Keua.nganb Propinsi’ : : v
. Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Propinsi eeerernenn adalah sebagai
_ belkur : . ‘ ‘
C . Lebih
: Anggaran Realisasi (kuran)g/
0..000..%000'.00.0 . " ) XXX . XXX XXX XXX . XXX
R ’ o o XXX XXX XXX XXX XXX
R Bantuan Keuangan Kabupaten/kota : ‘
Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ........... ada.lah
sebaga.l .
I {Lebih}/
| | | Anggara.n Realisasi kurang
retstenniasanens : ‘ ' KRX.XKX XK, XXX } XXX
ettt ieenans . AT . XX XXX XXX. XXX XXX
8. Pexidapatan Lain-lain
- ' Pendapatan lain-lain terdiri dari:
: ' . (Lebih)/

, v Anggaran Realisasi kurang
Penerimaan dari hasil kerjasama antar Desa KKEXXX . OKXXX XXX
Penerimaan dari hasﬂ kexjasama Desa dcngan v S
pihak ketiga XK XXX XXX XXX XXX
Penerimaan dari bantuan perusahaan yang : . . v
berlokasi di Desa » YOK. XXX boo oo d XXX
Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga XXX, XXX XX KKK XXX
Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran :

. sebelumnya yang mengaklbat.kan penerimaan di
kas , v
Desa - o IR - T RRRLXXX KXKXKX ' | XX
Bunga bank : ’ ‘ o v XXX XXX . XXX.XXX . XXX
Lain-lain pendapatan yang sah : . XERXXX . KXXXXK XXX
9, Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
' Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari:
. L {Lebih
| Anggaran Realisasi kuran?z/
Belanja Pegawax o . S o XX XXX XXX XXX L XXX
Belanja Barang dan Jasa ' KR KKK KRRXKK : XXX
Belanja Modal . S XXX. XXX XXX XXX ' XXX
' XXX. XXX XXX XXX XXX




10 Belanja Bxdang Pembangunan Desa !

BelanJa untuk Bldang Pembanguna.n Desa térdm darl

Anggaran  Realisasi

(Lebih)/:;.‘,‘
_kurang -

BelanJaBarangdanJasa o T omaoX . RKRKRX
BelanJaModa.l S ) T

=X

XXX XXX - XL XXX

1 1. Bclan_]a Bxdang Pembmaan Kemasyaratan Desa T
Belan_;a untuk Bxdang Pembmaan Kemasyarakatan Desa terdm dan

&l(;eblh)/

Belanja Ba.rangdanJasa T OXEXXXX | XXX

BelanJaModal S XX XRRXKK

.,3:12 Belan_la Bxda.ng Pemberdayaan Masyarakat Desa .

T ’Belanja untuk Bzda_ng Pcrbcrdayaan Masyarakat Desa terdm dan

‘ Anggaran ' 'Realisasi

(lebih)/ =

Y BelanJa BarangdanJasa : i LXK XXX

XXX

T 13, Belanja Bldang Penangulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendcsak Desa

o Selama tahun anggaran Pemermtahan Desa melakukan penanggulangan bencana dan

. keadaan damrat sebagal benkut

Anggaran ' Realisasi

B (Uébih)/v‘ff

kurang .

- 14 Belanja Desa da.lam k1a81fikas1 ekononu - B B
. Jumlah belanja dala.m klas:ﬁkasx ekononu adalah sebageu benkut

- XXX

(Lébih] /

Anggaran , - Realisasi

o »Belan;a Pegawax

Penghasﬂan Teté.p dan Tun_langan Kepala Desa N xxxxxx e xxxxxx

N ;fl"Penghasﬂan Tetap dan 'I‘unjangan Perangkat Desa_;" o mm . 0RO
- ‘Jaminan Kesehatan chala Desa dan Perangkat ‘ R
"'Desa - o XXX XXX

'xBeIanja BarangdanJasa IR R

" Belanja Barang Perlengkapan Kantor R om0

' Belanja Jasa Honorarium v ST T ORXRK
" Belanja Operasional Aparatur Dcsa ,_‘ S S XXX KEX . XXXLXXX

.. 'Belanja Jasa Sewa . S e ORKRK ‘
- Belanja Operasional Perkantoran IR o XRXXER  KXRKXK

.. Belanja Pemeliharaan = . B XXRKKX | KXKXKK
. Belanja Barang danJasa yang sterahkan kepada T : e

"’»-Masyarakat S S -, & - SR -~ & .- - S

Belanja Modal ‘ S R o
Belan_]a Modal Pengadaan 'I‘anah ST XRKEX . XKRXRX



s Bela.nJa Modal Pcralata.n Mesm. dan Alat Berati"i

o  Belanja Modal Kendaraan

" Belanja Modal Gedung dan Ba.ngunan .

~ Belanja Modal Jalan

_ Belanja Modal Jembatan

' Belanja Modal Irigasi/ Embufxg/An'

- Sungai/Drainase

. Belanja Modal Janngan/lnstalasx |
S Bclanja Modal la.mnya ,

15 Belanja Desa dalam klasxfikasx Sub Bxdang o

(Fung51)

B ) Bxdang Penyelenggaraan pcmermtahan Desa o
. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasxlan
. _Tetap, Tunjangan dan Opcraswnal Pemermtahan '

'v‘.Desa oL

T Perencanaan.

S Keuangan dan Pclaporan
R ;jvSub Bldang Pertanahan .

Bldang Pernbangunan Desa

- Sub Bidang Pendidikan

' Sub Bidang Kesehatan o
- Sub Bidang Pekexjaan Umum dan Penataan o
Ruang : ‘
" Sub Bidang Kawasan Permukuna.n

* Sub Bidang Kchutanan dan ngicungan Hldup

- Sub Bidang Perhubungan, Komumka31, dan LIRS
. »vlnforn'Iatxka , o
- Sub Bidang Energx dan Sumber Daya Mlneral AR

Sub Bldang Panmsata

Bldang Pembmaan Kemasyaratan Desa » e
. Sub Bldang Ketenteraman, Ketemban Umum, danv o
, Pehndungan Masyarakat

 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

" . Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga R o
A Sub Bldang Kelembagaan Masyarakat T

Belanja Bldang Pemberdayaan Masyarakat Dcsa '

‘Sub Bldang Keiautan dan Penkanan

~ _Sub Bidang Pertanian dan Peternakan =~
Sub Bidang Peningkatan Kapas1tas Aparatur Desa B

- Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan,

~ Perlindungan Anak dan Keluarga 3y L
* Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro chxl dan o
E ‘Menengah (UMKM) ’

" Sub Bidang Dukungan Pehanaman Modal o
' .Sub Bldang Pcrdagangan dan Penndusman .

L Belanja B1dang Penangulangan Bencana Keadaan v» AR
~ .. Darurat dan Mendesak Desa - ‘

Sub Bidang Penanggulangan Bencana

| XXHXXX

- XRX.XXX

XXX XXX

XXX XXX

'-':-.Anggaraxi :

R Realisasi

(Lebih)/

. Sub Bidang Sarana da.n Prasarana Pemenntahan A T
.. Desa ' :

.~ Sub Bidang Adxmmstrasx chcndudukan

- Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan .

. Sub Bidang Tata PraJa Pemenntahan, E IO

- XXX XXX

. AXX XXX

kurang -

- XXAXXX

- XXRXXX

XXX XXX

. XXX.KRX

XXX XXX

XXX KKK -

}Ga:. : »: .

| XXX XXX

RXX.XXX

- XXX XX

| XXX.XEX

XXX XXX -

XXXXXX -




Sub Bldang Keadaan Darurat ' o . xxx.xxx xxx.xxx . XXX

Sub’ Blda.ng Keadaan Mendesak. , _ XXX XXX XK. XXX XXX

16. Pembiayaan : ‘
Jumlah netto pemblayaan tahun anggaran ...... adalah sebagai berikut:

o , o Anggaran Realisasi %&:’;g{‘/_

- Penerimaan Pembiayaan . RXXXKX XXX.XXX XXX
Pengeluaran Pembiayaan . , ‘ XXX XXX XXX, XXX XXX
Penerimaan Pembiayaan terdiri dari: .

1. SILPA tahun anggaran sebelumnya S . XXX XXX  XKKXKX : XXX -
© 2. Pencairan Dana Cadangan ' '» KKXKK KKK XXX
3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dxplsahka.n ' XXX, XXX XKX. XXX XXX
XXX, XXX XRX.XKX XA
Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari: o
1. Pembentukan Dana Cadangan . XXX.XXX XX XKXK XXX
- 2. Penyertaan Modal Desa v - XXX, XXX XXX, XKX XXX
17. Aset Desa
Perolchan aset desa adala.h sebagai benkut, o :
Penambahan
20x0 - 20x1 (Penguran galj/
Peralatan, Mesin, dan Alat Berat =~ - DK XKRGKRX XXX

"Kendaraan ' Coe XXX.XXX KKK XXX XXX
Gedung dan Bangunan o ‘ XXX XXX XK XXX _ XXX
Jembatan : o o T RXRXRX KX XKK XXX

Irigasi/Embung/Air Sungal/Dra.mase ' XXX, XXX . XXK.XXX XXX
Jaringan/Instalasi : : © 0 ORRRXEX - XRRXRX , | XXX
Aset Tetap lainnya R . T XXX | XXX.XKX ' | XXX
Konstruksi dalam Pengerjaan : __ XXXXXX XX, XX XXX

' KXX.XXX XX XKK XXX

Rincian Aset Tetap dapat untuk masmg-masmg klasifikasi dxatas dapa.t dilihat pada lampiran

ooooo srvruuse

18. Penyertaan Modal Desa ‘
’ Pernyertaan Modal Desa pada BUMDes adalah sebagau bcnkut

Penambahan/

: » 20x0 20x1 _ (Pengurangan)
. BUMDes XXX - s s XXX
' BUMDes YYY N XXX, XXX | RKKXKX XXX
........... ’ ' XXX XXX XXX XXX XXX

X KXXX XXX, XXX - XXX



FORMAT RINCIAN ASET TETAP

R1n01an Aset Tetap Dcsa per 3 1 Desember

o PEMERINTAHDESA.... R
KECAMATAN . KABUPATEN KARANGANYAR

1 Kondisi-

No.| -

Buktl Kepemlhkan

 Klas Aset dan
Nama / Identitas Aset Tetap

Jenis|Nomor Tanggal

Kdde' Aset

Tetap |

‘Ta.hun’
Perolehan

Nilai
Pgrolehan

Aset
Tetap

. Ketérangan

6 .

7

8.

9

10

1. L.

e veeee
dst... s

i g

eralatan Mesm, dan Alat
Berat k

1." ...... .

2" "G"’D :

© - st

Kendaraan

ol

1. ......

st...

Gedung dan B ﬂnm '

20

dst...

dst

[V
~|Sungai/ Drainase

IngaSI/Embung/Alr - ‘

i dst

VIII

Janngan/ lnsta.la31

dst...

Penger_laan

v fdst

Total N:la1 Aset ']‘etap per 31

esember .....




R

Keterangénv Cara Pengisian :

Kolom Nomor 1

Kolom Nomor 2 :

Kolom Nomor 3
Kolom Nomor 4
Kblom Nomor S5
Kolom Nomor 6
Kolom Nomor 7

Kolom Nomor 8
Kolom Nomor 9

Kolom Nomor 10 :

Diisi Nomor urut.

Diisi Klas Aset dan Nama/ Idenutas Aset Tetap,
misalnya: tanah sawah perszl .... Klas luas
kendaraan roda dua merk .. : o

Diisi jenis bukti kepermhkan asset nnsa]nya, Hak
Milik (HM), BPKP, Hak Guna Bangunan (HGB).

Diisi nomor dan Jems bukti kepexmhkan aset
misalnya.

Diisi tanggal dari Jems bukti kepemilikan aset
misalnya, HM, BPKP

Diisi kodefikasi asset tetap, mehhat kodefikasi asset

E yang dicatat berpedoman pada petunjuk kodefikasi

‘asset desa.
Diisi tahun peroleha‘n barang.
Diisi nilai perolehan barang.

Diisi kondisi barang - misalnya: Baik (B), Rusak
ngan (Rr), Dan Rusak Berat (Rb)

Diisi keterangan yang diperlukan misalnya : nilai

~perolehan tidak diketahui, tahun perolehan tidak

diketahui dst.



LAMPIRAN II

PERATURAN DESA ..... NOMOR .... TAHUN. ...... v
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN .
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN

ANGGARAN .......
LAPORAN AKHIR REALISAS]I PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN
- 01 Januari s.d 31 Desember Tahun ; ............ v
DESA D retreececesasnsesnsianns
KECAMATAN Derererincesones terrernrenense
KABUPATEN : KARANGANYAR
PROVINSI. ~ :JAWA TENGAH |
OUTPUT - SUMBER DANA
. : Rencana - " Realisasi [ Alokasi
Dana Lain- : '
KODE REKENING URAIAN . Doss | Dana Lain | Bentuk Lain
Volume | Satuan |"88%%80 lyo1me | Satuan  [Anegaran| Capaian | (Rp) ?lg;;i | Rp -
o , o (Rp) (Rp) (%) '
2 . 3 v 4 5 6 7 8 . 9 10 11 12 13 14 -
bl clal blc}d ' L - . RS : v
Jumlah - ° ' ' — . ‘ ‘ 1 :
Kaur/Kasi ......
Tanda tangan

—— | | -/




| Kolom 1 da.n 2

Kolom 3

- Kolom:v4, |
Kolom S

N }Kolbm 6
‘Kolom 7

~Kolom '8_
: Kolom 9 |
Kolom 10

Kolom 1 1

Kolom 12
Kolom 13

‘Kolom 14

Keterangan Cara Pengisian :

: diisi dengan Kode Rekemng _, : .
: diisi dengan Bldang, Sub Bidang dan Jenis Kegiatan

sebagaimana yang tercantum dalam penjabaran APB Desa.

: diisi volume kegiatan yang direncanakan.

¢ diisi satuan volume contoh:

- Jembatan / bangunan/barang atau yang sejenis = umt
- jalan/irigasi/ drainase atau yang sejenis= M
- kegiatan non fisik - paket. |

: dllSl jumlah anggaran yang direncanakan. o
: diisi volume keglatan yang tereahsa81 sampa1 dengan saat

ini.

. diisi satuan volume yang tereahsas1 sampai dengan saat ini.
: diisi dengan Jumlah dana yang dlguna.kan i

@ diisi dengan prosentase capa1an kegiatan dan anggaran yang
. digunakan. ' - '

: diisi dengan penggunaan dana dari Dana Desa (DD). -
: diisi dengan penggunaan dana dari Aloka31 Dana Desa

(ADD).

: diisi dengan penggunaan dana dari sumber lain selain DD

dan ADD.

:_ Diisi dengan penggunaan bantuan yang tidak berupa uang.



' LAMPIRAN I

- PERATURAN DESA ..... NOMOR
- TAHUN ...... TENTANG LAPORAN -
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
‘ PELAKSANAAN ANGGARAN
- PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
| TAHUN ANGGARAN ...... .
PROGRAM SEKT ORAL, PROGRAM DAERAH DAN PROGRAM LAINNYA
. YANG MASUK KE DESA o
DESA % eeeerseessserensesaseesesains ™
Kecamatan = secceccieerionreecsssenconnes
Kabupaten = = .coreeecicesecimnesinnnens
ProvinSi = 1 eeersccesrcorcecnoscresvens ,
' v : Kegiatan . An : :
No. | Program Jenis Lokasi | Volume ] Satuan | Jumlah Sumber Dana

w0



